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Penelitian ini dilakukan untuk melihat adanya hubungan antara beberapa 
variabel yang diduga memliki hubungan dengan tingat pengangguran di 
Indonesia. Variabel yang dimaksud adalah pendidikan, pertumbuhan ekonomi, 
investasi dan inflasi. Pendekatan panel data dengan metode LSDV dipilih untuk 
bisa melihat karakteristik masing-masing individu yang diteliti dimana dalam 
penelitian ini adalah propinsi di Indonesia. Data yang digunakan data panel dari 
tahun 2005 hingga tahun 2010. 
Dalam tinjauan teoritis, dapat dikatakan bahwa semua variabel yang diteliti 
memiliki hubungan yang negatif atau berlawanan dengan tingkat pengangguran. 
Variabel pendidikan masih menjadi perdebatan dalam kajian teoritis. Beberapa 
penelitian terdahulu juga menyiratkan bahwa pendidikan masih memiliki 
hubungan yang bias terhadap tingkat pengangguran. 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa semua variabel dinyatakan signifikan 
kecuali variabel pertumbuhan ekonomi yang dalam penelitian ini tidak signifikan. 
Sedangkan variabel inflasi signifikan dengan arah yang berbeda dengan 
hipotesa yang diajukan. Setelah diuji dengan memasukkan nilai kuadrat inflasi ke 
dalam persamaan, maka diketahui bahwa hubungan inflasi dan pengangguran 
bersifat non linear. Sedangkan variabel lainnya signifikan dan sesuai dengan 
telaah teori yang dibangun. 
 















Sony Kristiyanto, Postgraduate Economics and Business Faculty of Brawijaya 
University Analysis Influence of Investment, Inflation, Economic Growth, 
and Education to Unemployment in Indonesia. Supervisor: Pudjiharjo, co – 
supervisor: Putu Mahardika Adi Saputra  
 
 
The purpose of this paper is to finding a relationship between economic variables 
which is estimated have a relationship with unemployment in Indonesia. The 
variables are: education, economic growth, investment and inflation. This paper 
using data panel with LSDV approach. This approach is choosen becouse it can  
describe the characteristic of each province in Indonesia. This paper using data 
set from 2005 until 2010. 
In the theoritical review, it can be said that all variables have a negative 
relationship or have a trade off relationship with unemployment. Education is still 
debatable in theoritical review. Some previous journal said that education has a 
bias relationship with unemployment. 
From empirical result, we find that all variables is significant except economic 
growth. All significat variables have the same direction with hypotheses except 
inflation. After using a quadrate value of inflation to estimation, it can said that 
relationship between inflation and unemployment in Indonesia is a non linear 
relationship.  
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1.1 Latar Belakang 
  Masalah ketenagakerjaan (pengangguran) dan masalah pertumbuhan 
ekonomi merupakan masalah utama yang dihadapi oleh semua negara di dunia 
selain masalah nilai valuta asing dan neraca pembayarannya (atau dalam 
literatur ekonomi hal ini biasa juga dikenal dengan empat masalah utama makro 
ekonomi karena masalah ini pasti akan dihadapi oleh semua negara di dunia).  
Kedua faktor tersebut merupakan hal yang saling mempengaruhi. Untuk 
mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, salah satu hal 
yang dibutuhkan adalah ketersediaan tenaga kerja terampil dan terdidik 
(disamping ketersediaan faktor modal atau kapital). Umumnya untuk mengatasi 
permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang umumnya dicerminkan dengan 
tingkat pengangguran yang tinggi dalam suatu negara adalah dengan 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.  Masalah tentang 
pengangguran ini juga merupakan masalah yang sering dibahas dalam berbagai 
tulisan, hal ini dikarenakan masalah pengangguran menyentuh langsung pada 
masyarakat secara luas dan efek yang ditimbulkan dari naik atau turunnya 
pengangguran ini akan menyentuh langsung masyarakat. 
 Pengangguran bukanlah merupakan suatu variabel yang berdiri sendiri. 
Sebagai suatu ukuran atau besaran ekonomi makro, pengangguran terkait baik 
itu langsung ataupun tidak langsung dengan besaran ekonomi makro lainnya. 
Besaran ekonomi makro yang secara teoritis berhubungan dengan 
pengangguran adalah investasi dan tingkat inflasi. Dalam mempengaruhi 
pengangguran, investasi dan inflasi mempunyai arah yang bisa dikatakan sama. 
Keduanya mempengaruhi secara negatif. Ini berarti bahwa ketika kedua hal 
tersebut mengalami kenaikan maka akan menimbulkan penurunan pada tingkat 
pengangguran dan begitu juga sebaliknya atau bisa dikatakan bahwa kedua 
variabel ini berperilaku trade off terhadap tingkat pengangguran. 
 Dari data yang dikumpulkan, investasi secara nasional terus mengalami 
kenaikan dari tahun ke tahun. Jika data investasi ini dihubungkan dengan angka 
pengangguran, memang menarik untuk dilihat. Angka pengangguran sendiri 
secara nasional mengalami fluktuasi naik turun. Dalam laporan tahunannya, Key 
Indicator for Asian And Pacific 2009, Asian Development Bank (ADB), 
menyatakan bahwa tingkat pengangguran Indonesia cenderung mengalami 
kenaikan hingga tahun 2005 dan setelah itu hingga tahun 2008, tingkat 
pengangguran di Indonesia mengalami penurunan dan saat ini berkisar di angka 
8 persen hingga 9 persen per tahunnya. Sementara, untuk tingkat investasi 
sendiri, secara nasional, tercatat di angka US$ 17 Miliar pada tahun 2008, dan 
angka ini naik 5,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
   Secara statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil berkisar di angka 
5 persen hingga sekitar 6 persen. Jika dibandingkan dengan negara–negara 
lainnya, kondisi seperti ini merupakan suatu hal yang cukup bagus, mengingat di 
negara–negara lain masih ada yang mempunyai pertumbuhan ekonomi negatif 
sebagai akibat krisis global tahun 2009.  Data yang diambil dari BPS tahun 2009 
menyebutkan bahwa secara umum ekonomi Indonesia pada tahun 2005 hingga 
2008 tumbuh masing– masing senilai: 5.7 persen (2005), 5.5 persen (2006), 6.3 
persen (2007), dan 6.1 persen (2008).  Jika dihitung secara nominal, Gross 
Domestic Product (GDP) Indonesia atas dasar harga konstan tahun 2000 pada 
tahun 2005 mencapai Rp 1 750.8 trilyun sementara pada tahun 2008 tercatat Rp 
2 082.1 trilyun. 
 Salah satu isu yang penting dalam masalah ketenagakerjaan disamping 
keadaan angkatan kerja (economically active population), dan struktur 
ketenagakerjaan adalah isu mengenai pengangguran pada suatu perekonomian 
suatu negara.  Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidak 
kemampuan pasar kerja pada negara tersebut dalam menyerap angkatan kerja 
yang tersedia.  Ketersediaan lapangan perkerjaan yang relatif terbatas tidak 
mampu untuk menyerap tenaga kerja baru yang terus menerus bertambah. 
Tingginya angka penangguran, tidak hanya menimbulkan masalah–masalah di 
bidang perekonomian saja, namun juga di bidang sosial, kemiskinan dan 
kerawanan keamanan. 
 Tenaga kerja merupakan salah satu modal untuk menggerakkan roda 
perekonomian pada suatu negara atau suatu wilayah.  Jumlah dan komposisi 
tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya 
proses demografi.  Tingkat partisipsi angkatan kerja (TPAK) mengindikasikan 
besarnya penduduk usia kerja yang akitif secara ekonomi di suatu negara atau 
wilayah tertentu.  TPAK diukur berdasarkan persentase jumlah angkatan kerja 
terhadap jumlah penduduk usia kerja.  Indikator ini menunjukkan besaran relatif 
dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa 
dalam suatu perekonomian.  Sejak bulan februari tahun 2008 hingga bulan 
februari 2009, angka TPAK mengalami kenaikan dari 67.33 persen menjadi 
67.60 persen. Kondisi membaiknya angka TPAK ini lebih banyak disebabkan 
membaiknya kondisi sosial ekonomi Indonesia sehingga memberikan pengaruh 
terhadap faktor – faktor produksi di Indonesia.  Secara langsung, naik turunnya 
faktor produksi ini akan memberikan dampak terhadap tinggi rendahnya faktor 
permintaan dan penawaran tenaga kerja.  Jika dilihat dari sektor ekonomi yang 
menampung tenaga kerja terbesar adalah sektor pertanian (lebih dari 40 persen 
angkatan kerja bekerja di sektor pertanian – data diambil dari BPS). 
  Pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang diakibatkan populasi penduduk 
yang terus meningkat, yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan 
pekerjaan akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja menurun kerap menjadi 
alasan mengapa tingkat pengangguran di Indonesia selalu berada dalam angka 
yang tinggi. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu 
menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada.  Hal ini disebabkan 
terjadinya mismatch atau ketidaksesuaian dalam pasar tenaga kerja.  
Ketidaksesuaian bisa terjadi karena perbedaan antara hasil pendidikan formal 
dengan kebutuhan pasar tenaga kerja berbeda.  Selain karena pertumbuhan 
populasi penduduk Indonesia yang masih tinggi, sehingga mau tidak mau akan 
menambah angka pengangguran dengan cepat serta terkonsentrasinya 
penduduk Indonesia di wilayah Indonesia bagian barat terutama pulau Jawa 
menjadikan angka pengangguran terlihat tidak tersebar merata di masing-masing 
propinsi.   
 Indonesia memang bukanlah satu-satunya negara yang menghadapi 
permasalahan mengenai angka pengangguran yang cenderung mengalami 
kenaikan pada tiap tahunnya. Pengangguran merupakan masalah yang sangat 
umum dihadapi oleh negara manapun di dunia terutama pada negara-negara 
sedang berkembang. Namun, bila dibandingkan di kawasan regional asean, 
tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia merupakan tingkat pengangguran 
yang tertinggi di kawasan ini. Pengangguran di Indonesia tercatat di angka 7,14 
persen. Angka ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara 
tetangga seperti: Brunai Darussalam (3,7 persen), Burma (4,9 persen), Malaysia 
(3,2 persen), Philipina (6,9 persen), Singapura (2,2 persen), Thailand (1,2 
persen), dan Vietnam (2,9 persen). Semua data yang ditampilkan secara 
berturut-turut tersebut adalah data tahun 2010 dan dihimpun dari berbagai 
sumber. Kondisi ini menyiratkan bahwa permasalahan pengangguran merupakan 
masalah yang sangat penting bagi Indonesia. 
 Dari sisi pemerintah, pemerintah sendiri tampaknya lebih mengandalkan 
pertumbuhan ekonomi untuk dapat menanggulangi permasalahan 
ketenagakerjaan ini.  Asumsi ini berdasarkan bahwa dengan penciptaan 
pertumbuhan ekonomi yang positif akan menimbulkan efek berupa terbukanya 
lapangan pekerjaan baru dan dengan sendirinya akan mengurangi angka 
pengangguran di Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja baru. Kebijakan 
pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran selain dengan memacu 
pertumbuhan ekonomi daerah, adalah dengan berbagai program.  Program-
program tersebut antara lain: program PNPM Mandiri, program padat karya, 
hingga program pengurangan pengangguran yang bersifat instan seperti 
pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (TKI) atau pengiriman burh 
migran ke luar negeri, dan lain sebagainya.  Namun, walaupun semua program 
tersebut telah dijalankan, namun angka pengangguran di Indonesia masih tetap 
tinggi. 
 Tingkat pengangguran di Indonesia sendiri, apabila ditinjau per daerah 
akan terlihat jika pengangguran lebih terkonsentrasi pada daerah-daerah dengan 
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Daerah dengan tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi umumnya adalah daerah yang ekonominya dibangun 
dengan basis industri atau di bidang jasa. Ini bisa dimaklumi karena umumnya 
pencari kerja akan menuju daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi 
dan berharap akan mendapat pekerjaan di tempat tersebut dengan pemikiran 
bahwa daerah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pasti lebih besar 
peluangnya untuk mendapat pekerjaan. 
 
 
Tabel 1.1  
Beberapa Kondisi Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2009 
 











1 NAD 8,71 80,10 62,12 3,49 
2 Sumatera Utara 8,45 2200,40 55,30 2,67 
3 Sumatera Barat 7,97 459,20 54,50 2,06 
4 Riau 8,56 3637,60 51,78 1,93 
5 Kepulauan Riau 8,11 470,70 53,42 1,88 
6 Jambi 5,54 254,40 44,71 2,50 
7 Sumatera Selatan 7,61 637,10 43,01 1,83 
8 Kepulauan Babel 6,14 271,70 38,13 2,17 
9 Bengkulu 5,08 1,10 48,99 2,89 
10 Lampung 6,62 582,60 41,43 4,17 
11 DKI Jakarta 12,15 15204,60 50,43 2,32 
12 Jawa Barat 10,96 6659,30 38,59 2,09 
13 Banten 14,97 5793,40 38,77 2,49 
14 Jawa Tengah 7,33 2725,70 44,53 3,13 
15 DI Jogjakarta 6,00 41,00 58,69 2,89 
16 Jawa Timur 5,08 4712,80 48,26 3,34 
17 Bali 3,13 278,00 56,48 4,29 
18 NTB 6,25 2,90 48,51 3,14 
19 NTT 3,97 4,00 34,15 6,33 
20 Kalimantan Barat 5,44 544,90 36,40 4,86 
21 Kalimantan Tengah 4,62 1469,10 39,27 1,38 
22 Kalimantan Selatan 6,36 1042,70 35,71 3,80 
23 Kalimantan Timur 10,83 162,10 53,10 3,54 
24 Sulawesi Utara 10,56 107,20 50,46 2,34 
25 Gorontalo 5,89 2710,70 38,47 4,26 
26 Sulawesi Tengah  5,43 3,30 39,52 5,60 
27 Sulawesi Selatan 8,90 1214,80 42,03 3,21 
28 Sulawesi Barat 4,51 4106,00 33,41 1,77 
29 Sulawesi Tenggara 4,74 3,60 47,90 4,52 
30 Maluku 10,57 3992,80 59,58 6,41 
31 Maluku Utara 6,76 2810,20 51,74 3,83 
32 Papua 4,08 42,80 35,77 1,95 
33 Papua Barat 7,56 6768,20 43,55 7,36 
Sumber: BPS, Berbagai edisi, data diolah 
 Tabel 1.1 menggambarkan kondisi beberapa variabel makro ekonomi 
Indonesia yang masih berkaitan dengan tingkat pengangguran yang terjadi tahun 
2009 menurut propinsi. Secara nasional, angka pengangguran di Indonesia 
masih berkisar di angka 8 persen dengan angka pengangguran tertinggi terdapat 
di propinsi Banten yang berkisar di angka 14 persen (BPS, 2009).  Angka 14 
persen pada propinsi Banten ini berbanding kontras dengan 3,13 persen tingkat 
pengangguran di propinsi Bali, sebagai propinsi yang paling rendah tingkat 
penganggurannya. Sedangkan propinsi dengan tingkat pengangguran paling 
rendah kedua adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di angka 3,97 
persen, propinsi yang selama ini dipandang sebagai propinsi yang “miskin” bila 
dibandingkan dengan propinsi lainnya.  Jika dilihat dari angka statistik seperti 
yang disajikan pada tabel sebelumnya, terjadi kesenjangan atau gap yang cukup 
besar diantara propinsi dengan tingkat pengangguran paling rendah dengan 
propinsi dengan tingkat pengangguran paling tinggi.  
 Hal menarik lainnya adalah tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia 
justru terjadi di Propinsi Banten, propinsi dengan tingkat laju pertumbuhan rata-
rata Produk Domestik Regional Bruto yang relatif tinggi.  Dalam kurun waktu 
2005 hingga 2008, Propinsi Banten mengalami laju pertumbuhan rata-rata 
sebesar 5,78 persen, sedangkan Propinsi Nusa Tenggara Timur, propinsi yang 
paling rendah angka penganggurannya dalam kurun waktu yang sama hanya 
tarcatat 4,76 persen atau masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata 
laju pertumbuhan PDRB Indonesia yang sebesar 5,17 persen. Sama halnya 
dengan propinsi Banten, Propinsi DKI Jakarta yang merupakan pusat 
perekonomian di Indonesia, mencatatkan tingkat pengangguran yang tinggi bila 
dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya. DKI Jakarta tercatat memiliki 
tingkat pengangguran sebesar 12 persen dan angka ini jauh lebih besar bila 
dibandingkan dengan angka pengangguran secara nasional.  
 Walaupun dalam beberapa tulisan, pengaruh tingkat pendidikan terhadap 
tingkat pengangguran masih dalam perdebatan, apakah penddidikan tersebut 
mempengaruhi secara positif ataukah negatif terhadap tingkat pengangguran, 
pendidikan merupakan variabel lainnya yang seringkali dikaitkan dengan tingkat 
pendidikan secara umum pada suatu daerah. Dari data yang dikemukakan 
sebelumnya, dalam hal pengembangan sumber daya manusia (dicerminkan dari 
tingkat pendidikan yang diukur dari angka partisipasi murni pendidikan untuk 
tingkat pendidikan setara dengan SMA, SMK dan sederajat termasuk didalamnya 
pendidikan luar sekolah yang ijasahnya disetarakan dengan SMA atau program 
kejar paket C), Propinsi Nusa Tenggara Timur, kembali merupakan propinsi 
dengan tingkat APM yang paling rendah di Indonesia, dan Propinsi Nangroe 
Aceh Darusallam merupakan propinsi dengan tingkat APM paling tinggi di 
Indonesia untuk tahun 2009.  Kesenjangan antara dua propinsi ini juga cukup 
tinggi. Tingkat APM untuk propinsi NAD tercatat pada angka 62,12 persen 
sedangkan propinsi NTT hanya tercatat pada angka 34,15 persen dan ini 
merupakan angka APM tingkat pendidikan menengah yang paling rendah di 
Indonesia pada tahun 2009, namun tingkat pengangguran di propinsi ini hanya 
tercatat di angka 3 persen, jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan propinsi 
NAD yang angka penganggurannya berkisar di 8 persen pada tahun yang sama. 
 Besaran ekonomi ekonomi makro lain yang secara teoritis akan 
berhubungan dengan tingkat pengangguran adalah tingkat inflasi. Secara teoritis, 
dua hal ini (inflasi dan tingkat pengangguran) akan berhubungan secara negatif 
atau trade off. Inflasi di Indonesia cenderung stabil di angka 11 persen hingga 12 
persen pada tahun 2007 dan cenderung mengalami penurunan pada tahun-
tahun sesudahanya dan lebih banyak berada di kisaran angka 7 persen hingga 9 
persen per tahunnya. Sedangkan seperti yang telah di tulis sebelumnya, tingkat 
pengangguran di Indonesia cenderung tetap dalam angka yang tinggi. Khusus 
mengenai hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran, terdapat dua 
pendapat yang berbeda tantang rentang waktu pengaruh kedua variabel 
tersebut. Dalam literatur makro ekonomi. Case Fair (2009) dan Mankiew (2003), 
mengemukakan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat jangka 
pendek, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Marika Karanassou dan 
Hector Sala (2010), menemukan bahwa hubungan antara inflasi dan tingkat 
pengangguran yang terjadi di Amerika Serikat bersifat jangka panjang. 
 Kembali pada data yang disajikan di tabel 1.1, secara sepintas terlihat 
bahwa propinsi yang memiliki tingkat inflasi terendah adalah propinsi Kalimantan 
Barat yang memiliki tingkat inflasi sebesar 1,38 persen dan propinsi dengan 
inflasi tertinggi adalah Papua Barat yang tercatat mempunyai inflasi sebesar 7,36 
persen. Apabila dihubungkan dengan tingkat pengangguran di masing-masing 
propinsi yang mempunyai tingkat inflasi tertinggi dan terendah, akan terlihat 
bahwa yang terjadi di Indonesia adalah sesuai dengan teori yang menyatakan 
adanya hubungan terbalik antara inflasi dan tingkat pengangguran. Namun 
apabila dilihat lebih dalam pada data yang ada, terlihat bahwa propinsi Nusa 
Tenggara Timur memiliki tingkat inflasi yang tinggi bila dibandingkan dengan 
propinsi-propinsi yang lainnya. Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat 
inflasi sebesar 6,33 persen namun hanya memiliki tingkat pengangguran sebesar 
3,97 persen. Kondisi yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan propinsi 
Jakarta yang memiliki tingkat inflasi sebesar 2,32 persen namun pengangguran 
tercatat sangat tinggi, yaitu 12,15 persen. Jika melihat hal ini maka kembali bisa 
dilihat kesenjangan antara teori  yang ada dengan kondisi kenyataan yang terjadi 
di Indonesia.  
 Investasi secara teoritis akan mempunyai pengaruh negatif atau 
berlawanan arah terhadap tingkat pengangguran. Ini berarti bahwa ketika tingkat 
investasi pada suatu negara atau pada suatu wilayah menunjukkan angka yang 
tinggi atau investasi menunjukkan kenaikan, seharusnya secara teoritis, memiliki 
tingkat pengangguran yang lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah yang 
angka investasinya rendah dibandingkan dengan daerah tersebut. Namun, jika 
dilihat pada tabel yang disajikan sebelumnya, tampaknya hal ini tidak terjadi di 
beberapa propinsi di Indonesia. DKI Jakarta adalah propinsi dengan angka 
investasi yang paling tinggi di Indonesia, namun di propinsi ini, tingkat 
pengangguran juga mencatatkan angka yang sangat tinggi, bahkan di atas rata-
rata angka pengangguran di Indonesia. Sama seperti Jakarta, propinsi Banten 
dan Jawa barat juga mempunyai tingkat investasi yang sangat tinggi bila 
dibandingkan  dengan propinsi-propinsi lainnya di Indonesia, namun di propinsi-
propinsi inilah tingkat pengangguran tercatat sangat tinggi dan melebihi propinsi-
propinsi yang memiliki tingkat investasi rendah, seperti Bali, Nusa Tenggara 
Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara. 
 Seperti telah disinggung di bagian awal, kondisi pengangguran yang 
tinggi akan mengakibatkan pemborosan pada sumber daya yang ada, sumber 
utama kemiskinan, dan dapat mendorong penganggur tersebut untuk melakukan 
tindakan kriminal yang akan membuat kondisi secara umum menjadi memburuk. 
Maka, walaupun penelitian dengan topik mengenai pengangguran telah cukup 
banyak dilakukan, penelitian mengenai pengangguran masih tetap penting untuk 
dilakukan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
 Melihat realita yang terjadi di Indonesia seperti yang telah dipaparkan di 
bagian awal tulisan ini, walaupun tingkat pertumbuhan perekonomiannya tinggi, 
tingkat investasi yang tinggi dan tingkat pendidikan yang tinggi ternyata tidak 
cukup mampu untuk menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia, dan ketika 
Indonesia mengalami masalah dengan inflasi yang tinggi tingkat pengangguran 
di Indonesia juga tetap tinggi, maka perumusan masalah yang diangkat di 
penelitian ini adalah: 
Bagaimana pengaruh investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat 
pendidikan terhadap tingkat pengangguran antar propinsi di Indonesia? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Untuk mengetahui pengaruh investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan 
tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran antar propinsi di Indonesia  
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Penulis berharap bahwa penelitian dan tulisan ini akan bermanfaat: 
1. Manfaat teoritis 
1. Untuk bisa melihat variasi dan diversitas hubungan antara 
variabel-variabel yang diteliti antar propinsi di Indonesia. 
2. Untuk meneliti apakah teori pengangguran yang ada, bisa 
menjelaskan fenomena yang terjadi di Indonesia 
2. Manfaat praktis 
1. Untuk menjelaskan bagaimana teori tentang pengangguran dan 
aplikasinya kepada dunia akademis. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberika masukan dan 
tambahan referensi kepada pemerintahan baik itu pemerintahan 
pusat maupun pemerintahan daerah untuk menyusun kebijakan 










 Untuk dapat mendukung penelitian yang dilakukan, perlu disusun kajian 
pustaka yang terdiri dari landasan teoritis dan landasan empiris. Landasan teori 
berisi tentang teori-teori dan pendapat dari ahli ekonomi yang sesuai dengan 
pembahasan yang diperlukan. Landasan empiris berisikan tentang penelitian-
penelitian yang lebih dahulu dilakukan yang sesuai dan mendukung pembahasan 
penelitian ini. 
 
2.1 Pasar Tenaga Kerja dan Terjadinya Pengangguran 
Terjadinya pengangguran dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan 
antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. 
Ketidakseimbangan ini akan menimbulkan ekses atau kelebihan penawaran 
tenaga kerja sehingga akan menimbulkan angkatan kerja yang tidak bekerja. 
2.1.1 Penawaran Tenaga Kerja 
 Penawaran tenaga kerja (supply for labor) didefinisikan sebagai jumlah 
tenaga kerja (dalam bentuk jumlah jam kerja) yang mampu disediakan oleh 
sektor rumah tangga (pekerja) pada tingkat upah tertentu (Case, 2009). Sesuai 
dengan definisi yang dikemukakan tersebut, dalam pemikiran perekonomian 
klasik, penawaran tenaga kerja akan dipengaruhi oleh tingkat upah yang 
ditawarkan atau secara matematika dapat dikatakan bahwa jumlah jam kerja 
merupakan fungsi dari tingkat upah. Jumlah jam kerja dan tingkat upah ini 
mempunyai hubungan positif atau searah, artinya jika terjadi kenaikan pada 
tingkat upah, maka akan mengakibatkan bertambahnya jumlah jam kerja yang 
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mampu ditawarkan oleh pekerja dan pekerja lebih memilih untuk mengorbankan 
waktu senggangnya dengan bekerja untuk mendapatkan uang atau upah yang 
lebih tinggi, demikian juga sebaliknya, jika terjadi penurunan terhadap upah 
tenaga kerja, maka akan terjadi pula penurunan pada jumlah jam kerja yang 
mampu ditawarkan oleh pekerja. Pekerja akan lebih banyak menggunakan waktu 
senggangnya daripada digunakan untuk bekerja. Secara grafis, hubungan antara 
tingkat upah dan jumlah jam kerja yang mampu ditawarkan oleh pekerja, dapat 












sumber: George J Borjas, 1999 
  Pada setiap titik dalam kurva penawaran tenaga kerja, menggambarkan 
jumlah jam kerja yang mampu dialokasikan oleh pekerja. Pada titik W1 akan 
menghasilkan penawaran jam kerja pekerja sebesar T1. Jika tingkat upah naik ke 
tingkat W2, maka jumlah jam kerja yang akan ditawarkan juga akan naik ke 
angka T2. Kurva penawaran tenaga kerja yang dilambangkan dengan huruf S ini 
memiliki sifat backward banding, yaitu pada satu titik tertentu, walaupun upah 
tenaga kerja atau wages mengalami kenaikan, namun tidak disertai dengan 
Gambar 2.1 
Kurva Penawaran tenaga Kerja 
Jumlah Jam Kerja 0 
penambahan jumlah jam kerja oleh pekerja atau kurva mengalami pembelokan 
arah. Dalam grafik di atas ditunjukkan pada tingkat upah W3 yang akan 
menghasilkan penawaran sebesar T3. Jika upah terus mengalami kenaikan, 
misalnya dari W3 ke W4, yang terjadi justru sebaliknya, jumlah jam kerja 
mengalami penurunan dari T3 ke T4. Mulai dari titik ini, penawaran tenaga kerja 
yang semula berhubungan positif dengan tingkat upah menjadi berhubungan 
negatif. Kondisi ini disebabkan bahwa tenaga kerja tersebut telah merasa cukup 
dengan tingkat upah yang diterima pada saat itu, jadi jika terdapat penawaran 
kerja baru dengan tingkat upah yang lebih tinggi tidak akan diterima oleh tenaga 
kerja tersebut. 
 2.1.2 Permintaan Tenaga Kerja 
 Permintaan terhadap tenaga kerja (demand for labor) didefinisikan 
sebagai jumlah tenaga kerja yang mampu untuk dipekerjakan atau yang diminta 
oleh pengusaha atau oleh pemberi kerja pada tingkat upah tertentu (Case, 
2009). Sama halnya dengan penawaran tenaga kerja, permintaan tenaga kerja 
oleh pemberi kerja juga dipengaruhi oleh tingkat upah sehingga bisa pula 
dikatakan bahwa permintaan tenaga kerja merupakan fungsi dari tingkat upah. 
Permintaan tenaga kerja dan tingkat upah memiliki hubungan negatif atau 
berlawanan arah. Jika tingkat upah yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka 
pengusaha atau pemberi kerja akan cenderung untuk mengurangi permintaan 
jumlah tenaga kerja dan menggantikannya dengan faktor-faktor produksi yang 
lain misalnya mesin (dalam perekonomian, mesin biasanya interprestasi dari 
faktor produksi berupa kapital atau modal dan antara mesin dan tenaga kerja 
manusia mempunyai hubungan substitusi atau saling menggantikan secara 
sempurna). Demikian juga sebaliknya, apabila tingkat upah di pasar tenaga kerja 










jumlah tenaga kerja yang diminta. Permintaan tenaga kerja dalam pasar tenaga 












sumber: George J Borjas, 1999 
 Pada kurva permintaan tenaga kerja di atas, menggambarkan kombinasi 
penggunaan tenaga kerja oleh pengusaha dengan tingkat upah yang ada pada 
satu waktu tertentu. Ketika tingkat upah berada di tingkat W1, maka pengusaha 
akan menggunakan tenaga kerja sebesar E1. Jika tingkat upah mengalami 
penurunan dari W1 ke W2, maka jumlah pekerja yang diminta oleh pengusaha 
akan naik dari E1 ke E2. Dari grafik dapat diketahui juga bahwa semakin tinggi 
tingkat upah yang terjadi di pasar tenaga kerja maka semakin sedikit 
penggunaan tenaga kerja oleh pengusaha. Pengusaha akan mengalihkan 
penggunaan tenaga kerja kepada penggunaan mesin atau lebih cenderung 
kepada teknologi jika terjadi kenaikan pada tingkat upah. 
 2.1.3 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja 
 Keseimbangan dalam pasar tenaga kerja kompetitif dicapai pada saat 
kurva permintaan tenaga kerja (D) berpotongan dengan kurva penawaran tenaga 
Gambar 2.2 
Permintaan tenaga Kerja 
kerja (S). Kurva penawaran tenaga kerja menggambarkan total jumlah jam kerja 
yang dialokasikan oleh agen-agen ekonomi pada pasar tenaga kerja dan pada 
tingkat upah tertentu. Kurva permintaan tenaga kerja menggambarkan total jam 
kerja yang diminta oleh pengusaha atau pengguna tenaga kerja. Keseimbangan 
terjadi ketika penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. 
Dari keseimbangan ini menghasilkan tingkat upah keseimbangan dan juga 
jumlah tenaga kerja keseimbangan. Tingkat upah dan jumlah tenaga kerja 
keseimbangan ini disebut juga dengan tingkat upah kompetitif dan jumlah tenaga 
kerja kompetitif. Tingkat upah pada kondisi keseimbangan ini adalah tingkat upah 
market clearing karena pada tingkat upah di luar tingkat upah keseimbangan 
akan menciptakan baik itu tekanan penurunan atau kenaikan tingkat upah. Pada 
tingkat upah di luar tingkat upah keseimbangan akan menciptakan lowongan 
pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja atau terlalu banyak tenaga 
kerja yang berkompetisi untuk lapangan kerja yang terbatas. Dengan kata lain, 
diluar keseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja, akan 
menciptakan tingkat pengangguran dalam pasar tenaga kerja. Pada pemikiran 
ekonomi klasik, ketika terjadi ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja, 
pasar akan secara otomatis menyesuaikan dirinya melalui penyesuaian tingkat 
upah, sehingga kondisi keseimbangan pada pasar tenaga kerja akan tetap dapat 
dicapai. Secara grafis, kurva keseimbangan pasar tenaga kerja yang 
menggambarkan perpotongan antara kurva permintaan tenaga kerja dan kurva 
penawaran tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja kompetitif dapat diilustrasikan 
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 Dari kurva keseimbangan pasar tenaga kerja seperti yang digambarkan di 
atas, tingkat upah keseimbangan terjadi pada tingkat upah W0 dan jumlah tenaga 
kerja yang dipergunakan sebanyak L0. Pada tingkat keseimbangan ini, tidak 
terdapat pengangguran, karena jumlah orang yang ingin bekerja sama dengan 
jumlah pekerja yang ingin dipekerjakan oleh pengusaha atau pengguna tenaga 
kerja. Jika dalam tingkat upah keseimbangan ini ternyata terdapat 
pengangguran, dalam pemikiran ekonomi kompetitif, pengangguran di sini 
dipandang sebagai pengangguran yang terjadi secara sukarela karena tidak 
menyetujui tingkat upah keseimbangan yang terjadi di pasar tenaga kerja.  
 2.1.4 Bagaimana Munculnya Pengangguran 
 Interaksi penawaran dan permintaan pada pasar tenaga kerja pada 
kenyataannya tidak selamanya terjadi dalam kondisi equilibrium atau dalam 
kondisi keseimbangan, dimana penawaran tenaga kerja akan sama atau 
seimbang dengan permintaan tenaga kerja dan menghasilkan tingkat upah pasar 
dalam kondisi keseimbangan pula. Dalam pasar tenaga kerja sering juga 
terdapat kondisi dimana terjadi kelebihan permintaan tenaga kerja atau kelebihan 
penawaran tenaga kerja. Dalam pasar persaingan sempurna atau pasar 
kompetitif, tingkat upah pekerja menjadi hal yang dapat membawa kembali pada 
posisi keseimbangan. Dalam pemikiran pasar kompetitif, upah merupakan 
variabel yang dapat menyesuaikan diri secara otomatis, sehingga akan selalu 
diperoleh titik keseimbangan baru ketika tidak terjadi ketidakseimbangan di pasar 
tenaga kerja. Konsekuensi dari teori ini adalah tidak adanya pengangguran yang 
ada di pasar tenaga kerja. Masyarakat yang tidak terserap dalam dunia kerja 
dianggap sebagai suatu hal yang sukarela karena ketidakcocokan dalam hal 
upah yang ditawarkan di pasar tenaga kerja.  
 Dalam teori ekonomi klasik, tingkat pengangguran yang ada dapat terjadi 
karena beberapa hal.  Hal-hal tersebut adalah: 
1. Kekakuan upah (sticky wages)  
Dalam banyak industri, upah nominal pekerja ditetapkan terlebih dahulu 
dalam jangka yang panjang atau dalam jangka waktu tertentu (biasanya 
tercantum dalam kontrak kerja yang dihadapi oleh pekerja ketika pekerja 
tersebut akan memulai pekerjaan di suatu industri dan upah tersebut tidak 
akan berubah sebelum masa perjanjian kontrak kerja tersebut berakhir 
atau selesai). Penentuan tingkat upah sebelumnya ini membawa implikasi 
bahwa tingkat upah tidak mudah untuk berubah atau menyesuaikan diri 
ketika terjadi ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja. Dalam 
kondisi seperti ini, upah merupakan variabel yang kaku serta bersifat 
tetap dan tidak bisa dengan serta merta menyesuaikan diri ketika terjadi 
ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja. Penyesuaian tingkat upah baru 
akan terjadi ketika masa kontrak kerja berakhir dan pekerja dapat 
meminta kenaikan tingkat upah. Situasi tersebut dapat diilustrasikan 





















Sumber: Case, 2009 P:287 
Pada ilustrasi kekakuan upah pada grafik di atas, tingkat upah kaku pada 
level W0. Ketika terjadi penurunan permintaan tenaga kerja, dari D0 ke D1, 
tingkat upah tidak bisa turun pada level W*, tapi tetap bertahan pada 
tingkat W0. Akibatnya, terjadi pengangguran sebesar L0 – L1, dimana L0 
adalah jumlah tenaga kerja yang ingin bekerja pada tingkat upah sebesar 
W0 dan L1 adalah jumlah tenaga kerja yang mampu terserap oleh pasar 
tenaga kerja dengan tingkat upah W0. Tingkat pengangguran sebesar L0 
– L1 bisa juga diartikan sebagai jumlah pekerja yang ingin bekerja pada 
tingkat upah W0 namun tidak bisa menemukan pekerjaan. 
2. Teori efisiensi upah 
Teori efisiensi upah berangkat dari pemikiran bahwa dengan 
meningkatnya tingkat upah maka akan meningkatkan produktivitas 
pekerja. Dengan kata lain produktivitas mempunyai hubungan yang positif 
dengan tingkat upah. Apabila memang anggapan ini berjalan, maka 
perusahaan akan menaikkan tingkat upah pekerjanya di atas tingkat upah 
keseimbangan yang terjadi di pasar kerja. Pemberian upah yang lebih 
tinggi dibanding dengan tingkat upah yang terjadi di pasar tenaga kerja 
akan membawa simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling 
menguntungkan, artinya perusahaan akan membayar melebihi tingkat 
upah pasar kerja pada pekerja dan sebagai imbalannya, pekerja akan 
bekerja lebih keras dari yang mereka bisa lakukan karena mereka 
mendapatkan upah yang lebih tinggi. Ketika kondisi ini berlangsung terus-
menerus, maka akan menimbulkan pekerja yang ingin bekerja pada 
tingkat upah yang ditawarkan oleh perusahaan, namun tidak 
mendapatkannya, sehingga akhirnya akan menimbulkan pengangguran.  
Dalam studi empiris, terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh 
perusahaan dengan menerapkan teori efisiensi upah ini. Diantaranya 
adalah: tingkat turnover atau perputaran pekerja yang lebih kecil, 
meningkatkan moral, dan memperkecil terjadinya kesalahan pekerja. 
Meskipun teori ini memprediksikan terjadinya pengangguran, namun teori 
ini tidak bisa menjelaskan fluktuasi tingkat pengangguran yang terjadi 
(Case, 2009). 
3. Informasi yang tidak sempurna 
Sejauh ini, salah satu asumsi yang digunakan dalam pasar kerja yang 
bersifat kompetitif adalah informasi yang sempurna dari pelaku-pelaku di 
pasar tenaga kerja. Pelaku-pelaku di pasar tenaga kerja (pencari kerja 
dan atau perusahaan sebagai pencari tenaga kerja) mengetahui dengan 
persis bagaimana kondisi pasar tenaga kerja yang dihadapi. Namun, 
yang terjadi pada realitanya, pasar tenaga kerja berada dalam kondisi 
informasi yang tidak sempurna (imperfect information) Kondisi yang 
dimaksud mencakup segala hal, termasuk berapa tingkat upah 
keseimbangan, berapa jumlah angkatan kerja yang menginginkan untuk 
bekerja dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja 
tersebut. 
Ketika perusahaan ternyata tidak mempunyai informasi yang cukup, maka 
bisa saja perusahaan tersebut mematok tingkat upah yang terlalu tinggi. 
Karena mematok tingkat upah yang tinggi maka akan banyak pencari 
kerja yang ingin memasuki perusahaan tersebut yang berakibat adanya 
pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaannya sehingga akan 
menimbulkan pengangguran. 
Karakteristik dalam pasar tenaga kerja sangat berbeda dari pasar uang 
atau pasar barang yang dengan mudah dapat menyesuaikan diri ketika 
terjadi ketidakseimbangan. Seperti yang telah dijelaskan, pada umumnya 
tingkat upah adalah hal yang bersifat kaku, maka ketika perusahaan 
melakukan kesalahan dengan menetapkan upah terlalu tinggi, sangat 
sulit bagi perusahaan untuk melakukan penyesuaian sebagai koreksi atas 
kesalahannya.   
4. Peraturan upah minimal 
Peraturan upah minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, (UMK – untuk 
kasus di Indonesia) didefinisikan sebagai upah minimal yang harus 
dibayar oleh perusahaan kepada para pekerjanya. Kebijakan ini 
dikeluarkan oleh pemerintah pada awalnya untuk melindungi hak dari 
tenaga kerja sehingga tenaga kerja tersebut mendapatkan tingkat upah 
yang dianggap layak atau sesuai dengan kebutuhan hidup minimal pada 
suatu daerah tertentu. Besaran tingkat upah ini ditentukan oleh tiga pihak 
yaitu, pemerintah, perwakilan dari pengusaha dan perwakilan dari serikat 
pekerja. Lembaga ini biasanya disebut dengan lembaga tripartit. 
Kebijakan ini secara teoritis akan menimbulkan permasalahan berupa 










minimum dari pemerintah menimbulkan pengangguran dapat dijelaskan 
dalam grafik berikut: 
  Gambar 2.5 









Sumber: Borjas, 1999 
Kondisi awal pasar tenaga kerja ada pada tingkat upah W* dengan jumlah 
tenaga kerja sebesar L*. Pemerintah, selanjutnya, menetapkan tingkat 
upah minimal yang harus dibayar ke pekerja sebesar W0, naik atau lebih 
tinggi dari tingkat upah keseimbangan pasar yang sebesar W*. Dengan 
tingkat upah ini, perusahaan hanya mampu mempekerjakan pekerja 
sebesar L1, sementara jumlah pekerja yang bekerja dengan tingkat upah 
sebesar W0 sejumlah L0. Gap atau kesenjangan antara L1 dan L0 adalah 
jumlah pekerja yang ingin bekerja namun tidak memperoleh pekerjaan 
atau merupakan jumlah pengangguran yang terjadi akibat adanya 
peraturan upah minimal dari pemerintah.  
 2.1.5 Macam dan Jenis Pengangguran 
 Pengangguran diartikan sebagai seseorang yang sudah digolongkan ke 
dalam angkatan kerja, yang secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat 
upah tertentu tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan (Sadono 
Sukirno, 1999). Dalam teori makro ekonomi, pengangguran bisa dibedakan 
menjadi beberapa macam, yaitu: 
 
1. Pengangguran Friksional 
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang bersifat sementara. 
Pengangguran jenis ini disebabkan oleh adanya kendala waktu, informasi 
dan kendala geografis yang terjadi antara pelamar kerja dan pemberi 
pekerjaan. Kondisi ini terjadi semisal, pencari kerja berada di daerah yang 
jauh dari pusat informasi sehingga pencari kerja tersebut tidak 
mengetahui apabila ada lowongan pekerjaan di luar daerah tempat 
tinggalnya. Selain itu, pengangguran friksional bisa juga terjadi karena 
pencari kerja tidak mampu untuk memenuhi kualifikasi yang telah 
ditentukan oleh pemberi kerja. Semakin maju suatu perekonomian maka 
daerah tersebut akan semakin membutuhkan pekerja dengan kualifikasi 
yang lebih tinggi. Apabila pencari kerja tidak mampu untuk memenuhi 
persyaratan yang diminta oleh perusahaan, maka dengan sendirinya 
pencari kerja tersebut akan menganggur hingga dia bisa memenuhi 
persyaratan minimal dari perusahaan tersebut. 
2. Pengangguran Musiman 
Pengangguran musiman adalah kondisi menganggur karena adanya 
kegiatan ekonomi jangka pendek atau kegiatan ekonomi yang bergantung 
pada kondisi alam yang menyebabkan seseorang tersebut harus 
menganggur. Contoh paling sederhana dari pengangguran musiman 
adalah pengangguran yang terjadi di sektor pertanian akibat adanya 
perubahan musim. Ketika memasuki musim untukl menggarap sawah, 
maka pemilik sawah akan membutuhkan banyak pekerja, namun ketika 
memasuki pasca panen, maka pekerja-pekerja yang menggarap sawah 
tersebut akan menganggur hingga dimasukinya musim tanam baru. 
Pengangguran dengan model seperti ini banyak terjadi pada negara-
negara atau daerah yang masih menggantungkan perekonomian pada 
sektor pertanian tradisional atau menggantungkan perekonomiannya 
pada sektor primer lainnya yang masih mengandalkan pada musim untuk. 
3. Pengangguran Siklikal 
Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang terjadi karena adanya 
siklus ekonomi. Ketika perekonomian dalam kondisi ekspansi atau dalam 
kondisi boom, maka perekonomian tersebut akan membutuhkan banyak 
tenaga kerja untuk menopang perekonomian tetap bisa berjalan dengan 
baik. Namun bila perekonomian berada dalam kondisi resesi atau 
perekonomian mengalami penurunan, maka akan ada tenaga kerja yang 
tidak terpakai dalam perekonomian tersebut dikarenakan berkurangnya 
kegiatan perekonomian secara agregat. Tenaga kerja yang menganggur 
dalam masa resesi inilah yang disebut dengan pengangguran siklikal. 
 Sementara itu, jika dilihat berdasarkan ciri-cirinya, pengangguran bisa 
dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis pengangguran tersebut adalah: 
1. Pengangguran terbuka 
Pengangguran terbuka terjadi karena ketidakseimbangan pertumbuhan 
kesempatan kerja dan pertumbuhan angkatan kerja. Dalam hal ini, 
pertumbuhan angkatan kerja melebihi pertumbuhan kesempatan kerja 
yang ada. Sedangkan Badan Pusat Statistik mendefinisikan 
pengangguran terbuka sebagai penduduk yang telah memasuki angkatan 
kerja namun tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, 
mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan namun belum 
mulai bekerja. 
 
2. Pengangguran tersembunyi  
Pengangguran tersembunyi bisa diartikan sebagai keadaan dimana suatu 
jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlah tenaga 
kerja tersebut melebihi dari jumlah yang diperlukan. 
3. Pengangguran musiman 
Pengangguran musiman diartikan sebagai keadaan menganggur yang 
terjadi pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Sepertu dijelaskan di 
atas, pengangguran musiman biasa terjadi pada sektor primer seperti 
sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan sebagainya.  
4. Setengah menganggur 
Setengah menganggur didefinisikan sebagai keadaan dimana seseorang 
bekerja di bawah jam normal. Untuk kasus negara Indonesia, Badan 
Pusat Statistik menetapkan batasan jam kerja sebesar 35 jam per 
minggu, jadi ketika seseorang bekerja kurang dari 35 jam dalam 
seminggu, orang tersebut dimasukkan ke dalam kategori setengah 
menganggur. 
 Pengangguran seperti yang dijelaskan sebelumnya, adalah penganguran 
yang terjadi di pasar input. Secara ekonomi makro, pengangguran juga 
dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel ekonomi lainnya. Keterkaitan tingkat 
pengangguran dengan variabel-variabel ekonomi lainnya bisa dijelaskan sebagai 
berikut:  
 
2.2 Investasi dan Hubungannya Dengan Kesempatan Kerja 
 Investasi dalam perekonomian didefinisikan sebagai pengeluaran yang 
ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal yang 
ada (Dornbucsh, 1992). Dari definisi yang dikemukakan tersebut, Investasi di sini 
lebih ditekankan pada investasi yang dilakukan pada sektor riel dan bukan 
investasi di sektor keuangan (dalam pemikiran awam). Maka ketika seseorang 
menabung baik itu menabung di bank atau lembaga keuangan lainnya, tidak bisa 
dikatakan melakukan tindakan investasi karena kegiatan ini tidak akan 
menambah faktor-faktor produksi yang ada. Hal ini dikarenakan investasi sektor 
riel akan langsung bersentuhan dan langsung mempunyai pengaruh dengan 
pasar tenaga kerja sedangkan investasi sektor keuangan, akan memerlukan 
rantai dan waktu yang lebih panjang untuk dapat mempengaruhi pasar tenaga 
kerja.  
 Ketersediaan lapangan pekerjaan selain dipengaruhi oleh pertumbuhan 
ekonomi, secara teoritis, dipengaruhi juga oleh tingkat investasi. Investasi di sini 
bisa dari investasi oleh sektor swasta (investasi oleh swasta juga bisa dilakukan 
oleh swasta dalam negeri tersebut dan swasta asing yang menanamkan 
modalnya di satu negara) maupun investasi yang dilakukan oleh pemerintah. 
Investasi yang dilakukan oleh pemerintah akan membawa interaksi pada pasar 
tenaga kerja. Interaksi pasar tenaga kerja terjadi ketika pemerintah (sebagai 
pelaku investasi) menggunakan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja. Dalam hal 
ini, pasar tenaga kerja menyediakan tenaga kerja dan pemerintah merupakan 
pengguna tenaga kerja (Case, 2009). Ketika pemerintah memutuskan akan 
meningkatkan pengeluaran investasinya, maka secara otomatis akan 
meningkatkan pula permintaan sektor pemerintah terhadap tenaga kerja dan 
akhirnya, akan menurunkan tingkat pengangguran yang ada. 
 Sama halnya dengan investasi yang dilakukan oleh sektor pemerintah, 
investasi yang dilakukan oleh sektor swastapun akan menimbulkan efek atau 
dampak yang sama. Investasi sektor swasta (baik itu swasta asing maupun 
swasta dalam negeri) yang dilakukan untuk menambah tingkat produksi akan 
menimbulkan permintaan pada tenaga kerja dan akhirnya akan menurunkan 
tingkat pengangguran yang ada.   
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 Meningkatnya investasi akan mengakibatkan meningkatnya kesempatan 
kerja bagi tenaga kerja yang masih belum mempunyai pekerjaan. Kesempatan 
kerja di sini diartikan sebagai banyaknya orang yang dapat tertampung untuk 
bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi milik pemerintah. 
 
2.3 Tingkat Inflasi dan Pengaruhnya Terhadap Pengangguran 
 Variebel ekonomi selanjutnya yang secara teoritis mampu untuk 
mempengaruhi tingkat pengangguran adalah tingkat inflasi. Inflasi di sini diartikan 
sebagai kenaikan secara umum harga barang-barang dan jasa secara terus 
menerus. Kenaikan harga barang dan jasa tertentu saja dan dalam jangka waktu 
yang pendek belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Keterkaitan atau hubungan 
antara inflasi dan pengangguran dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva 
Phillips. Dengan menggunakan data-data perekonomian di negara Inggris, AW 
Phillips, mencoba menghubungkan antara tingkat pengangguran dengan tingkat 












Sumber: Case, 2009 P: 292 
 Seperti digambarkan dalam grafis di atas, pengangguran dan inflasi 
mempunyai hubungan yang negatif, jadi ketika tingkat inflasi (yang diharapkan) 
berada di tingkat yang rendah maka tingkat pengangguran akan berada pada 
tingkat yang tinggi. Lebih lanjut hubungan antara inflasi dan pengangguran 
dalam kerangka pikir Kurva Philips adalah sebagai berikut: 
1. Rendahnya tingkat pengangguran akan mendorong pada peningkatan 
upah pekerja. 
2. Sebagai respon dari tingkat upah yang lebih tinggi maka pengusaha akan 
meningkatkan harga produknya, untuk menutup biaya produksi yang naik. 
3. Karena harga-harga secara umum naik, maka pekerja akan meminta 
kenaikan upah pada pengusaha. 
4. Kondisi ini terus berlanjut dan menyebabkan terjadinya inflasi dan 
kenaikan upah pekerja. 
 Hubungan yang negatif antara pengangguran dan inflasi juga bisa dilihat 
dari efek cara penanganannya. Ketika suatu negara mengalami inflasi yang 
tinggi, salah satu cara untuk mengatasi tingkat inflasi, instrumen yang digunakan 
adalah dengan kebijakan uang ketat, yaitu dengan menaikkan tingkat suku 
bunga. Akibat lanjutan dari kenaikan tingkat suku bunga adalah penurunan 
investasi yang akan membawa dampak pada naiknya tingkat pengangguran. 
 Mengenai trade off atau hubungan negatif antara inflasi dan tingkat 
pengangguran ini, seperti yang telah disinggung di bagian sebelumnya, terdapat 
perbedaan jika dilihat dari jangka waktu pengaruhnya. Dalam beberapa literatur 
makro ekonomi (Mankiw, 2003 P:357 – 358 dan Case, 2009 P: 290 – 292) 
mengungkapkan bahwa hubungan negatif antara inflasi dan tingkat 
pengangguran terjadi dalam jangka pendek. Namun, dalam penelitiannya di 
Amerika Marika Karanassou dan Hector Sala (2010) menemukan bahwa 
hubungan yang bersifat negatif antara inflasi dan tingkat pengangguran namun 
hubungan tersebut terjadi dalam jangka panjang. Penelitian lainnya yang masih 
berkaitan dengan kurva philips, Dimitrios Pallis (2006) melakukan penelitian 
mengenai inflasi dan tingkat pengangguran di negara-negara anggota uni eropa, 
mengungkapkan bahwa jangka waktu hubungan antara inflasi dan tingkat 
pengangguran akan sangat berbeda antar negara dan hal ini juga dipengaruhi 
oleh tingkat perekonomian negara tersebut. Dari perbedaan termin waktu 
hubungan inflasi dan tingkat pengangguran, hubungan antara tingkat inflasi 
dengan tingkat pengangguran akan bergantung pada masing-masing negara dan 
perekonomian. Namun, kedua penelitian mengenai kurva philips tersebut sama-
sama menunjukkan bahwa inflasi akan berpengaruh secara negatif terhadap 
tingkat pengangguran dan kesimpulan ini sejalan dengan teori yang telah 
dikemukakan sebelumnya. 
 Dalam perjalananya, teori mengenai hubungan antara inflasi dan tingkat 
pengangguran yang lazimnya di interprestasikan dalam kurva phillips mengalami 
perubahan terutama semenjak kejadian stagflasi yang terjadi pada tahun 1970-
an pada negara-negara maju yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak 
bumi. Perkembangan terakhir dari kurva phillips dikembangkan oleh para 
ekonom yang beraliran new keynesian (selanjutnya lebih umum dikenal dengan 
kurva phillips baru). Kurva phillips versi baru ini didasarkan pada analisis 
pembentukan harga nominal yang bersifat tidak kontinyu. Sedangkan perbedaan 
mendasar kurva phillips versi tradisional dengan kurva phillips versi baru terletak 
pada perubahan harga merupakan hasil dari keputusan optimal dari para pelaku 
bisnis dalam pasar persaingan monopolistik, dengan kendala berupa frekuensi 
penyesuaian harga yang tidak ditemukan dalam kurva phillips versi tradisional 
(Solikin, 2004). 
 Lebih lanjut, kurva phillips baru yang dikembangkan oleh ekonom new 
keynesian, juga memiliki perbedaan yang cukup mendasar lainnya jika 
dibandingkan dengan kurva phillips versi tradisional. Apabila dalam kurva philiips 
tradisional arah kurva sudah bisa dipastikan negatif dan bersifat linear, maka 
dalam kurva phillips baru hal ini belum bisa dipastikan. Kurva phillips baru belum 
bisa dipastikan apakah kurva akan bersifat linear, bersifat cembung ataukah 
kurva akan bersifat cekung terhadap titik origin dan bentuk kurva phillips baru 
akan sangat berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya 
(Keith Kuester et al, 2007; Solikin, 2004). 
  
2.4 Pendidikan dan Hubungannya dengan Pengangguran 
 Pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, 
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  
 Tingkat pengangguran dalam beberapa literatur dipengaruhi pula oleh 
variabel tingkat pendidikan secara umum di negara tersebut. Tingkat pendidikan, 
secara umum, memliki hubungan yang  berbanding terbalik atau negatif dengan 
tingkat pengangguran. Ini berarti bahwa dengan tingkat pendidikan yang lebih 
tinggi akan meningkatkan kesempatan atau peluang kerja sehingga pada 
akhirnya, akan menurunkan tingkat pengangguran. Dengan peningkatan 
pendidikan maka akan meningkatkan kemampuan sesorang di dalam pasar 
tenaga kerja. Kondisi ini akan menjadikan sesorang tersebut akan lebih 
mempunyai “nilai” jika dibandingkan dengan tenaga kerja lainnya yang tidak 
memiliki pendidikan.  
 Hubungan antara tingkat pendidikan dan pengangguran juga bisa 
dijelaskan juga dalam teori signaling dan screening (Garrauste, 2010). Secara 
sederhana, teori ini menjelaskan bahwa tingkat pendidikan bisa disamakan 
sebagai “kartu garansi” atau sebagai jaminan oleh seseorang ketika orang 
tersebut akan melamar pekerjaan. Dalam melakukan perekrutan karyawan, 
seorang manajer menghadapi situasi yang dinamakan kondisi informasi yang 
tidak sempurna atau imperfect information. Data yang diperoleh hanyalah 
sebatas surat lamaran dan beberapa berkas yang mendukung, yang umumnya 
adalah data pada waktu pelamar tersebut menyelesaikan pendidikan. Dalam 
kondisi seperti ini, pendidikan kembali dijadikan sebagai penjamin atau garansi 
seseorang untuk bekerja dalam posisi tertentu. Ini karena, pemilik perusahaan 
atau manajer sebenarnya tidak mengetahui kualifikasi calon pekerja tersebut dan 
hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh pelamar kerja tersebut. 
Lebih lanjut, Garauste (2010), memberikan asumsi dasar mengapa tingkat 
pendidikan mampu mempengaruhi tingkat pengangguran. Asumsi dasar yang 
dikemukakan adalah: (1) pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik apabila 
dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, dan (2) tingkat pendidikan, 
daerah asal, dan usia akan mempengaruhi tingkat kompetitif seseorang. 
 Variabel tingkat pendidikan dalam pasar tenaga kerja, tidak hanya 
berpengaruh terhadap peluang kerja tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat 
upah atau gaji yang diterima oleh pekerja. Secara umum, tingkat pendidikan 
mempunyai pengaruh positif atau mempunyai hubungan searah dengan tingkat 
upah. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka akan meningkatkan 
ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan akhirnya akan meningkatkan 
upah pekerja tersebut. Dalam hal ini pendidikan memainkan peranan yang 
penting dalam melakukan seleksi alamiah pembedaan upah yang terjadi akibat 
perbedaan produktivitas kerja.  
 Marco Francesconi, et al (2000), dalam Education and the natural rate of 
unemployment, menekankan bahwa pendidikan dalam mempengaruhi tingkat 
pengangguran bukan hanya pendidikan yang bersifat formal saja. Berbagai jenis 
pelatihan baik yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya yang dimiliki atau pelatihan kerja yang dilakukan oleh balai latihan 
kerja termasuk yang diikuti oleh peserta yang baru lulus dari jenjang pendidikan 
formal juga dalam kerangka pemikiran bahwa pendidikan bisa mempengaruhi 
tingkat pengangguran yang ada.  
 Namun, walaupun telah cukup banyak tulisan yang membahas mengenai 
tingkat pendidikan dan pengangguran, hubungan tentang pendidikan dan 
pengangguran masih merupakan sesuatu hal yang bias (Borjas, 1999). 
Hubungan antara pendidikan dengan tenaga kerja juga tidak bisa dengan jelas 
apakah akan bersifat positif ataukah bersifat negatif, namun secara umum, 
pendidikan akan meningkatkan kemampuan seseorang dan hal ini akan 
menambah peluang kerja bagi orang tersebut untuk memasuki lapangan 
pekerjaan. Hal ini yang menjadi inti utama pengaruh pendidikan dengan tingkat 
pengangguran yang ada. Hal lainnya yang juga menjadi perdebatan dalam 
hubungan antara pendidikan dengan tingkat pengangguran adalah apakah 
pendidikan disini diartikan merupakan murni pendidikan formal yang ditempuh 
melalui jenjang sekolah ataukah memasukkan juga pendidikan dalam arti 
pelatihan kerja atau pelatihan yang diterima oleh seseorang ketika dia akan 
memasuki dunia kerja, yang dalam pemikiran pendidikan dalam teori ini. 
 
2.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja 
 Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai pertambahan pendapatan 
masyarakat yang terjadi di satu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah 
(value added) yang terjadi di suatu wilayah (Case, 2009). Pertumbuhan 
pendapatan itu diukur dalam nilai riel, artinya dinyatakan dalam harga konstan. 
Hal ini juga sekaligus menggambarkan balas jasa bagi faktor–faktor produksi 
yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi) 
yang berarti pula secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran dalam suatu 
wilayah. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai 
tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi 
transfer payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau 
mendapat aliran dana dari wilayah lainnya. 
 Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi 
sebagai pertumbuhan barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan 
dalam selang waktu tertentu. Produksi diukur dalam nilai tambah (value added) 
yang diciptakan oleh sektor – sektor ekonomi yang ada di wilayah yang 
bersangkutan. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, umumnya digunakan 
variabel GDP (Gross domestic Product) sebagai ukuran yang paling lazim. Makin 
tinggi GDP maka makin makmur suatu wilayah dan dikatakan juga perumbuhan 
ekonominya semakin baik.  
 Penghitungan untuk GDP dari sisi permintaan itu sendiri umumnya 
menggunakan pendekatan dari teori Keynes, yaitu bahwa GDP atau pendapatan 
nasional adalah akumlasi dari pengeluaran di sektor konsumsi rumah tangga, 
investasi sektor swasta, pengeluaran oleh pemerintah dan sektor luar negeri 
yang di hitung dari nilai ekspor dikurangi nilai impor. Sedangkan dari sisi 
penawaran, penghitungan formulasi GDP berangkat dari teori produksi dari Cobb 
Douglas. Teori ini menyatakan bahwa nilai output (Y) adalah fungsi daari 
sejumlah modal dan tenaga kerja. Dalam bentuk matematis, umumnya ditulis 
sebagai berikut: Y = F (K, L), dimana Y adalah output, K adalah Kapital atau 
modal, dan L adalah tenaga kerja.  
 Berangkat dari teori produksi yang dikemukakan oleh Cobb Douglas, 
Solow mengemukakan teorinya tentang teori pertumbuhan ekonomi dalam 
jangka panjang. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bahwa dalam jangka 
panjang tingkat tabungan perekonomian menunjukkan ukran persediaan modal 
dan tingkat produksinya. Semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi 
persediaan modal dan semakin tinggi tingkat output. Dalam model Solow, 
kenaikan tingkat tabungan memunculkan periode pertumbuhan yang cepat, 
tetapi akhirnya pertumbuhan itu melamban karena kondisi mapan yang baru saja 
dicapai. Jadi meskipun tingkat tabungan yang tinggi menghasilkan tingkat output 
kondisi mapan yang tinggi, tabungan itu sendiri tidak dapat menghasilkan 
pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Model Solow menunjukkan 
bahwa tingkat pertumbuhan populasi dalam perekonomian adalah determinan 
jangka panjang lain dari standar kehidupan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan 
populasi, semakin rendah tingkat output per pekerja. 
 Teori pertumbuhan endogen modern mencoba untuk menjelaskan  tingkat 
kemajuan teknologi yang di dalam model yang dikembangkan oleh Solow 
dianggap sebagi faktor eksogen. Model ini berusaha untuk menjelaskan 
keputusan–keputusan yang menentukan penciptaan pengetahuan melalui 
penelitian dan pengembangan sehingga secara tidak langsung juga menolak 
teori yang dikemukakan oleh Solow. Dalam teori endogen, unsur kemajuan 
teknologi dimasukkan ke dalam fungsi produksi, sehingga fungsi produksi akan 
berubah menjadi: Y = AF(K, L), dimana A adalah ukuran dari tingkat teknologi 
terbaru yang sering disebut dengan produktivitas faktor total. Di dalam 
persamaan yang baru ini menyatakan bahwa output meningkat tidak hanya 
karena kenaikan dalam modal dan tenaga kerja, melainkan juga karena 
perubahan dalam teknologi. Jika produktivitas faktor total meningkat sebesar 
satu persen, maka output juga akan meningkat sebesar satu persen. Inilah 
persamaan kunci dari perhitungan pertumbuhan. Persamaan ini mengidentifikasi 
dan membuat kita dapat mengukur tiga sumber pertumbuhan: perubahan jumlah 
modal, perubahan jumlah tenaga kerja, dan perubahan produktivitas faktor total.  
 Produktivitas faktor total bisa berubah karena berbagai alasan. 
Perubahan seringkali muncul karena meningkatnya ilmu pengetahuan tentang 
metode produksi. Tetapi faktor–faktor lain seperti pendidikan dan peraturan 
pemerintah mampu untuk mempengaruhi produktivitas faktor total. Misalnya jika 
pengeluaran masyarakat yang lebih tinggi mampu meningkatkan mutu 
pendidikan maka para pekerja akan menjadi lebih produktif dan output akan naik, 
yang menunjukkan produktivitas faktor total yang lebih tinggi. Bisa dikatakan di 
sini bahwa produktivitas faktor total mencakup apapun yang mengubah 
hubungan antara input dan output (Mankiw, 2003). 
 Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran bisa dilihat 
secara teoritis pada “Hukum Okun” atau Okun’s Law. Teori ini dikemukakan oleh 
Arthur Okun, yang menyatakan bahwa akan ada kenaikan sebesar tiga persen 
dalam ketersedian lapangan pekerjaan jika terjadi kenaikan pertumbuhan 
ekonomi riel sebesar satu persen (Case, 2009) atau dengan kata lain akan 
terjadi hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi riel dan tingkat 
pengangguran. Merujuk pada hukum Okun, maka untuk mengurangi tingkat 
pengangguran maka hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat 
pengangguran adalah dengan menaikkan laju pertumbuhan ekonomi riel, karena 
tingkat pengangguran akan berkurang dengan sendirinya. Namun karena hukum 
Okun ini dihasilkan dari pengamatan empiris, maka hasil dalam pengamatan 
hukum Okun ini akan berbeda pada satu negara dengan negara lainnya.  
 Secara matematis, hukum Okun dapat dituliskan sebagai berikut: 
 
(  −  )
 	 =  (  −  )   
Dimana: 
Y = GDP Potensial pada kondisi full employment 
y = GDP aktual  
U = Tingkat pengangguran alamiah 
u = Tingkat pengangguran aktual 
c = Perubahan dalam pengangguran yang diakibatkan perubahan GDP. 
  
2.6 Penelitian Terdahulu 
 Berikut ini akan disampaikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini. 
 Samiha Fawzy (2002) dalam tulisannya “Investment policies and the 
Unemployment Problem in Egypt”, menemukan bahwa kenaikan jumlah 
pengangguran di Mesir sebagai akibat kesalahan dalam kebijakan investasi di 
Mesir. Dalam penelitiannya, Samiha Fawzy juga menemukan bahwa terdapat 
keterkaitan antara investasi yang diukur dari nilai prosentase dalam GDP dengan 
tingkat pengangguran di beberapa negara. Dari data awal, dapat ditarik hipotesa 
awal bahwa terjadi hubungan yang negatif antara tingkat investasi dengan 
tingkat pengangguran, dimana ketika terjadi kenaikan dalam investasi maka akan 
menurunkan tingkat pengangguran yang ada. Namun Samiha Fawzy 
menemukan bahwa walaupun terjadi kenaikan dalam nilai investasi di Mesir, 
tetapi jumlah pengangguran relatif berada di angka yang sama atau tidak 
mengalami perubahan. Dalam penelitiannya, Samiha Fawzy mengambil 
kesimpulan yaitu untuk menurunkan tingkat pengangguran, yaitu dengan 
menciptakan kebijakan yang merangsang pertumbuhan investasi yang 
berkelanjutan dan dengan pemberian insentif pada investasi yang lebih bersifat 
padat karya. 
 Ismail Aktar dan Latif Ozturk (2009) dalam “Can Unemployment be Cured 
by Economic Growth and Foreign Direct Investment in Turkey?”  mempunyai 
kesimpulan yang berbeda. Ismail dan Latif sampai pada kesimpulan bahwa 
investasi langsung luar negeri (foreign direct investment) tidak mempunyai 
pengaruh pada penciptaan lapangan pekerjaan baru. Lebih lanjut Ismail dan Latif 
menyarankan, agar Turki seharusnya lebih memacu ekspor untuk merangsang 
investasi langsung luar negeri. Dalam penelitian ini, variabel ekspor mempunyai 
korelasi positif namun tidak signifikan pada pertumbuhan GDP. Penelitian ini 
sampai pada kesimpulan akhir yaitu pertumbuhan ekonomi tidak memberikan 
pengaruh pada permasalahan pengagguran di Turki dan menyarankan untuk 
meningkatkan kemampuan tenaga kerja sehingga mampu merangsang investasi 
langsung luar negeri. 
 Dalam tulisannya yang berjudul Demographic and Education Effect on 
Unemployment in Europe, Frederico Biagi dan Claudio Lucifora (2007) 
menganalisa dampak perubahan demografi dan pendidikan pada tingkat 
pengangguran di negara-negara eropa. Negara-negara yang diteliti antara lain: 
Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Norwegia, Portugis, Spanyol, Swedia, 
dan Inggris. Penelitian yang dilakukan oleh Frederico dan Claudio menggunakan 
analisa data panel pada negara-negara eropa tersebut. Data yang digunakan 
adalah data dari tahun 1975 hingga tahun 2002. Hal yang melatarbelakangi 
dilakukannya penelitian ini adalah adanya fenomena terjadinya penurunan angka 
kelahiran (baby bust) dan pada waktu yang bersamaan terjadi kenaikan yang 
signifikan terhadap jumlah masyarakat yang berpendidikan (education boom). 
Kenaikan masyarakat berpendidikan ini mencapai lebih dari 20 persen  di 
negara: Norwegia, Swedia, Inggris, Perancis, dan Jerman. Sedangkan negara-
negara seperti: Italia, Portugal, Yunani dan Spanyol terdapat kenaikan sebesar 
15 persen.  
 Dari penelitian dan dengan model yang diberikan, Frederico dan Claudio 
sampai pada kesimpulan bahwa faktor demografis (perubahan di jumlah 
penduduk) memiliki hubungan yang positif dengan tingkat pengangguran di 
negara-negara yang diteliti. Sedangkan tingkat pendidikan memiliki hubungan 
yang negatif dengan tingkat pengangguran. Di sini dapat disimpulkan bahwa jika 
jumlah penduduk mengalami kenaikan, maka tingkat pengangguran akan naik 
dan jika tingkat pendidikan naik, maka angka pengangguran akan mengalami 
penurunan. 
 T Hussain et al (2010), dalam tulisannya A Coherent Relationship 
Between Economic Growth and Unemployment: An Empirical Evidance From 
Pakistan, meneliti tentang tentang adanya hubungan antara pertumbuhan 
ekonomi dengan tingkat pengangguran yang terjadi di Pakistan. Penelitian ini 
didasari fenomena yang terjadi di Pakistan yaitu adanya pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi yang dimulai dari tahun 1960-an hingga tahun 2000-an. Pertumbuhan 
ekonomi tercatat di kisaran 5 persen, bahkan di tahun 2004 pertumbuhan 
ekonomi di Pakistan tercatat di kisaran 9.0 persen per tahun. Namun kondisi 
yang sama juga ditemukan di angka pengangguran Pakistan. Angka 
pengangguran Pakistan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara 
persentase, angka pengangguran di Pakistan berada di sekitar 2persen. 
Penelitian yang dilakukan oleh Hussain menggunakan pendekatan regresi time 
series dengan model Vector Error Correction Model (VECM). Data yang 
digunakan adalah data dari tahun 1972 hingga tahun 2006. Hubungan fungsional 
yang coba untuk dibangun adalah: 
Yt = f (UNt, Kt, Lt, OPt, HCt) ................................................................... (2.1) 
Dimana: 
Y = Pertumbuhan ekonomi, diproksi dari GDP  
UN = Tingkat pengangguran,  
K = Stok kapital atau modal, diproksi dari pembentukan modal kotor 
L = Tenaga Kerja 
OP = Tingkat keterbukaan perdagangan, diproksi dari total ekspor dan impor 
HC = Sumber daya manusia, diproksi dari angka partisipasi murni pendidikan 
     dalam berbagai tingkat pendidikan. 
t = Waktu penelitian. 
 
   Dengan model fungsional seperti di atas dan dengan pendekatan 
VECM, Hussain sampai pada kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah 
variabel utama untuk menurunkan tingkat pengangguran yang terjadi di Pakistan. 
Hussain juga menemukan bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan 
dalam antara variabel-variabel yang diteliti tersebut. Variabel-variabel tersebut 
adalah: pertumbuhan ekonomi, kapital, tenaga kerja, tingkat keterbukaan 
ekonomi, dan sumber daya manusia. Hussain menyarankan untuk dilakukan 
program-program yang lebih bersifat padat karya untuk mengurangi angka 
pengangguran, sementara diperlukan usaha yang lebih keras dan pembenahan 
infrastruktur untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi untuk dapat membantu 
mengurangi tingkat pengangguran.  
 Dalam tulisannya: The US inflation-unemployment trade off revisited: New 
Evidance for policy making, Marika Karasassou dan Hector Sala (2010), meneliti 
tentang hubungan terbalik (trade off), antara inflasi dan pengangguran yang 
terjadi di Amerika Serikat dengan menggunakan alat analisa Structural Vector 
Autoregression (SVAR) dan Generalised methods of moments (GMM). Dalam 
penelitiannya, Marika sampai pada kesimpulan bahwa, antara inflasi dan 
pengangguran terdapat hubungan terbalik dalam jangka panjang dan kurva 
philips dalam studi ini nyaris tidak berbentuk vertikal yang menyiratkan secara 
tidak langsung bahwa perekonomian nominal dan perekonomian riel akan saling 
mempengaruhi.  
 Posisi peneliti dibandingkan dan yang membedakan penelitian ini dengan 
penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah perbedaan pada 
lokasi penelitian dan alat analisa yang digunakan. Penelitian ini mengambil lokasi 
penelitian di Indonesia dengan menggunakan alat analisa diskriptif dan regresi 
panel dengan pendekatan least square dummy variables (LSDV) dengan studi 
kasus pada 33 propinsi di Indonesia dan mengambil rentang waktu penelitian 
dari tahun 2005 hingga tahun 2010. Untuk lebih ringkas, penelitian terdahulu 
yang dirasa dapat membantu dalam penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk 
matrik sebagai berikut: 
Tabel 2.1 
Daftar Penelitian Terdahulu 
No Judul Peneliti Variabel + Metpen Hasil 
1 Investment 
Policies and the 
Unemployment 
Problem in Egypt 
Samiha Fawzy Investasi 
Tingkat penganguran 
Kuantitatif Diskriptif 
Untuk menurunkan tingkat pengangguran, yaitu 
dengan menciptakan kebijakan yang merangsang 
pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dan 
dengan pemberian insentif pada investasi yang 














Investasi langsung luar negeri (foreign direct 
investment) tidak mempunyai pengaruh pada 
penciptaan lapangan pekerjaan baru 
pertumbuhan ekonomi tidak memberikan 
pengaruh pada permasalahan pengagguran di 
Turki dan menyarankan untuk meningkatkan 
kemampuan tenaga kerja sehingga mampu 
merangsang investasi langsung luar negeri. 
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Faktor demografis (perubahan di jumlah 
penduduk) memiliki hubungan yang positif dengan 
tingkat pengangguran di negara-negara yang 
diteliti. Sedangkan tingkat pendidikan memiliki 
hubungan yang negatif dengan tingkat 
pengangguran. 






T Hussain Pertumbuhan ekonomi 
Pengangguran 
Stok kapital (modal) 
Jumlah tenaga kerja 
Tingkat keterbukaan 
(diproksi dengan Ekspor) 
Bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan 
dalam antara variabel-variabel yang diteliti 
tersebut. Variabel-variabel tersebut adalah: 
pertumbuhan ekonomi, kapital, tenaga kerja, 






Vector error correction 
model (VECM) 
5 Education and the 







Regresi time series 
Perubahan tingkat pendidikan pekerja 
mempengaruhi tingkatp pengangguran di 
Amerika. 













Dalam jangka panjang, terdapat hubungan antara 
inflasi dan pengangguran di Amerika Serikat dan 






 Untuk memahami substansi penelitian ini, berikut adalah kerangka 
pemikiran logis yang bertitik tolak dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat 
pengangguran yang ada di masing-masing propinsi – propinsi di Indonesia yang 



















Investasi Inflasi Pendidikan APM 
PT 
SMA 
Tingkat Pengangguran Per Propinsi 
P.E 
PMA + PMDN Laju PDRB 
 Model kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 
dapat dijelaskan sebagai berikut: penelitian ini berangkat dari adanya fenomena 
adanya perbedaan yang besar antara propinsi dengan tingkat pengangguran 
yang tinggi dengan propinsi dengan tingkat pengangguran yang rendah. Adanya 
propinsi yang selama ini dianggap sebagai propinsi “miskin” tetapi justru memiliki 
angka pengangguran yang paling rendah, sementara propinsi dengan tingkat 
pengangguran tertinggi justru adalah propinsi yang sangat dekat dengan pusat 
perekonomian Indonesia.  
 Selain fenomena yang terjadi di Indonesia, penelitian ini juga berdasarkan 
penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di luar negeri yang dirasa cocok 
untuk dilakukan juga di Indonesia. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisa regresi panel dengan dengan pendekatan least square dummy 
variables (LSDV) variabel terikat adalah tingkat pengangguran dan variabel 
bebasnya adalah laju pertumbuhan ekonomi per propinsi, tingkat investasi, 
tingkat inflasi, dan tingkat pendidikan rata – rata yang di proxi dengan angka 
partisipasi murni sekolah setingkat SMA. 
 Digunakan pendekatan Least Square Dummy Variables (LSDV) 
dikarenakan metode ini akan mengahasilkan nilai parameter (β) yang efisien dan 
tidak bersifat bias sehingga akan lebih baik untuk pendugaan. Keunggulan lain 
metode ini adalah metode ini dapat terhindar dari perangkap multikolinearitas 
(multicolinearity trap) (Hun Myoung Park, 2009). Dengan menggunakan 
pendekatan LSDV, diharapkan bisa melihat konstanta dari masing-masing 
individu yang dalam penelitian ini adalah propinsi-propinsi di Indonesia sehingga 





 Dari paparan teori dan penelitian terdahulu yang telah diberikan pada bab 
sebelumnya, maka hipotesa yang diambil dalam penelitian ini adalah:  
1. Tingkat investasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di 
Indonesia.  
2. Tingkat inflasi memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran di 
Indonesia. 
3. Tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran 
di Indonesia. 























4.1 Ruang Lingkup Penelitian 
 Untuk mendukung penelitian yang dilakukan, data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian dengan data sekunder. Data yang dimaksud 
adalah: jumlah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah 
daerah tingkat propinsi, angka partisipasi murni sekolah setingkat SMA dan 
sederajat, laju inflasi yang terjadi di 33 propinsi di Indonesia, laju pertumbuhan 
ekonomi yang diukur dari laju produk domestik regional bruto di 33 propinsi di 
Indonesia dan tingkat pengangguran yang terjadi di masing-masing propinsi. 
Seluruh data merupakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) tahun 2005 hingga 2010 dan Statistik Ekonomi Keuangan 
Indonesia (SEKI) Bank Indonesia serta dari Kementrian Pendidikan Nasional.  
 Untuk melengkapi data sekunder yang ada, digunakan juga studi 
kepustakaan dengan cara mengambil teori – teori umum dari berbagai literatur 
maupun penelitian yang sama dan sebidang sebelumnya, sehingga hasil 
penelitian dapat didukung oleh data yang akurat.  
 
4.2 Model, Teknik Analisa dan Definisi Operasional 
 Data–data yang telah diperoleh akan diolah dengan pendekatan 
kuantitatif. Dalam analisa kuantitatif ini akan ditentukan hipotesa awal yaitu “Laju 
pertumbuhan produk domestik regional bruto, tingkat investasi, pertumbuhan 
ekonomi, dan tingkat pendidikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi angka 
pengangguran di Indonesia” Untuk menguji hipotesa awal ini digunakan model 
regresi linear berganda dengan pendekatan Least Square Dummy Variable 
(LSDV).  
 Spesifikasi pemodelan dan penentuan variabel baik itu variabel 
independent maupun variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini, 
mengacu pada penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya 
dan yang telah diulas di bab 2. Model-model penelitian yang dijadikan acuan 
utama peneliti adalah sebagai berikut: 
 Ismail aktar dan Latif Ozturk (2009), memasukkan variabel pengangguran 
(UR) sebagai dependent variabel, sedangkan investasi langsung luar negeri 
(FDI), ekspor (EX), dan gross domestic product (GDP) sebagai variabel 
independentnya. Secara matematis, hubungan ini dapat dituliskan sebagai 
berikut: 
URt = αt + βtFDI + βtGDP + βtEX + εt  ........................................................... (4.1) 
 Frederico Biagi dan Claudio Lucifora (2007), di dalam penelitiannya 
tentang dampak demografi dan pendidikan pada pengangguran yang terdapat di 
eropa menggunakan model panel data sebagai berikut: 
 ln      =   ln  ℎ     +   ln  ℎ     +        +      +      +    +       ....(4.2) 
dimana: 
ln           = Nilai logaritma dari angka pengangguran 
  ln  ℎ      dan   ln  ℎ       = Nilai logaritma dari demografi dan tingkat  
         pendidikan 
         = Kelompok pekerja berusia muda (dummy) 
         = Kelompok berpendidikan dasar (dummy) 
 
 Marika Karasassou dan Hector Sala (2010), dalam penelitiannya untuk 
meneliti hubungan pengangguran dan tingkat inflasi di Amerika, menggunakan 
variabel pengangguran dan inflasi dengan menggunakan model SVAR. Model 
persamaanya sebagai berikut: 
 0   = 	∑      −   + 	  
 
      .......................................................................... (4.3) 
Dimana:   
 = (  ,  ,  ) dan A adalah matrik koefisien dengan ordo (3,3). 
 Berangkat dari model-model pada penelitian terdahulu yang menjadi 
acuan utama, penelitian ini mencoba untuk membangun permodelan baru untuk 
diteliti dengan menggunakan studi kasus di Indonesia. Adanya variabel-variabel 
yang tidak semuanya masuk ke dalam persamaan model memungkinkan adanya 
intercept yang tidak konstan. Dalam hal pemodelan, penelitian ini lebih 
cenderung menggunakan pemodelan dengan panel data karena dengan 
pemodelan data panel, akan bisa melihat karakteristik dari masing-masing 
individu yang diteliti. Sementara itu, dalam hal pemilihan variabel-variabel 
independent yang akan diteliti, penulis memilih untuk mencoba menggabungkan 
dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Secara matematis, hal ini 
menggambarkan hubungan antara independent variabel dan dependent variabel 
dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 
Yit = α1 + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + α2D2i + ...  +α33D33i + εit .....................(4.4) 
 
Dimana: 
Y  = Angka pengangguran terbuka  
D2 ... D33 = Dummy variabel untuk masing-masing propinsi yang diteliti 
I  = Tingkat Investasi pada masing-masing propinsi 
P  = Angka Partisipasi murni sekolah tingkat SMA dan sederajat 
INF  = Tingkat Inflasi yang terjadi di masing-masing propinsi 
PE  = Laju Pertumbuhan Ekonomi 
ε  = Error Terms 
α1  = Konstanta 
α2 ... α33 = Differential intercept coefficient 
β1 ... β4  = Parameter  
t  = Waktu 
i  = Jumlah propinsi di Indonesia yang diteliti. 
  
 Dikarenakan dalam penelitian ini jumlah propinsi yang diteliti terdapat 33 
maka dummy variable yang digunakan ada 32 dummy variabel untuk 
menghindari dummy variable trap (kondisi perfect collinearity).  D2i akan bernilai 1 
jika observasi milik propinsi Nangroe Aceh Darussalam  dan akan bernilai 0 
untuk propinsi lainnya, demikian seterusnya hingga pada D33i akan bernilai 1 
untuk observasi milik Papua dan 0 untuk propinsi lainnya. Sedangkan observasi 
milik Propinsi Papua Barat dianggap sebagai kategori referensi. α1 adalah 
intersep untuk Papua Barat sedangkan α2 ... α33 adalah differential intercept yang 
menunjukkan seberapa besar intersep dari masing-masing 33 propinsi lainnya 
sebagai pembeda dari intersep yang digunakan oleh Propinsi Papua Barat. 
Karena digunakan dummy variable untuk mengestimasi fixed effect maka model 
yang coba dibangun disebut juga dengan Least Square Dummy Variables 
(LSDV) (Gujarati; 2004) 
 Apabila persamaan regresi dengan model fixed effect itu kita jabarkan 
satu per satu maka akan didapatkan persamaan sebagai berikut: 
i=1; Yit = α1 + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................................ (4.5) 
i=2; Yit = (α1 + α2) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit  ............................... (4.6) 
i=3; Yit = (α1 + α3) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ................................ (4.7) 
i=4; Yit = (α1 + α4) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ................................ (4.8) 
i=5; Yit = (α1 + α5) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ................................ (4.9) 
i=6; Yit = (α1 + α6) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit .............................. (4.10) 
i=7; Yit = (α1 + α7) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit .............................. (4.11) 
i=8; Yit = (α1 + α8) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit .............................. (4.12) 
i=9; Yit = (α1 + α9) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit .............................. (4.13) 
i=10; Yit = (α1 + α10) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.14) 
i=11; Yit = (α1 + α11) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.15) 
i=12; Yit = (α1 + α12) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.16) 
i=13; Yit = (α1 + α13) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.17) 
i=14; Yit = (α1 + α14) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.18) 
i=15; Yit = (α1 + α15) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.19) 
i=16; Yit = (α1 + α16) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.20) 
i=17; Yit = (α1 + α17) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.21) 
i=18; Yit = (α1 + α18) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.22) 
i=19; Yit = (α1 + α19) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.23) 
i=20; Yit = (α1 + α20) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.24) 
i=21; Yit = (α1 + α21) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.25) 
i=22; Yit = (α1 + α22) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.26) 
i=23; Yit = (α1 + α23) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.27) 
i=24; Yit = (α1 + α24) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.28) 
i=25; Yit = (α1 + α25) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.29) 
i=26; Yit = (α1 + α26) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.30) 
i=27; Yit = (α1 + α27) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.31) 
i=28; Yit = (α1 + α28) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.32) 
i=29; Yit = (α1 + α29) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.33) 
i=30; Yit = (α1 + α30) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.34) 
i=31; Yit = (α1 + α31) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.35) 
i=32; Yit = (α1 + α32) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.36) 
i=33; Yit = (α1 + α33) + β1Iit +β2Pit +β3INFit +β4PEit + εit ........................... (4.37) 
 
Keterangan: 
i=1 untuk observasi milik Propinsi Papua Barat 
i=2 untuk observasi milik Propinsi Nangroe Aceh Darussalam 
i=3 untuk observasi milik Propinsi Sumatra Utara 
i=4 untuk observasi milik Propinsi Sumatra Barat 
i=5 untuk observasi milik Propinsi Riau 
i=6 untuk observasi milik Propinsi Kepulauan Riau 
i=7 untuk observasi milik Propinsi Jambi 
i=8 untuk observasi milik Propinsi Sumatra Selatan 
i=9 untuk observasi milik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 
i=10 untuk observasi milik Propinsi Bengkulu 
i=11 untuk observasi milik Propinsi Lampung 
i=12 untuk observasi milik Propinsi DKI Jakarta 
i=13 untuk observasi milik Propinsi Jawa Barat 
i=14 untuk observasi milik Propinsi Banten 
i=15 untuk observasi milik Propinsi Jawa Tengah 
i=16 untuk observasi milik Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 
i=17 untuk observasi milik Propinsi Jawa Timur 
i=18 untuk observasi milik Propinsi Bali 
i=19 untuk observasi milik Propinsi Nusa Tenggara Barat 
i=20 untuk observasi milik Propinsi Nusa Tenggara Timur 
i=21 untuk observasi milik Propinsi Kalimantan Barat 
i=22 untuk observasi milik Propinsi Kalimantan Tengah  
i=23 untuk observasi milik Propinsi Kalimantan Selatan 
i=24 untuk observasi milik Propinsi Kalimantan Timur 
i=25 untuk observasi milik Propinsi Sulawesi Utara 
i=26 untuk observasi milik Propinsi Gorontalo 
i=27 untuk observasi milik Propinsi Sulawesi Tengah 
i=28 untuk observasi milik Propinsi Sulawesi Selatan 
i=29 untuk observasi milik Propinsi Sulawesi Barat 
i=30 untuk observasi milik Propinsi Sulawesi Tenggara 
i=31 untuk observasi milik Propinsi Maluku 
i=32 untuk observasi milik Propinsi Maluku Utara 
i=33 untuk observasi milik Propinsi Papua 
 
 Mengingat pemodelan yang dibangun dalam penelitian ini adalah 
pemodelan data panel dengan pendekatan LSDV, maka dalam penelitian ini 
tidak diperlukan adanya uji untuk memilih model Ordinary Least Square (OLS) 
ataukah Fixed Effect Model (FEM), dan ketika yang dipilih adalah FEM maka 
tidak diperlukan uji Hausman untuk melihat apakah model lebih cocok 
menggunakan fixed effect ataukah menggunakan random effect. Dengan 
menggunakan pendekatan LSDV, model yang dibangun diasumsikan merupakan 
model dalam bentuk fixed effect.  
 Untuk menghindari kerancuan dan untuk menyamakan persepsi, maka 
akan disampaikan batasan operasional untuk masing – masing variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini. Batasan dan definisi operasional itu adalah 
sebagai berikut: 
1. Tingkat pengangguran: angka pengangguran terbuka yang ada di 33 
propinsi di Indonesia yang terjadi pada tahun 2006 hingga tahun 2010. 
Angka dalam bentuk persentase. Tingkat pengangguran dalam penelitian 
ini merupakan variabel dependen atau variabel terikat. 
2. Variabel Dummy: Variabel dummy untuk masing-masing propinsi yang 
diobservasi. Variabel ini bernilai 1 bila berada pada propinsi yang diteliti 
dan bernilai 0 untuk propinsi lainnya. 
3. Tingkat investasi: jumlah investasi pada 33 propinsi di Indonesia, yang 
diproksi dari penjumlahan nilai realisasi penenaman modal dalam negeri 
dan penanaman modal luar negeri langsung pada tahun 2005 hingga 
tahun 2010. 
4. Tingkat Inflasi: tingkat inflasi tahunan yang terjadi di 33 propinsi di 
Indonesia yang terjadi antara tahun 2005 hingga tahun 2010. Data dalam 
bentuk persentase.  
5. Angka partisipasi murni: persentase siswa dengan usia yang berkaitan 
dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. 
Data dalam bentuk persentase.  
6. Pertumbuhan ekonomi: laju produk domestik regional bruto (PDRB) per 
propinsi yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000. Angka 
dalam bentuk persentase 
 Untuk lebih lengkap dan detailnya, mengenai batasan definisi variabel 







Tabel 4.1  
Definisi Operasional Variabel 
 
No Variabel Independent 
dan Variabel 
Dependent 
Definisi dan Pengukuran Sumber Data 
1 2 3 4 
1. Tingkat Pengangguran Bagian dari angkatan kerja (labor 
force) yang tidak bekerja, atau 
mencari pekerjaan. 
Data dalam bentuk persentase.  
Data diproksi dari data 




Data tahun 2005 
hingga tahun 
2010 
2. Investasi Pengeluaran yang ditujukan untuk 
meningkatkan atau 
mempertahankan stok barang 
modal yang ada 
Data dalam satuan Milyar Rupiah. 
Data diproksi dari penjumlahan 
Penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN) dan Penanaman Modal 
Luar Negeri (PMDN) yang terjadi 
di masing-masing propinsi. 
Badan Pusat 
Statistik 








3.  Inflasi Kenaikan harga barang dan jasa 
secara umum dan berlangsung 
secara terus menerus. 
Data dalam bentuk persentase 
Data Diproksi dari tingkat inflasi 
yang terjadi di 66 kota besar di 
Indonesia. Data inflasi yang 
digunakan adalah data inflasi 
ibukota propinsi masing-masing. 
Badan Pusat 
Statistik 









4.  Pendidikan Persentase siswa yang berkaitan 
dengan jenjang pendidikannya 
dengan jumlah  penduduk di usia 
yang sama. 
Data dalam bentuk persentase 
Data diproksi dari Angka 
Partisipasi Murni Pendidikan 
(APM) tingkat SMA, SMK, MA 
dan pendidikan luar sekolah yang 
disetarakan dengan tingkat SMA 
(Kejar Paket C). 
Badan Pusat 
Statistik 







5 Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan produk 
domestik regional bruto. Dihitung 
atas dasar harga konstan tahun 
2000. 









4.3 Uji Statistik 
4.3.1 Uji Hipotesa Serentak 
 Uji hipotesa serentak menggunakan uji F (F – test). Uji ini dilakukan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel – variabel bebas dengan 
variabel tidak bebas secara bersama – sama. Kriteria yang digunakan dalam uji 
F adalah sebagai berikut: 
1. Jika F hitung > F tabel, maka hipotesa nol (H0) ditolak dan hipotesa 
alternatif (Hi) diterima. 
2. Jika F hitung < F tabel, maka hipotesa nol (H0) diterima dan hipotesa 
alternatif (Hi) ditolak. 




  ...............................................................(4.40) 
Dimana: 
R2 = Koefisien determinasi 
N = jumlah sample 
K = jumlah variabel penjelas 
 Bila F hitung < F tabel, maka H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh 
antara variabel independen secara bersama–sama terhadap variabel dependent. 
Sebaliknya jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh variabel 
independen secara bersama–sama terhadap variabel dependent. Uji F dilakukan 
dengan tingkat signifikansi tertentu. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 95 persen. 
 Cara lain yang bisa digunakan untuk uji hipotesa partial ini adalah dengan 
membandingkan probabilitas (nilai f hitung) hasil regresi dengan nilai α atau nilai 
kesalahan sebesar 5 persen. Jika nilai probabilita kurang dari 5 persen maka 
kesimpulan yang diambil adalah menolak H0 dan menerima H1 atau dengan kata 
lain variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel terikat. 
4.3.2 Uji Hipotesa Partial 
 Untuk uji hipotesa partial dalam penelitian ini digunakan uji T (T- Test). T 
test digunakan untuk menguji hubungan regresi secara partial, artinya pengujian 
ini dilakukan untuk melihat apakah suatu independent variabel dapat 
mempengaruhi dependent variabelnya. Kriteria yang dipakai dalam uji t adalah: 
1. Jika t hitung < t tabel, maka hipotesa nol (H0) diterima dan hipotesa 
alternatif (Hi) ditolak. 
2. Jika t hitung > t tabel, maka hipotesa nol (H0) ditolak dan hipotesa 
alternatif (Hi) diterima. 




  ........................................................................... (4.41) 
Dimana: 
     = Koefisien dari independent variabel ke i 
    = Nilai dari hipotesa 
  (   )  = Simpangan baku (standard error) dari independent variabel ke i 
 Bila t hitung < t tabel maka H0 diterima, artinya bahwa suatu independent 
variabel tidak mempunyai pengaruh terhadap dependent variable-nya. 
Sebaliknya bila t hitung > t tabel maka H0 ditolak yang berarti suatu independent 
variable mempunyai pengaruh terhadap dependent variabelnya. T test dilakukan 
dengan tingkat signifikansi tertentu. Tingkat signifikansi yang digunakan pada 
penelitian ini adalah 95 persen. 
 Cara lain yang bisa digunakan untuk uji hipotesa partial ini adalah dengan 
membandingkan probabilitas (nilai t hitung) masing-masing variabel bebas 
dengan nilai α atau nilai kesalahan sebesar 5 persen. Jika nilai probabilita kurang 
dari 5 persen maka kesimpulan yang diambil adalah menolak H0 dan menerima 
H1 atau dengan kata lain variabel bebas yang bersangkutan berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel terikat. 
4.3.3 Uji Koefisien Determinasi 
 Besaran R2 didefinisikan sebagai koefisien determinasi dan merupakan 
besaran yang paling lazim digunakan untuk mengukur kebaikan suai (goodness 
of fit) garis regresi. Secara verbal, R2 mengukur proporsi (bagian) atau 
prosentase total variasi dalam Y (dependent variable) yang mampu dijelaskan 
oleh garis regresi. 
 Dua sifat yang dimiliki oleh R2 adalah : 
1. R2 merupakan besaran non negatif 
2. Batasnya adalah o ≤ R2 ≤ 1. Suatu R2 sebesar 1 berarti suatu kecocokan 
sempurna, sedangkan R2 yang bernilai nol berarti tidak ada hubungan 
sama sekali antara independent variabel dengan dependent variabel. 
Formula penghitungan R2 
R2 = ESS/TSS 






4.4 Uji Parameter 
 Dalam penelitian ini, tidak dilakukan uji asumsi klasik (multikolinearitas, 
heteroskedastisitas dan autokorelasi) mengingat model yang coba dibangun 
dalam tulisan ini adalah model data panel dengan pendekatan Least Square 
Dummy Variable (LSDV). Menurut Nachrowi (Nachrowi, 2006), dalam pemodelan 
dengan data panel tidak diperlukan lagi adanya pengujian asumsi klasik seperti 
yang dilakukan jika melakukan pemodelan dengan data time series atau cross 
section saja karena estimasi parameter baik dengan pendekatan random effect 
atau fixed effect tidak mensyaratkan data untuk memenuhi asumsi-asumsi klasik 
seperti terbebasnya data-data tersebut dari permasalahan mulkiolinearitas, 



























HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 Berikut akan dipaparkan hasil dan pembahasan dari model yang coba 
dikembangkan dalam penelitian ini. Dalam bagian ini, terdapat tiga sub bab 
utama. Pada bagian pertama berisi uraian deskriptif mengenai kondisi umum 
ketenagakerjaan di Indonesia. Bagian kedua akan berisi hasil dan interprestasi 
hasil dari model dan hasil uji statistik yang diperlukan dalam penelitian ini. 
Sedangkan bagian ketiga akan membahas mengenai hasil yang didapatkan dari 
bagian sebelumnya yaitu membahas mengenai variabel-variabel inti yang 
diajukan dalam penelitian ini. Selain melihat bagaimana pengaruh pengangguran 
dari variabel-variabel yang ditawarkan, penelitian ini juga mencoba untuk melihat 
lebih jauh bagaimana karakteristik masing-masing propinsi di Indonesia dalam 
kaitannya dengan ekonomi ketenagakerjaan.  
 
5.1 Gambaran Umum Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia 
 Seperti telah disinggung dalam bagian pertama tulisan ini, masalah 
pengangguran di Indonesia merupakan suatu masalah krusial yang memang 
mau tidak mau harus dihadapi. Tingginya laju pertambahan penduduk dan 
semakin sempitnya lapangan pekerjaan baru membuat tingkat pengangguran di 
Indonesia selalu dalam angka yang tinggi. Kondisi ini tercermin dari data BPS 
yang menyebutkan bahwa usia dari penganggur di Indonesia yang masih dalam 
kisaran usia yang muda. Ledakan penduduk ini di satu sisi memang akan 
menguntungkan perekonomian, karena penduduk adalah aset yang bisa 
menggerakkan perekonomian namun jika jumlahnya tidak dapat dikendalikan, 
maka akan menjadi bumerang bagi perekonomian itu sendiri. Selama tingginya 
laju pertumbuhan penduduk tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, maka akan 
selalu terjadi kelebihan pada sisi penawaran tenaga kerja yang akan 
menyebabkan tingkat pengangguran di Indonesia berada pada angka yang 
tinggi. 
 Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia sendiri sebenarnya tidak 
bisa dipisahkan dari kondisi perekonomian baik kondisi perekonomian nasional 
maupun perekonomian global. Ketika perekonomian global dalam kondisi yang 
stabil atau sedang tidak dalam kondisi krisis, maka akan berimbas pada kondisi 
perekonomian nasional. Ketika kondisi perekonomian baik itu perekonomian 
global maupun perekonomian nasional yang cukup kondusif maka akan 
merangsang datangnya investasi-investasi baru yang akhirnya diharapkan akan 
menciptakan lapangan kerja baru baik itu lapangan pekerjaan yang bersifat 
formal maupun yang bersifat informal. Sebaliknya, apabila kondisi perekonomian 
memburuk maka bisa dipastikan akan terjadi banyak terjadi pemutusan 
hubungan kerja (PHK) karena perusahaan terpaksa untuk mengurangi atau 
bahkan menghentikan produksinya. Pemutusan hubungan kerja pada prakteknya 
tidak selalu karena adanya penurunan pada produksi namun juga karena alasan-
alasan lainnya, seperti; keamanan yang kurang kondusif, peraturan pemerintah 
yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor dan impor serta 
masih banyak hal lain yang merupakan penyebab terjadinya pemutusan 
hubungan kerja selain karena masalah perekonomian. 
 Pengangguran di Indonesia selain berkaitan erat dengan tetap tingginya 
laju pertumbuhan penduduk juga terkait dengan masalah urbanisasi yang masih 
saja terjadi. Sama halnya dengan ledakan populasi penduduk yang biasanya 
terjadi pada negara-negara yang masih berkembang. Urbanisasi penduduk 
umumnya terjadi karena perbedaan upah antara sektor industri yang umumnya 
terdapat di perkotaan dengan tingkat upah di sektor pertanian. Apabila kondisi ini 
berlangsung terus, maka bisa dipastikan sektor pertanian di pedesaan akan 
kekurangan tenaga kerja akan akan menghambat sektor industri yang 
menggunakan sektor pertanian sebagai barang input untuk proses produksinya.  
 Permasalahan pengangguran juga terkait dengan permasalahan terkait 
dengan permasalahan migrasi atau tingkat perpindahan penduduk. Jika dalam 
bagian awal tulisan ini sempat disinggung bahwa propinsi-propinsi dengan 
kinerja perekonomian yang baik justru memiliki tingkat pengangguran yang tinggi 
maka akan coba dihubungkan dengan data migrasi yang tersedia. Dari data yang 
tersedia di BPS, disebutkan bahwa terdapat tiga propinsi yang memiliki tingkat 
migrasi netto positif (artinya lebih banyak orang yang memasuki propinsi tersebut 
dibandingkan dengan orang yang keluar dari propinsi tersebut) terbesar adalah 
propinsi Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Propinsi di luar pulau jawa yang 
memiliki tingkat migrasi netto positif adalah propinsi Riau, Lampung, Bali dan 
semua propinsi di pulau Kalimantan. Sedangkan propinsi yang memiliki migrasi 
netto yang bernilai negatif terbesar adalah propinsi Jawa Tengah dan Jawa 
Timur. Sekilas bisa dikatakan bahwa kedua propinsi inilah yang menjadi 
penyumbang terbesar pertambahan penduduk yang diakibatkan tingginya arus 
migrasi di Indonesia.  
 Umumnya, propinsi-propinsi yang menjadi sasaran migrasi tersebut 
adalah propinsi-propinsi yang memiliki karakteristik ekonomi yang kuat dalam 
satu atau lebih sektor perekonomian tertentu sehingga mampu menjadi faktor 
pendorong datangnya para migran tersebut. Misalnya propinsi Jakarta, Banten, 
Jawa Barat dan propinsi Riau adalah propinsi-propinsi yang sangat kuat 
dominasinya perekonomiannya pada sektor industri dan atau sektor jasa. 
Propinsi Bali, yang memiliki kekuatan di perekonomian pariwisatanya dan pulau 
Kalimantan yang memiliki pertambangan yang mampu menyangga kinerja 
perekonomiannya.  Pada propinsi-propinsi inilah pada umumnya para migran 
mencoba untuk mencari pekerjaan. 
 Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan adanya migrasi. Kondisi ini 
adalah hal yang umum terjadi. Hal yang menjadikan masalah adalah jika para 
migran tersebut datang pada satu wilayah dimana tingkat ketrampilan, 
pendidikan dan kemampuan dalam bekerja berada di bawah rata-rata 
ketrampilan, pendidikan dan kemampuan penduduk asli di wilayah tersebut. 
Ketika hal ini terjadi, maka para migran tersebut pasti akan menjadi 
pengangguran di wilayah tersebut karena para migran tersebut tidak mampu 
untuk bersaing dengan penduduk lokal. Kondisi inilah yang terjadi pada propinsi-
propinsi yang memiliki migrasi netto yang bernilai positif.  
 Mengacu pada landasan konstitusi negara, permasalahan pengangguran 
adalah kewenangan dan menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Hal 
ini bisa dilihat pada amanat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: 
“... untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 
bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa...”  
 
Sedangkan dalam pasal 27 ayat (2) menyatakan: 
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan” 
 
Selanjutnya dalam pasal 28 D ayat (2) menegaskan bahwa: 
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 
adil dan layak dalam hubungan kerja” 
   
 Bunyi pembukaan UUD 1945 dan kedua pasal dalam UUD 1945 di atas 
menegaskan bahwa kendali utama dalam menangani masalah pengangguran di 
Indonesia berada di tangan pemeritah. Menilik dari apa yang telah dilakukan oleh 
pemerintah, tampaknya pemerintah masih harus bekerja lebih keras dan serius 
untuk menanggulangi masalah pengangguran ini. Dari berbagai macam hal yang 
telah dilakukan oleh pemerintah seperti; perluasan lapangan kerja dengan 
membuka proyek-proyek pemerintah yang bersifat padat karya dengan harapan 
untuk menyerap banyak tenaga kerja, mempermudah perijinan untuk investasi 
dengan harapan dapat merangsang untuk masuknya investasi baru dan akhirnya 
mampu menyerap tenaga kerja baru hingga mengurangi pengangguran yang 
lebih bersifat instan seperti pengiriman tenaga kerja indonesia ke luar negeri baik 
itu tenaga kerja terlatih maupun tenaga kerja tidak terlatih. Namun walaupun 
semua hal itu sudah dilakukan, akan tetapi angka pengangguran di Indonesia 
masih cukup tinggi.    
 Pada awal pembahasan disebutkan bahwa salah satu hal yang 
menyebabkan tingkat pengangguran stabil pada angka yang tinggi adalah laju 
pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ledakan jumlah penduduk yang tinggi 
umumnya selalu terkait dengan berbagai macam hal, misalnya; tingkat kematian 
dan kelahiran pada penduduk, serta pola migrasi penduduk. Bagi negara-negara 
sedang berkembang seperti Indonesia, ledakan populasi penduduk lebih 
disebabkan karena tingginya angka kelahiran dan semakin menurunnya angka 
kematian yang disebabkan oleh kemajuan dalam bidang ekonomi dan 
kesehatan. Melihat hal ini, maka penanggulangan permasalahan ledakan 
penduduk dapat diatasi dengan menurunkan angka kelahiran dan mencegah 
penurunan angka kematian, namun pilihan yang kedua jelas tidak mungkin untuk 
dilakukan karena bertentangan dengan hati nurani manusia yang umumnya ingin 
hidup lebih lama di dunia ini. Maka, pilihan yang masuk akal dan bisa 
dilaksanakan untuk menanggulangi ledakan penduduk adalah dengan 
menurunkan tingkat kelahiran penduduk. Indonesia sendiri telah melaksanakan 
program Keluarga Berencana (KB) untuk mengatasi permasalahan ledakan 
penduduk. Walaupun program ini telah dilaksanakan sejak lama dan sempat 
menjadi program andalan pada era pemerintahan orde baru, bukan berarti 
pelaksanaan program ini berjalan lancar dan tanpa kendala. Keterbelakangan 
dan ketidakmerataan tingkat pendidikan di Indonesia dan masih adanya warga 
yang buta huruf serta masih adanya hambatan dari organisasi-organisasi yang 
bersifat lokal tradisional menjadikan program ini tidak berjalan dengan baik. 
Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan terutama kemajuan di bidang 
kesehatan akhir-akhir ini memang menghasilkan metode-metode terbaru dalam 
bidang kontrasepsi. Tugas bagi pemerintah adalah mendorong penduduknya 
untuk mau menggunakan alat kontrasepsi tersebut guna mengendalikan tingkat 
kelahiran dan hal ini bukanlah tugas yang berat bagi pemerintah karena 
pemerintahan di jaman orde baru juga telah terbukti berhasil melakukan hal ini. 
Hal yang dirasakan masih sulit adalah meyakinkan penduduk dari semua 
golongan untuk mengikuti program pengendalian kelahiran ini. 
 Hal yang perlu untuk dicatat apabila ingin mengurangi pengangguran 
dengan pengendalian tingkat kelahiran penduduk bukanlah cara yang langsung 
dapat terlihat hasilnya. Butuh waktu yang tidak sedikit untuk bisa terlihat hasilnya. 
Tetapi hasil yang didapatkan juga akan bersifat lebih baik apabila dibandingkan 
dengan penegendalian pengangguran yang bersifat hanya sesaat atau bersifat 
instan saja.  
 Penelitian ini akan mencoba untuk melihat tingkat pengangguran di 
Indonesia melalui variabel-variabel yang ditawarkan. Variabel-variabel yang 
diteliti dalam tulisan ini adalah investasi, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan 
inflasi. Penelitian menggunakan pendekatan LSDV untuk bisa melihat karakter 




5.2 Hasil dan Intrepretasi Hasil 
 Untuk memulai sub bab mengenai hasil dan pembahasan, berikut akan 
disajikan hasil komputasi eviews 7 untuk persamaan 4.4 dan dapat dilihat dalam 
tabel berikut ini.  
Tabel 5.1: 
Hasil Estimasi Persamaan 4.4 
Var. T  
Statistik 
Koefisien Prob. Var. T  
Statistik 
Koefisien Prob. 
D2 2.993322 3.954479 0.0032* D21 -1.353327 -1.539945 0.1778 
D3 2.926387 3.398579 0.0039* D22 -2.390220 -2.700297 0.0180** 
D4 2.810315 3.310776 0.0056* D23 -1.131578 -1.279892 0.2595 
D5 2.707307 3.056015 0.0075* D24 4.166412 4.779787 0.0001* 
D6 1.252489 1.477536 0.2122 D25 4.466384 5.172435 0.0000* 
D7 -0.746261 -0.837715 0.4566 D26 -0.769611 -0.865078 0.4427 
D8 -0.259876 -0.294681 0.7953 D27 0.675006 0.761152 0.5006 
D9 -1.161244 -1.330229 0.2473 D28 1.426593 1.620811 0.1556 
D10 -0.876992 -1.020221 0.3818 D29 -2.041141 -2.290454 0.0429** 
D11 0.663540 0.751413 0.5079 D30 -1.263817 -1.441945 0.2081 
D12 6.089306 7.364921 0.0000* D31 4.790701 5.718441 0.0000* 
D13 4.826293 5.679769 0.0000* D32 0.088070 0.100759 0.9299 
D14 4.779137 5.308272 0.0000* D33 -1.316028 -1.465787 0.1900 
D15 -0.555465 -0.629312 0.5793 INV -1.620500 -0.000107 0.0971*** 
D16 0.847726 1.014948 0.3978 INF 2.230038 0.053337 0.0271** 
D17 2.424296 2.711508 0.0164** P -4.643542 -0.095198 0.0000* 
D18 -1.854850 -2.195304 0.0654*** PE 0.539147 0.028378 0.5905 
D19 -0.221764 -0.253500 0.8248 
 D20 -3.888416 -4.475544 0.0001* 
R Squared 0.683676 
Adj. R Squared 0.612945 
F Statistic 9.665878 
Prob (F Statistic) 0.000000 
 
* Signifikan pada α = 1 persen 
** Signifikan pada α = 5 persen 
*** Signifikan pada α = 10 persen 
 
 Setelah mendapatkan hasil regresi seperti ditunjukkan tabel di atas, 
langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi hasil yang dimulai dengan 
melakukan uji statistik berupa; uji hipotesa serentak (F-test), uji hipotesa partial 
(T- test) dan uji koefisien determinasi (uji R squared). Hasil dari masing-masing 
uji statistik adalah sebagai berikut; 
 
5.2.1 Hasil Uji Hipotesa Serentak 
 Uji hipotesa serentak dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel 
bebas yang ditawarkan dalam penelitian ini mampu untuk mempengaruhi secara 
bersama-sama variabel terikatnya atau tidak. Dalam penelitian ini, variabel 
bebasnya adalah Investasi, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta 
32 variabel dummy. Uji hipotesa serentak dapat dilakukan dengan menggunakan 
uji F yaitu dengan membandingkan nilai F tabel dengan nilai F hitung yang 
didapat dari hasil komputasi komputer atau dengan melihat probabilitas pada F 
statistiknya. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probababilitas 
F statistik kurang dari nilai α (5 persen) maka dapat dikatakan bahwa ada 
pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen. Nilai F Hitung dari persamaan 4.4 adalah sebesar 9.665878 
sedangkan nilai F tabel adalah 2,37 yang berarti nilai F hitung lebih tinggi dari F 
tabel variabel sehingga bisa dikatakan bahwa semua variabel independen secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel  dependen. Dari tabel 
5.1 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas F statistik adalah 0.0000 yang berarti di 
bawah nilai α yaitu 0.05 atau dengan kata lain, variabel-variabel; investasi, 
pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta ke 32 variabel dummy secara 
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu 
tingkat pengangguran.  
 
5.2.2 Hasil Uji Hipotesa partial 
 Untuk melihat apakah suatu variabel independen mempengaruhi variabel 
dependent secara individual, dapat dilakukan uji hipotesa partial. Uji hipotesa 
partial dilakukan dengan uji T yaitu dengan membandingkan nili t hitung dengan 
nilai t tabel atau dengan melihat probabilitas t statistik pada masing-masing 
variabel independennya. Apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau nilai 
probabilitas t statistiknya lebih kecil daripada nilai α maka variabel independen 
tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. Dari 
variabel-variabel independen yang diajukan dalam penelitian ini, terdapat 
beberapa variabel yang signifikan secara statistik dan ada pula variabel yang 
tidak signifikan secara statistik.  
 Variabel-variabel independen yang signifikan secara statistik adalah: 
investasi (signifikan di α = 10 persen dengan arah koefisien negatif), pendidikan 
(signifikan di α = 1 persen, dengan arah koefisien negatif), inflasi (signifikan di 
α=5 persen, dengan arah koefisien positif), dummy 2 atau untuk propinsi NAD 
(signifikan di α = 1 persen, dengan koefisien positif), dummy 3 atau untuk 
propinsi  Sumatra Utara (signifikan di α = 1 persen, dengan koefisien positif), 
dummy 4 atau untuk propinsi Sumatra Barat (signifikan di α = 1 persen, dengan 
koefisien positif), dummy 5 atau untuk propinsi Riau (signifikan di α = 1 persen, 
dengan koefisien positif), dummy 12 atau untuk propinsi Jakarta (signifikan di 
α=1 persen, dengan koefisien positif), dummy 13 atau untuk propinsi Jawa Barat 
(signifikan di α = 1 persen, dengan koefisien positif), dummy 14 atau untuk 
propinsi Banten (signifikan di α = 1 persen dengan koefisien positif), dummy 17 
atau untuk propinsi Jawa Timur (signifikan di α = 5 persen dengan koefisien 
positif), dummy 18 atau untuk propinsi Bali (signifikan di α = 10 persen dengan 
koefisien negatif), dummy 20 atau untuk propinsi Nusa Tenggara Timur 
(signifikan di α = 1 persen dengan koefisien negatif), dummy 22 atau untuk 
propinsi Kalimantan Tenggah (signifikan di α = 5 persen dengan koefisien 
negatif), dummy 24 atau untuk propinsi Kalimantan Timur (signifikan di α = 1 
persen dengan koefisien positif), dummy 25 atau untuk propinsi Sulawesi Utara 
(signifikan di α = 1 persen dengan koefisien positif), dummy 29 atau untuk 
propinsi Sulawesi Barat (signifikan di α = 5 persen dengan koefisien negatif), dan 
dummy 31 atau untuk propinsi Maluku (signifikan di α = 1 persen dengan 
koefisien positif). Sedangkan untuk variabel-variabel yang tidak disebutkan di 
atas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. Hasil 
yang sama akan didapat bila menggunakan pedoman t hitung untuk mengetahui 
signifikansi dari masinh-masing variabel bebas tersebut. Variabel-variabel yang 
disebutkan di atas umumnya mempunyai t hitung di atas nilai t tabel (untuk α = 1 
persen, t hitung sebesar 1.282, untuk α = 5 persen, t hitung senilai 2.960 dan 
untuk α = 10 persen, t hitung akan bernilai 2.325).  
 Mengingat dalam pemodelan yang dibangun menggunakan unsur 
variabel dummy, maka berikut akan disampaikan lebih lajut mengenai intrepretasi 
pada variabel dummy yang dalam penelitian ini adalah reprenstasi dari propinsi-
propisni di Indonesia. Variabel dummy yang dinyatakan signifikan secara statistik 
adalah untuk propinsi; Nangroe Aceh Darusallam, Sumatra Utara, Sumatra 
Barat, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara 
Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, 
Maluku dan propinsi yang menjadi base score untuk penelitian ini adalah Papua 
Barat. Untuk propinsi-propinsi yang signifikan secara statistik, dapat diartikan 
bahwa terdapat perbedaan antar propinsi-propinsi tersebut dengan propinsi yang 
dijadikan patokan nilai dalam penelitian ini. Jadi bisa diartikan bahwa pembedaan 
berdasarkan propinsi akan membawa pengaruh terhadap tingkat pengangguran 
pada masing-masing propinsi. Masing-masing propinsi yang signifikan tersebut 
mempunyai efek atau dampak yang berbeda pada tingkat pengangguran apabila 
terjadi perubahan pada variabel; invetasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan 
tingkat pendidikan dengan propinsi yang menjadi acuan dalam penelitian ini, 
yaitu Papua Barat. Sedangkan untuk propinsi-propinsi yang tidak signifikan 
dalam penelitian ini, maka propinsi-propinsi tersebut tidak mempunyai perbedaan 
dampak atau efek pada variabel tingkat pengangguran ketika terjadi perubahan 
pada variabel; investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan. 
 Pembahasan lebih detail mengenai variabel dummy dan profil singkat 
perekonomian dari masing-masing propinsi ini dapat dilihat pada sub bab 
pembahasan variabel dummy. 
5.2.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 Uji koefisien yang paling umum dan lazim digunakan adalah dengan 
menggunakan besaran R2. Dari tabel 5.1 dapat diketahui bahwa besaran R2 
adalah sebesar 61 persen. Secara verbal ini dapat diartikan bahwa 61 persen 
variasi tingkat pengangguran dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen 
yang dimasukkan dalam penelitian ini atau dengan kata lain, variabel-variabel  
investasi, pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi beserta ke 32 variabel 
dummy mampu menjelaskan sebesar 61 persen variasi tingkat pengangguran 
terbuka di Indonesia. Sementara sisanya, 39 persen variasi tingkat 
pengangguran di Indonesia dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model. 
 Melihat hasil di atas bahwa masih adanya variabel yang berlawanan arah 
dengan teori yang diajukan, maka penulis mencoba untuk memodifikasi 
persamaan 4.4 dengan menambahkan variabel baru. Variabel yang dimaksud 
adalah variabel inflasi. Dalam tabel 5.1 dapat dilihat bahwa variabel inflasi 
signifikan di α = 5 persen dengan arah koefisien positif sedangkan dalam teori 
yang diajukan hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran adalah negatif. 
Variabel baru yang akan dimasukkan dalam persamaan 4.4 adalah nilai kuadrat 
dari inflasi. Langkah ini dilakukan juga untuk melihat apakah hubungan antara 
hubungan antara inflasi dengan pengangguran bersifat linear atau non linear 
(Hwang, 1995). Apabila dalam pemodelan baru diketemukan bahwa variabel nilai 
kuadrat signifikan dan variabel yang tidak dikuadratkan tidak signifikan maka 
hubungan antara dua variabel tersebut bersifat tidak linear. Hasil estimasi 
persamaan 4.4 yang dimodifikasi dengan memasukkan variabel baru, dapat 
dilihat dalam tabel berikut: 
Tabel 5.2: 
Hasil Estimasi Modifikasi Persamaan 4.4 
 
Variabel T Statistik Koefisien Probabilitas 
Investasi -1.400560 -9.17 E- 05 0.1633 
Pendidikan -4.446684 -0.090099 0.0000* 
Pertumbuhan ekonomi 1.117476 0.059437 0.2655 
Inflasi -1.370614 -0.077673 0.1724 
Inflasi kuadrat 2.541027 0.005484 0.0120* 
R Squared 0.695946 
Adjusted R Squared 0.625634 
F Statistic 9.897901 
Prob (F Statistic) 0.000000 
 
*Signifikan di α = 1 persen 
 Dari tabel 5.2 di atas dapat dilihat bahwa variabel baru yang dimasukkan, 
yaitu variabel nilai kuadrat dari inflasi ternyata signifikan secara statistik dan 
mempunyai tanda hubungan dengan variabel dependen positif, sedangkan 
variabel inflasi menjadi tidak signifikan, namun tanda hubungan dengan variabel 
dependen menjadi negatif atau sesuai teori yang dikemukakan di awal. Kondisi 
ini mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel dependen (tingkat 
pengangguran terbuka) dengan variabel inflasi merupakan hubungan yang 
bersifat non linear. Karena hubungan kedua variabel ini bersifat non linear, maka 
dalam satu waktu tertentu arah hubungan kedua variabel ini bisa berbelok arah. 
Berbelok arah maksudnya adalah, pada satu waktu tertentu hubungan antara 
kedua variabel ini bersifat positif, namun di satu titik waktu tertentu hubungan 
antara kedua variabel ini berbalik areh sehingga hubungan antara keduanya 
menjadi negatif ataupun pola sebaliknya, pada awalnya bersifat negatif dan 
berubah menjadi bersifat positif. 
 
5.3 Pembahasan 
 Untuk lebih memudahkan pembahasan, sub bab ini akan dibagi menjadi 
dua bagian. Bagian pertama akan membahas variabel-varibel bebas yang 
ditawarkan dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut adalah; investasi, 
inflasi, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Bagian dua dalam sub bab 
pembahasan akan berisi pembahasan mengenai variabel dummy yang 
digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel dummy tersebut mencerminkan 
propinsi-propinsi yang diteliti dalam tulisan ini 
 5.3.1 Pembahasan Variabel Bebas 
  Bagian pertama dari sub bab ini adalah pembahasan mengenai variabel-
variabel bebas. Dari keempat variabel bebas yang diajukan penulis dalam 
penelitian ini, terdapat tiga variabel yang signifikan secara statistik dan satu 
variabel yang tidak signifikan secara statistik. Berikut akan disajikan ulasan 
masing-masing variabel. 
1. Investasi 
Variabel investasi signifikan secara statistik pada tingkat α sebesar 10 persen. 
Nilai koefisien yang dihasilkan adalah negatif 0.000107. Ini berarti bahwa 
ketika terjadi kenaikan sebesar 1 unit (dalam penelitian ini berarti 1 unit berarti 
sama dengan 1 milyar rupiah) di variabel investasi maka akan membawa 
penurunan pada variabel tingkat pengangguran sebesar sebesar 0.000107 
unit dengan asumsi bahwa semua variabel dalam kondisi konstan atau dalam 
istilah perekonomian biasa disebut dalam kondisi ceteris paribus. 
Walaupun secara statistik investasi memang signifikan, namun bila dilihat dari 
hasil yang “tipis” atau berada di ambang tidak signifikan dan nilai koefisien 
yang dihasilkan juga sangat kecil maka dapat dikatakan bahwa pengaruh 
investasi pada tingkat pengangguran bisa dikatakan hampir tidak ada atau 
sangat kecil sekali.  
Secara umum, investasi yang mempunyai hubungan terbalik dengan 
pengangguran sesuai dengan teori yang dikemukakan sebelumnya. Dalam 
banyak tulisan sebelumnya telah dikemukakan bahwa antara investasi dan 
pengangguran memang berbanding terbalik. Hal ini mengindikasikan bahwa 
untuk mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah bisa menggunakan 
instrumen investasi. Pemerintah bisa mengundang investor untuk 
menanamkan modalnya di Indonesia untuk kemudian membuka lapangan 
pekerjaan baru. Dengan menambah investasi baru, diharapkan mampu untuk 
membuka lapangan pekerjaan baru dan pada akhirnya dapat mengurangi 
tingkat pengangguran yang ada. Investasi bisa berupa investasi dalam negeri 
atau investasi dari luar negeri. 
Apabila melihat relisasi investasi di Indonesia pada tiga tahun terakhir, maka 
sektor yang paling banyak menyumbangkan realisasi investasi adalah sektor 
transportasi, pergudangan, dan perhubungan. Sektor perindustrian adalah 
sektor kedua terbesar investasinya di Indonesia walaupun jika dilihat dalam 
tiga tahun terakhir, investasi pada sektor industri terus menerus mengalami 
penurunan secara nilai investasinya, dan yang terakhir adalah sektor 
perdagangan hotel dan restoran yang nilainya terus mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. Secara umum, dapat dikatakan bahwa nilai investasi bila 
dilihat per sektor ekonomi di Indonesia dalam tiga tahun terakhir banyak 
terkonsentrasi pada tiga sektor tersebut. Sedangkan sektor-sektor ekonomi 
lainnya relatif tidak mempunyai nilai yang tinggi dalam realisasi investasinya. 
Untuk lebih lengkapnya, mengenai realisasi investasi menurut sektor ekonomi 





Realisasi Investasi Menurut Sektor Ekonomi (Milyar Rupiah), 2008 - 2010 
No Sektor Ekonomi Tahun 
2008 2009 2010 
1 Pertanian 289,5 154,3 158,5 
2 Pertambangan dan 
Penggalian 
309,6 181,4 304,5 
3 Perindustrian 4697,0 4515,2 3831,1 
4 Listrik, gas dan air 119,3 26,9 349,2 
5 Konstruksi 448,5 426,7 518,3 
6 Perdagangan, Restoran 
dan Hotel 
619,3 739,1 1012,5 
7 Transportasi, Pergudangan 
dan perhubungan 
3305,2 8529,9 4170,4 
8 Lembaga keuangan, 
asuransi, real estate, dan 
jasa perusahaan 
64,5 174,9 309,5 
9 Jasa masyarakat, sosial 
dan perorangan 
488,6 123,1 161,2 
 
Sumber: BPS, Diolah 
 
Hasil temuan dalam penelitian ini sama dengan yang dipaparkan oleh Fawzy 
(2002) yang meneliti mengenai pengaruh investasi terhadap pengangguran. 
Dengan mengambil studi kasus di Mesir, Fawzy juga sampai pada kesimpulan 
yang sama, yaitu untuk mengurangi tingkat pengangguran, salah satu cara 
yang disarankan adalah dengan menambah nilai investasi. Sama seperti di 
Indonesia, tingkat investasi dan pengangguran memiliki hubungan yang 
terbalik. 
2. Pendidikan 
Apabila melihat dari hasil statistik yang ditampilkan dalam tabel 5.1 di atas, 
variabel pendidikan merupakan variabel yang paling signifikan jika bandingkan 
dengan variabel-variabel lainnya yang diteliti. Pendidikan mempunyai nilai 
probabilitas sebesar 0.0000. Koefisien variabel ini tercatat di angka negatif 
0.090099. Ini diartikan bahwa ketika terjadi kenaikan di angka partisipasi 
murni pendidikan setingkat SMA dan sederajat sebesar satu persen maka 
akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0.09099 persen dengan 
asumsi bahwa semua variabel lainnya bersifat konstan atau dalam kondisi 
ceteris paribus. Hasil yang didapat dalam penelitian ini, sama dengan yang 
diungkapkan oleh Biagi (2007) yang mengungkapkan bahwa terdapat 
hubungan negatif antara pendidikan dan pengangguran.  
Pada bagian awal tulisan ini sempat disinggung bahwa hubungan antara 
tingkat pendidikan dan pengangguran masih dalam perdebatan. Dalam 
banyak penelitian yang dilakukan sebelumnya dan dalam kajian literatur, 
hubungan antara pendidikan dan pengangguran memang cenderung untuk 
bias atau tidak memberikan kepastian. Peneliti masih memperdebatkan 
apakah pendidikan mempunyai pengaruh yang postif ataukah yang negatif 
terhadap pengangguran bahkan pendidikan memang tidak mempunyai 
pengaruh sama sekali terhadap permasalahan ketenagakerjaan. Selain itu, 
pengertian mengenai pendidikan juga masih diperdebatkan. Pendidikan bisa 
diartikan sebagai pendidikan formal yang ditempuh melalui jenjang pendidikan 
dasar hingga jenjang pendidikan tinggi ataukah pendidikan yang diartikan 
pendidikan ketrampilan, kursus, dan pelatihan. Namun jika melihat hasil olah 
data dalam penelitian ini, pendidikan memang sangat mempengaruhi 
pengangguran di Indonesia.  
Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2008 hingga tahun 
2010, jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pekerja di Indonesia, 
sebagian besar adalah pendidikan dasar atau hanya menamatkan pendidikan 
hingga pada bangku sekolah dasar saja. Data lebih lengkap mengenai 
pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh penduduk yang bekerja bisa dilihat 




Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut   
  PendidikanTahun 2008 – 2010 (juta orang) 
 
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 
2008 2009 2010 
SD ke bawah 55.3 55.21 54.51 
Sekolah Menengah Pertama 19.85 19.39 20.63 
Sekolah Menengah Atas 15.13 15.63 15.92 
Sekolah menengah Kejuruan 7.19 8.24 8.88 
Diploma I/II/III 2.68 2.79 3.02 
Universitas 4.22 4.66 5.25 
 
Sumber: BPS Tahun 2011, Diolah 
 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan pekerja di Indonesia 
masih tergolong rendah. Pendidikan pekerja sebagian besar masih sekolah 
dasar ke bawah walaupun dari tahun ke tahun jumlah pekerja dengan 
pendidikan rendah semakin berkurang dan pekerja dengan pendidikan tinggi 
makin meningkat. 
Sementara, masih dari data yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2011, bila 
dilihat dari pengangguran dan kaitannya dengan pendidikan tertinggi yang 
ditamatkan, pengangguran dengan tingkat pendidikan setingkat diploma 
adalah pengangguran tertinggi. Pengangguran dengan tingkat pendidikan 
diploma sebesar 12.78 persen dari seluruh total pengangguran. Sementara 
untuk lulusan universitas atau perguruan tinggi, tercatat pengangguran 
terbuka sebesar 11.92 persen. Angka ini cenderung mengalami penurunan 
bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya, 
mengenai tingkat penganggutan terbuka dan tingkat pendidikan tertinggi yang 






Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang  
   Ditamatkan Tahun 2008 – 2010 (persen) 
 
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 
2008 2009 2010 
SD ke bawah 4.57 3.78 3.81 
Sekolah Menengah Pertama 9.39 8.37 7.45 
Sekolah Menengah Atas 14.31 14.50 11.90 
Sekolah menengah Kejuruan 17.26 14.59 11.87 
Diploma I/II/III 11.21 13.66 12.78 
Universitas 12.59 13.08 11.92 
 
Sumber: BPS Tahun 2011, Diolah 
 Melihat data dan hasil komputasi yang ditampilkan di atas, bisa dilihat 
bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka seseorang tersebut 
mempunyai peluang dan kesempatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan orang yang memiliki pendidikan yang lebih rendah walaupun dari 
tabel terlihat persentase pengangguran dengan pendidikan tinggi juga tercatat 
di angka yang tinggi namun memiliki kecenderungan untuk menurun tiap 
tahunnya.  
 Terlepas dari hasil statistik yang menyatakan bahwa pendidikan sangat 
berpengaruh dalam mengurangi tingkat pengangguran, namun bila dilihat dari 
dua tabel sebelumnya dan penjelasannya, sebenarnya sama halnya dengan 
memperdebatkan kembali apakah pendidikan dapat mengurangi tingkat 
pengangguran ataukah tidak. Paparan teori yang disampaikan juga masih 
memperdebatkan apakah pendidikan memang mampu mempengaruhi tingkat 
pengangguran atau tidak. Hubungan antara pendidikan dengan tingkat 
pengangguran memang masih bersifat bias. Secara persentase, tingkat 
pengangguran dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan memang 
cenderung mengalami penurunan, namun apabila dilihat dari lama seseorang 
memperoleh pekerjaan setelah lulus sekolah juga mengalami peningkatan. 
Dari survey yang dilakukan oleh Universitas Negeri Yogyakarta, lama masa 
tunggu seorang lulusan sarjana ekonomi rata-rata 24 bulan (atau dua tahun), 
dengan masa paling lama menunggu selama 36 bulan (atau tiga tahun). 
3. Inflasi 
Teori yang membahas mengenai hubungan antara inflasi dan tingkat 
pengangguran mengatakan bahwa kedua variabel ini mempunyai hubungan 
negatif atau trade off. Teori kurva phillips lama maupun teori kurva phillips 
baru sama-sama menyatakan bahwa hubungan antara inflasi dan 
pengangguran memang bersifat negatif. Perbedaan antara keduanya terletak 
pada hubungannya yang bersifat linear ataukah bersifat non linear. Pada 
kurva phillips lama, hubungan antara keduanya bersifat linear dengan arah 
hubungan yang negatif, sedangkan pada kurva phillips yang baru, arah 
hubungan bisa bersifat non linear (bisa berbentuk cekung atau cembung 
terhadap titik origin) dengan arah negatif. Namun dalam penelitian ini peneliti 
menemukan bahwa hubungan antara inflasi dan pengangguran di Indonesia 
dalam kurun waktu pengamatan ternyata bersifat positif atau searah. Variabel 
inflasi signifikan pada α sebesar 5 persen dengan arah koefisien positif 
dengan nilai 0.053337. Secara verbal ini bisa diartikan bahwa ketika terjadi 
kenaikan pada variabel inflasi sebesar satu persen maka akan meningkatkan 
tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.053337 persen. Hal lain yang 
ditemukan dalam penelitian ini adalah hubungan antara inflasi dan 
pengangguran terdapat indikasi hubungan yang bersifat non linear. Kondisi ini 
bisa terlihat dari signifikannya variabel nilai kuadrat dari inflasi yang 
dimasukkan dalam model. 
Dari hasil perhitungan dan apabila dikembalikan pada paparan teori yang 
telah disampaikan sebelumnya, maka bisa dikemukakan bahwa untuk studi 
kasus Indonesia lebih berlaku kuva phillips baru jika dibandingkan dengan 
kurva phillips lama. Indikator ini didapat dari hubungan yang bersifat non 
linear antara pengangguran dan inflasi pada studi kasus pada penelitian ini. 
Sama halnya yang dikemukakan pada paparan teori bahwa kurva phillips baru 
bersifat non linear dengan ditunjukkan bentuknya yang bisa bersifat cembung 
atau cekung terhadap titik origin dan akan berbeda pada masing-masing 
negara.  
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa teori kurva phillips versi lama tidak 
berlaku di Indonesia bukanlah yang pertama kali. Untuk studi kasus 
Indonesia, Irdham (2007), dengan menggunakan data inflasi dan 
pengangguran tahun 1976 hingga tahun 2006 menemukan bahwa tingkat 
inflasi dan pengangguran di Indonesia justru positif dan bergerak satu arah. 
Masih dalam penelitiannya, Irdham mengemukakan bahwa besar kecilnya 
tingkat pengangguran saat ini (tahun t) dipengaruhi oleh besar kecil angka 
inflasi pada periode sebelumnya (t-1). Dengan menggunakan pendekatan 
Error Correction Model (ECM), koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap 
kenaikan sebesar satu persen angka inflasi pada tahun sebelumnya akan 
mengakibatkan kenaikan pengangguran sebesar 2.75 persen pada tahun 
sesudahnya.  
Hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran yang bersifat positif sesuai 
dengan temuan Irdham tersebut, terjadi dalam jangka panjang. Nilai Error 
Correction Model dalam penelitian ini bernilai 35 persen yang berarti setiap 
ada shock atau guncangan pada masa lalu (tahun t-1) dalam jangka pendek 
akan memperkecil pertambahan tingkat pengangguran pada tahun t sebesar 
35 persen, dan seterusnya, sedemikian rupa sehingga antara pengangguran 
dan tingkat inflasi berada dalam kondisi keseimbangan. 
Sementara itu, Reichel dalam penelitiannya mengenai kurva phillips dengan 
mengambil studi kasus pada negara-negara dengan perekonomian yang 
maju, menemukan bahwa tidak semua negara yang ditelitinya 
memperlihatkan hasil yang sama dengan teori yang dikemukakan. Negara-
negara yang diteliti umumnya sampai pada kesimpulan yang tidak benar atau 
palsu (spurious). Negara-negara tersebut adalah; Austria, Denmark, Finlandia, 
Perancis, Jerman, Jepang, Belanda, Spanyol, dan Swedia. Sedangkan Belgia, 
Yunani dan Inggris Raya justru menunjukkan tidak berlakunya kurva phillips 
yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara inflasi dan 
pengangguran di negara-negara tersebut.  
4. Pertumbuhan Ekonomi 
Variabel pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa menjadi salah satu 
variabel yang mempengaruhi secara negatif variabel pengangguran ternyata 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam penelitian ini. Dalam hasil 
penghitungan, pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai t statistik sebesar 
0.539147 dan nilai probabilitas sebesar 0.5905. Koefisien regresi bernilai 
positif 0.028378.  
Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini tidak mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan tingkat pengangguran terbuka karena pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia lebih banyak didorong dari sisi konsumsi rumah tangga 
dan konsumsi pemerintah. Dari data BPS tahun 2011 menyebutkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 ditopang oleh pertumbuhan di 
komponen konsumsi rumah tangga (sebesar 5.2 persen), konsumsi 
pemerintah (sebesar 3 persen), dan komponen ekspor tumbuh sebesar 11 
persen sedangkan sektor impor tumbuh 11,3 persen. Pertumbuhan ekonomi 
akan lebih baik jika dibarengi dengan penyerapan tenaga kerja. Umumnya, 
penyerapan tenaga kerja terjadi apabila pertumbuhan ekonomi lebih banyak 
digerakkan oleh komponen investasi karena menimbulkan efek multiplier atau 
efek pengganda yang mampu memberikan stimulasi lebih pada 
perekonomian.   
Masih menggunakan data yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2011, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia apabila dilihat dari sektoral, sektor yang 
berkontribusi terbesar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah 
sektor pengangkutan dan komunikasi yang mampu tumbuh sebesar 12.8 
persen. Sedangkan sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja 
seperti sektor pertanian dan perkebunan hanya mampu tumbuh sebesar 2.6 
persen pada tahun lalu. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada tahun ini saja, 
namun juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Seperti diketahui, sektor 
pengangkutan dan komunikasi bukanlah sektor yang bersifat padat karya. 
Sektor ini lebih bersifat padat modal. Peningkatan yang terjadi di sektor ini 
hanya memberikan kontribusi yang kecil terhadap penyerapan tenaga kerja.  
Hasil temuan dalam penelitian ini serupa dengan hasil yang didapatkan oleh 
Ismail aktar dan latif Ozturk (2009) yang sampai pada kesimpulan bahwa 
pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap permasalahan 
pengangguran yang terjadi di negara Turki.  
 
5.3.2 Pembahasan Regional Variabel Dummy 
 Pembahasan mengenai variabel-variabel dummy yang mencerminkan 
karakteristik dari masing-masing propinsi yang diteliti akan dimulai dengan 
menampilkan hasil perhitungan efek individu pada masing-masing propinsi. Hasil 
ini didapat dari persamaan 4.1 dan berikut adalah tabel dari penghitungan efek 





  Hasil Fixed Effect  Variabel Dummy 
 
No Propinsi Koefisien Prob. Signifikansi 
1 Aceh 15.209209 0.0032* Signifikan 
2 Sumatra Utara 14.653309 0.0039* Signifikan 
3 Sumatra Barat 14.565506 0.0056* Signifikan 
4 Riau 14.310745 0.0075* Signifikan 
5 Kepulauan Riau 12.732266 0.2122 Tidak Signifikan 
6 Jambi 10.417015 0.4566 Tidak Signifikan 
7 Sumatra Selatan 10.960049 0.7953 Tidak Signifikan 
8 Kepulauan Bangka Belitung 9.924501 0.2473 Tidak Signifikan 
9 Bengkulu 10.234509 0.3818 Tidak Signifikan 
10 Lampung 12.006143 0.5079 Tidak Signifikan 
11 Jakarta 18.619651 0.0000* Signifikan 
12 Jawa Barat 16.934499 0.0000* Signifikan 
13 Banten 16.563002 0.0000* Signifikan 
14 Jawa Tengah 10.6256 0.5793 Tidak Signifikan 
15 Yogyakarta 12.269678 0.3978 Tidak Signifikan 
16 Jawa Timur 13.966238 0.0164** Signifikan 
17 Bali 9.059426 0.0654*** Signifikan 
18 Nusa Tenggara Barat 11.00123 0.8248 Tidak Signifikan 
19 Nusa Tenggara Timur 6.779186 0.0001* Signifikan 
20 Kalimantan Barat 9.714785 0.1778 Tidak Signifikan 
21 Kalimantan Tengah 8.554434 0.0180** Signifikan 
22 Kalimantan Selatan 9.974838 0.2595 Tidak Signifikan 
23 Kalimantan Timur  16.034517 0.0001* Signifikan 
24 Sulawesi Utara 16.427165 0.0000* Signifikan 
25 Gorontalo 10.389652 0.4427 Tidak Signifikan 
26 Sulawesi Tengah 12.015882 0.5006 Tidak Signifikan 
27 Sulawesi Selatan 12.875541 0.1556 Tidak Signifikan 
28 Sulawesi Barat 8.964276 0.0429** Signifikan 
29 Sulawesi Tenggara 9.812785 0.2081 Tidak Signifikan 
30 Maluku 16.973171 0.0000* Signifikan 
31 Maluku Utara 11.355489 0.9299 Tidak Signifikan 
32 Papua 9.788943 0.1900 Tidak Signifikan 
33 Papua Barat 11.25473 0.0000* Signifikan 
 
* Signifikan pada α = 1 persen 
** Signifikan pada α = 5 persen 
*** Signifikan pada α = 10 persen 
 
 Dari tabel di 5.6 dapat diketahui bahwa dalam dari sepuluh propinsi yang 
terdapat di pulau Sumatra, ternyata hanya terdapat empat propinsi yang 
dinyatakan signifikan. Keempat propinsi itu adalah Aceh, Sumatra Utara, 
Sumatra Barat, dan Riau. Sedangkan propinsi lainnya, seperti Kepulauan Riau, 
Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung 
tidak signifikan secara statistik. Dengan menggunakan pendekatan LSDV, 
apabila diketemukan variabel dummy yang tidak signifikan secara statistik, maka 
dapat dikatakan bahaw propinsi tersebut tidak mempunyai perbedaan dalam 
dampak atau efek jika terjadi perubahan pada variabel; investasi, inflasi, 
pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan pada tingkat pengangguran di 
propinsi tersebut dengan dampak atau efek yang terjadi pada propinsi yang 
dijadikan acuan penghitungan dalam penelitian ini, yaitu propinsi Papua Barat.  
 Dari penghitungan, didapatkan bahwa efek individual propinsi Aceh 
adalah sebesar 15,209209. Hal ini bisa diinterprestasikan sebagai berikut: Bila 
terjadi perubahan dalam variabel-variabel bebas, yaitu variabel pendidikan, 
pertumbuhan ekonomi, inflasi dan investasi maka propinsi Aceh akan 
mendapatkan pengaruh individual terhadap tingkat pengangguran terbuka 
sebesar 15,21 persen. Sama halnya dengan propinsi Aceh, demikian juga 
dengan propinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Riau. Propinsi Sumatra 
Utara memiliki efek individual sebesar 14,65 persen terhadap tingkat 
pengangguran terbuka apabila terjadi perubahan pada variabel pendidikan, 
pertumbuhan ekonomi, inflasi dan investasi. Propinsi Sumatra Barat memiliki 
efek individual sebesar 14,56 persen pada tingkat pengangguran terbuka apabila 
terjadi perubahan pada variabel pendidikan, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan 
investasi. Sedangkan propinsi Riau memiliki efek individual sebesar 14,31 persen 
pada variabel pengangguran apabila terjadi perubahan pada variabel pendidikan, 
pertumbuhan ekonomi, inflasi dan investasi. Pada propinsi-propinsi yang 
dinyatakan signifikan ini  mempunyai efek atau dampak yang berbeda dengan 
efek atau dampak yang dialami oleh propinsi yang menjadi acuan, yaitu propinsi 
Papua Barat. 
 Sementara itu, untuk propinsi Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, 
Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung memiliki efek individual 
yang sama, yaitu sebesar 11,25 persen pada variabel pengangguran ketika 
terjadi perubahan pada variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan, inflasi dan 
investasi. Untuk propinsi yang tidak signifikan ini, dampak atau efek yang 
ditimbulkan akan sama dengan yang terjadi pada propinsi yang menjadi acuan, 
yaitu propinsi Papua Barat.  
 Hal menarik yang bisa diungkapkan dari hasil penelitian ini adalah 
propinsi-propinsi yang signifikan sebagian semuanya berada di wilayah bagian 
utara pulau Sumatra. Semua propinsi yang dinyatakan signifikan secara statistik 
berada di sekitar propinsi Sumatra Utara dan propinsi Riau. Sedangkan wilayah 
lain, seperti wilayah kepulauan dan wilayah selatan pulau Sumatra, termasuk 
propinsi pengembangan baru, tidak signifikan secara statistik. Hal ini bisa 
dimengerti, karena untuk wilayah pulau Sumatra, motor penggerak 
perekonomian berada di propinsi Sumatra Utara dan Riau. Hal ini bisa dilihat dari 
sumbangan kedua propinsi tersebut pada pertumbuhan ekonomi di wilayah pulau 
Sumatra. Propinsi Sumatra Utara mampu memberikan sembangan sebesar 22,3 
persen sementara propinsi Riau mampu memberikan sumbangan sebesar 29,2 
persen. Kesamaan karakteristik propinsi-propinsi yang berada di wilayah 
Sumatra bagian utara menjadikan kawasan ini lebih berkembang dan lebih 
dinamis bila dibandingkan dengan kawasan lainnya di pulau Sumatra.  
 Apabila dilihat dari kondisi perekonomian dan hubungannya dengan 
penyerapan tenaga kerja, Propinsi Sumatra Utara masih bertopang pada tiga 
sektor utama. Sektor pertama yang menjadi tumpuan adalah sektor pertanian 
yang mampu menyerap sekitar 50,90 persen, sektor perdagangan menyerap 
17,62 persen dan yang terakhir adalah sektor jasa kemasyarakatan yang mampu 
menyerap angkatan kerja sebanyak 14,65 persen. Kondisi yang sama juga 
ditemukan pada propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang masih mengandalkan 
sektor pertanian untuk penyerapan tenaga kerja. Sektor primer di Aceh mampu 
untuk menyerap 45,59 persen angkatan kerja. Sektor lainnya yang mampu untuk 
menyerap tenaga kerja yang banyak adalah sektor jasa sosial masyarakat dan 
sektor perdagangan, hotel dan restoran. 
 Untuk propinsi Riau sedikit berbeda jika dibandingkan dengan propinsi 
Sumatra Utara dan Aceh. Jika di kedua propinsi tersebut mengandalkan 
penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, maka pada propinsi Riau lebih 
mengandalkan sektor industri manufaktur dan konstruksi untuk penyerapan 
tenaga kerja. Hal yang spesifik dari propinsi Riau adalah, dijadikannya Riau 
sebagai tujuan oleh para migran untuk mengadu nasib. Kondisi ini tercermin dari 
angka migrasi di propinsi ini mencatat neto 1.127.824 orang pada tahun 2009. Ini 
berarti bahwa dalam tahun 2009 terdapat tambahan penduduk dari migran 
sebesar lebih dari satu juta. 
 Karakteristik propinsi Kepulauan Riau tidak jauh berbeda dengan karakter 
propinsi Riau. Di Propinsi ini, ekonomi lebih didominasi oleh kegiatan ekspor. 
Kinerja ekspor di propinsi Kepulauan Riau menyumbang lebih dari 10 persen 
pada pertumbuhan ekonomi dan menggantikan peran konsumsi yang biasanya 
menjadi penggerak perekonomian. Sejalan dengan penguatan sisi ekspor pada 
perekonomian di wilayah ini, secara sektoral, perekonomian lebih banyak dipacu 
oleh sektor industri pengolahan. Sektor industri mampu tumbuh sekitar enam 
persen dan mampu memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi 
daerah sebesar dua sampai tiga persen. Sektor industri yang sangat 
mendominasi perekonomian di Kepulauan Riau lebih dikarenakan 
perkembangan industri manufaktur di negara mitra utama perdagangan 
Kepulauan Riau, yaitu Singapura.  
 Dominasi perekonomian Kepulauan Riau pada sektor industri manufaktur 
juga terlihat dalam hal penyerapan tenaga kerja. Menurut data yang dikeluarkan 
BPS Propinsi Kepulauan Riau, sektor industri masih menjadi sektor utama dalam 
hal penyerapan tenaga kerja. Sektor industri mampu menyerap 35 persen dari 
total angkatan kerja yang terdapat di propinsi ini. Sektor lain yang mampu 
memberikan kontribusi dalam hal penyerapan tenaga kerja adalah sektor 
perdagangan, hotel dan restoran yang mampu memberikan penyerapan sebesar 
20 persen dari total pekerja di propinsi ini. Sedangkan sektor jasa-jasa 
kemasyarakatan, sosial dan perorangan menjadi sektor berikutnya yang mampu 
memberikan penyerapan tenaga kerja sebesar 16 persen. Sektor-sektor ekonomi 
lainnya hanya mampu memberikan kontribusi yang kecil terhadap penyerapan 
tenaga kerja di Kepulauan Riau. 
 Propinsi selanjutnya yang dibahas adalah propinsi Jambi. Perekonomian 
di propinsi Jambi tidaklah jauh berbeda dengan perekonomian dengan 
perekonomian secara nasional. Perekonomian di propinsi Jambi masih banyak 
didominasi oleh sektor primer (pertanian dan perkebunan) yang mampu 
memberikan sumbangan terbesar yaitu sebesar 48,07 persen. Perkebunan di 
Jambi lebih banyak didodorong oleh tanaman pangan dan hortikultura. 
Membaiknya harga-harga komoditas di pasar internasional juga turut menjadi 
faktor yang menyebabkan naiknya produksi perkebunan di Jambi. Sumbangan 
terbesar kedua pada perekonomian di propinsi Jambi diberikan oleh sektor 
tersier (perdagangan, hotel dan restoran) yang mampu memberikan kontribusi 
sebesar 36,09 persen dan sektor sekunder (sektor industri dan pengolahan) 
mampu memberikan sumbangan sebesar 15,84 persen. 
 Dalam hal penyerapan tenaga kerja di propinsi Jambi, sektor primer 
masih menjadi tumpuan penyerapan kerja di propinsi ini. Lebih dari setengah dari 
angkatan kerja di propinsi Jambi bekerja pada sektor primer. Sektor pertanian, 
perkebunan, kehutanan, dan perikanan memiliki serapan sebesar 57 persen 
pada angkatan kerja di Jambi. Sektor kedua terbesar yang mempu memberikan 
sumbangan dalam hal penyerapan tenaga kerja adalah sektor perdagangan, 
hotel dan restoran. Sektor tersier ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 17 
persen di propinsi Jambi. 
 Ekonomi regional propinsi Sumatra Selatan akan menjadi topik bahasan 
berikutnya. Secara umum, sektor ekonomi yang paling memberikan andil dalam 
perekonomian regional adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal unik 
dalam perekonomian Sumatra Selatan adalah apabila pertumbuhan ekonomi 
dilihat secara komponen sektoral, maka sektor bangunan memberikan andil 
terbesar dalam pertumbuhan perekonomian di Sumatra Selatan. Sektor 
bangunan mampu memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi 
Sumatra Selatan sebesar 12,7 persen. Dominasi sektor bangunan ini ditengarai 
oleh Bank Indonesia kantor Palembang akibat peningkatan pada penyaluran 
kredit kepemilikan rumah (KPR) oleh perbankan setempat. Selain itu, 
pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan Sea Games yang akan 
dilaksanakan di Palembang. Sektor selanjutnya yang mampu memberikan 
sumbangan dalam pertumbuhan ekonomi regional Sumatra Selatan adalah 
sektor pengangkutan dan komunikasi (12 persen), sektor keuangan, persewaan 
dan jasa perusahaan (9,5 persen), sektor jasa-jasa (8,1 persen), sektor 
perdagangan, hotel dan restoran (7,7 persen), sektor listrik, gas kota, dan air 
bersih (6 persen), sektor industri pengolahan (5,3 persen), sektor pertanian (3,1 
persen) dan sektor yang pertumbuhannya paling kecil adalah sektor 
pertambangan dan penggalian yang hanya mampu tumbuh sebesar dua persen. 
 Dilihat pada penyerapan tenaga kerja di propinsi Sumatra Selatan, bisa 
dilihat bahwa propinsi ini masih mengandalkan penyerapan tenaga kerja pada 
sektor pertanian. Lebih dari separo penduduk Sumatra Selatan bekerja di sektor 
pertanian ini (55 persen). Selanjutnya adalah sektor perdagangan yang mampu 
menyerap 15,80 persen tenaga kerja di Sumatra Selatan. Sektor jasa-jasa 
kemasyarakatan menduduki tempat ketiga adalah sektor 12,20 persen. Sektor 
terakhir yang mampu memberikan penyerapan tenaga kerja lebih dari sepuluh 
persen adalah sektor listrik, gas dan air yang mampu memberikan kontribusi 
sebesar sepuluh persen. Selain dari sektor-sektor tersebut, hanya mampu 
memberikan sumbangan pada penyerapan tenaga kerja yang tidak besar di 
propinsi Sumatra Selatan. 
 Kepulauan Bangka Belitung akan menjadi bahasan berikutnya. Propinsi 
hasil pemekaran dari Sumatra Selatan ini mengandalkan sisi permintaan pada 
pertumbuhan perekonomian jika dilihat dari sisi permintaan. Konsumsi mampu 
memberikan pertumbuhan sebesar 4,5 persen. Apabila konsumsi ini lebih 
diperjelas lagi, maka konsumsi swasta nirlaba adalah konsumsi terbesar dan 
diikuti oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Sektor kedua 
yang mampu memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan perekonomian di 
propinsi Bangka Belitung adalah sektor investasi dan juga permintaan luar negeri 
(sisi ekspor).  
 Apabila dilihat dari sisi penawaran, sumbangan masing-masing sektoral 
adalah sebagai berikut; sektor pertanian mampu tumbuh sebesar 0,9 persen, 
sektor pertambangan dan penggalian mampu tumbuh sebesar 2,3 persen. 
Sektor selanjutnya adalah sektor industri pengolahan yang sepanjang tahun lalu 
mampu tumbuh sebesar 5 persen. Sektor listrik, gas dan air adalah sektor yang 
memberikan pertumbuhan tertinggi di propinsi Bangka belitung. Sektor ini 
mampu tumbuh sebesar 36,3 persen. Kinerja sektor bangunan pada tahun lalu 
mampu tumbuh sebesar 15,3 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran 
mampu tumbuh di angka 7,9 persen pada tahun lalu. Sektor pengangkutan dan 
komunikasi mampu memberikan pertumbuhan sebesar 12 persen. Sektor 
keuangan, persewaan dan jasa tumbuh sebesar 10,9 persen. Sektor jasa-jasa 
tumbuh dengan angka 8,4 persen.  
 Penyerapan tenaga kerja di propinsi Bangka Belitung tidak jauh berbeda 
dengan kondisi perekonomian wilayah pulau Sumatra. Propinsi Bangka Belitung 
mengandalkan penyerapan tenaga kerja pada sektor primer atau sektor 
pertanian. Setengah penduduk di propinsi Bangka Belitung bekerja di sektor 
pertanian atau 50 persen. Hal ini terjadi pada lima tahun terakhir ini. Sementara 
itu sekitar 35,12 persen penduduk angkatan kerja di Bangka Belitung bekerja di 
sektor tersier dan sisanya sebesar kurang lebih 9,87 persen angkatan kerja di 
propinsi Bangka Belitung bekerja di sektor sekunder atau industri dan 
pengolahan. 
 Perekonomian propinsi Jambi akan menjadi bahasan berikutnya. Selama 
setahun yang lalu, penigkatan pertumbuhan ekonomi dari sisi penggunaan 
terutama disebabkan oleh peningkatan pada sisi konsumsi. Dari sisi sektoral, 
perekonomian propinsi Jambi terutama didukung oleh peningkatan di sektor-
sektor pertanian, perdagangan hotel dan restoran, dan jasa-jasa.  
 Konsumsi masih menjadi kontributor utama perekonomian di propinsi 
Jambi terutama konsumsi rumah tangga. Sektor ini mampu menyumbangkan 
kontribusi pada pembentukan PDRB sebesar 80 persen. Sektor ekspor – impor 
mampu memberikan sumbangan pada PDRB sebesar 12 persen. Sedangkan 
kontribusi sektor investasi hanya mampu memberikan kontribusi sebesar delapan 
persen. Besarnya kontribusi konsumsi pada tahun 2010 ternyata menurun 
apabila dibandingkan dengan kontribusi sektor ini di tahun sebelumnya. Di tahun 
2009, sektor konsumsi mampu memberikan sumbangan sebesar 83 persen.  
 Secara sektoral, perekonomian propinsi Jambi dapat dikatakan bahwa 
sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan ekonomi secara tahunan. 
Sektor-sektor tersebut adalah; sektor pertanian yang tumbuh sebesar 2,71 
persen. Sektor perdagangan hotel dan restoran yang tumbuh sebesar 3,06 
persen dan sektor yang pertumbuhannya paling tinggi di propinsi Jambi adalah 
sektor keuangan dan persewaan. Sektor ini selama tahun kemarin mampu 
tumbuh sebesar 15,53 persen. Sektor pertanian (terutama disumbangkan oleh 
subsektor karet dan crude palm oil (CPO) atau perkebunan kelapa sawit) juga 
merupakan sektor yang mendominasi perekonomian di propinsi Jambi. Bersama-
sama dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa, ketiga 
sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 77 persen terhadap 
perekonomian propinsi Jambi. 
 Propinsi Lampung merupakan propinsi terakhir dalam wilayah regional I. 
Secara umum, perekonomian di propinsi ini tidak jauh berbeda dengan 
perekonomian nasional. Komposisi perkonomian propinsi Lampung apabila 
dilihat dari sisi permintaan adalah sebagai berikut; pada sisi konsumsi yang 
terbagi menjadi dua komponen, yaitu konsumsi pemerintah dan konsumsi swasta 
menunjukkan peningkatan. Konsumsi swasta di propinsi Lampung tercatat 
mengalami peningkatan sebesar 5,09 persen jika dibandingkan dengan 
konsumsi yang terjadi pada tahun 2010. Peningkatan konsumsi swasta ini 
terkonfirmasi karena peningkatan konsumsi listrik rumah tangga sebesar 53,19 
persen, peningkatan jumlah pelanggan PDAM sebesar 1,26 persen, penerimaan 
pajak kendaraan bermotor yang mengalami kenaikan sebesar 7,66 persen dan 
peningkatan kredit konsumtif dari perbankan di propinsi Lampung sebesar 10,77 
persen. Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami kenaikan sebesar 7,56 
persen sehubungan dengan adanya peningkatan pada APBD di tahun 2011.  
 Dari sisi investasi di propinsi Lampung, kegiatan investasi di propinsi ini 
meningkat sebesar 13,15 persen bila dibandingkan dengan tahun 2010. Kegiatan 
investasi di propinsi Lampung didominasi oleh investasi di sektor primer 
(perkebunan dan peternakan). Dari data yang tercatat di Bank Indonesia 
Lampung, realisasi investasi di Lampung sebesar Rp 458,28 milyar yang terdiri 
dari investasi sebesar Rp 30,88 milyar pada industri minuman ringan, Rp 405 
milyar pada perkebunan tebu dan industri gula, dan Rp 22,4 milyar pada sektor 
pembibitan dan budidaya ayam ras pedaging.  
 Dari sisi penawaran, perekonomian propinsi Lampung, dari empat sektor 
ekonomi yaitu; sektor pertanian, sektor industri penglahan, sektor pengangkutan 
dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa. Sektor pertanian 
adalah satu-satunya sektor yang mengalami peningkatan pangsa menjadi 37,24 
persen. Pangsa sektor industri di propinsi Lampung hanya sebesar 16,12 persen. 
Dari kondisi yang diberikan maka dapat diketahui bahwa sektor primerlah yang 
menjadi tumpuan di propinsi Lampung.  
 Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, disebutkan bahwa 
sebagian besar penduduk di Lampung bekerja pada sektor pertanian. Sektor ini 
mampu menyerap tenaga kerja lebih dari setengahnya atau tepatnya 53,21 
persen. Jumlah ini akan meningkat apabila memasuki masa panen, mengingat 
pada masa panen, banyak diburuhkan pekerja lepas untuk menghadapi panen 
raya. Sektor tersier yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran 
menjadi penyumbang kedua terbesar atau mampu menyerap tenaga kerja 
sebesar 20,13 persen. Sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan 
mampu memberikan kontribusi sebesar 18,28 persen, sektor kontruksi mampu 
menyerap 11,24 persen, sektor industri 2,01 persen dan yang terakhir sektor 
transportasi, pergudangan dan komunikasi memberikan sumbangan terhadap 
penyerapan tenaga kerja sebesar 0,14 persen. Hal yang mungkin perlu dicatat 
pada propinsi Lampung adalah propinsi ini memiliki angka migrasi netto yang 
positif. Ini berarti bahwa propinsi Lampung mempunyai daya tarik bagi para 
migran (yang umumnya adalah pencari kerja) untuk mencari pekerjaan di 
propinsi ini.  
 Beralih dari propinsi-propinsi di sumatra dan kepulauan, berikut yang 
akan dibahas adalah propinsi-propinsi yang berada di pulau jawa, bali dan nusa 
tenggara. 
 Dari perhitungan, dapat efek individual dari masing-masing propinsi yang 
dinyatakan signifikan adalah sebagai berikut; propinsi DKI Jakarta memperoleh 
efek individual sebesar 18,61 pada variabel pengangguran persen ketika terjadi 
perubahan pada variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendidikan dan 
investasi. Propinsi Jawa Barat mendapatkan efek individual sebesar 16,93 
persen pada variabel pengangguran ketika terjadi perubahan pada variabel 
pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendidikan dan investasi. Propinsi Banten memiliki 
efek individual sebesar 16,56 persen pada variabel pengangguran, ketika terjadi 
perubahan pada variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendidikan dan 
investasi. Sementara itu, untuk propinsi Jawa Timur yang dinyatakan signifikan 
pada tingkat kesalahan lima persen, mempunyai efek individual sebesar 13,96 
persen pada variabel tingkat pengangguran apabila terjadi perubahan pada 
variabel-variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendidikan dan investasi. 
Propinsi selanjutnya yang dinyatakan signifikan adalah propinsi Bali dan Nusa 
Tenggara Timur. Propinsi Bali signifikan pada derajat kesalahan sebesar sepuluh 
persen. Propinsi Bali memiliki efek individual sebesar 9,05 persen pada variabel 
tingkat pengangguran bila terjadi perubahan pada variabel-variabel pertumbuhan 
ekonomi, inflasi, pendidikan dan investasi. Efek individual yang terjadi pada 
propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 6,78 persen pada variabel pengangguran 
bila terjadi perubahan pada variabel-variabel; pertumbuhan ekonomi, inflasi, 
pendidikan dan investasi. Dampak yang ditimbulkan karena perubahan pada 
variabel; investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan 
terhadap tingkat pengangguran di propinsi-propinsi ini memiliki perbedaan 
dengan dampak yang terjadi pada propinsi yang dijadikan acuan, yaitu propinsi 
Papua Barat.  
 Propinsi Jawa Tengah, DI Jogjakarta dan Nusa Tenggara Barat yang 
tidak signifikan secara statistik berarti memiliki efek individual sebesar 11,25 
persen. Dampak yang ditimbulkan karena perubahan pada variabel; investasi, 
inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap tingkat 
pengangguran di propinsi-propinsi ini tidak memiliki perbedaan dengan dampak 
yang terjadi pada propinsi yang dijadikan acuan, yaitu propinsi Papua Barat.  
 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan yang lebih bersifat 
tersentralistik di wilayah Indonesia bagian barat terutama di pulau jawa, serta 
pulau Jawa yang menjadi pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan dan 
pendidikan, menjadikan pulau ini sebagai sasaran bagi para pencari kerja atau 
bagi para migran. Dari data BPS tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk propinsi 
DKI Jakarta terjadi migrasi netto 1.291.531 orang, yang artinya sebanyak satu 
juta lebih orang memasuki DKI Jakarta untuk mencari pekerjaan. Hal yang sama 
juga terjadi pada propinsi Banten, Jawa Barat dan Bali. Secara berturut-turut 
jumlah migran yang masuk pada ketiga propinsi tersebut adalah 1.780.269 untuk 
propinsi Jawa Barat, 1.286.578 untuk propinsi Banten, dan 1.944 untuk propinsi 
Bali. Tingginya jumlah migran yang masuk menyebabkan angka pengangguran 
di propinsi tersebut terlihat tinggi walaupun pertumbuhan ekonomi pada masing-
masing propinsi tersebut termasuk tinggi.  
 Beda halnya dengan penduduk pada propinsi Jawa Tengah, DI 
Jogjakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur lebih 
memilih untuk meninggalkan propinsinya. Hal ini ditandai dengan negatifnya 
angka migrasi netto yang terjadi di propinsi-propinsi tersebut. Penduduk yang 
keluar wilayah, selain menuju pada daerah-daerah yang terlihat lebih 
menjanjikan, juga menuju ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja Indonesia 
(TKI). Secara kuantitas, propinsi Jawa Timur adalah punyumbang terbesar TKI 
ke luar negeri dan Nusa Tenggara Barat adalah dua propinsi penyumbang 
terbesar TKI kedua setelah Jawa Timur.  
 Dari sisi penyerapan tenaga kerja, bila pada propinsi-propinsi lain masih 
mengandalkan sektor pertanian atau sektor primer lainnya, maka pada propinsi 
Banten, penyerapan tenaga kerja lebih banyak ditopang oleh sektor tersier. 
Sektor perdagangan, hotel dan restoran mampu menyumbang 24,6 persen dari 
total pekerja di propinsi Banten. Sektor tersier lain yang mampu memberikan 
kontribusi yang tinggi adalah sektor jasa-jasa kemasyarakatan. Sektor ini mampu 
menyerap tenaga kerja sebesar 20,38 persen.  
 Tingginya jumlah migran yang masuk ke Jakarta, ditengarai oleh Bank 
Indonesia sebagai penyebab naiknya tingkat pengangguran di Jakarta. Selain 
karena jumlah migran yang masuk ke Jakarta jumlahnya selalu tinggi, tingginya 
pengangguran di Jakarta bisa dikarenakan oleh dua hal, yaitu (1) karakteristik 
perekonomian Jakarta yang didominasi oleh sektor-sektor ekonomi yang padat 
modal dan teknologi sehingga penyerapan tenaga kerja terbatas dan (2) terdapat 
kelompok masyarakat di Jakarta yang tidak memiliki pekerjaan namun memiliki 
dan mengelola aset yang mampu menghasilkan uang atau pendapatan (pasar 
saham, usaha persewaan rumah, valuta asing dan sebagainya (Bank Indonesia, 
2011). 
 Kondisi perekonomian Jawa Timur dilihat dari permintaan, banyak 
didorong oleh konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat, kegiatan investasi dan 
perdagangan luar negeri (ekspor dan impor). Sementara dari sisi penawaran, 
sektor yang paling besar memberikan sumbangan bagi perekonomian di Jawa 
Timur adalah sektor industri pengolahan. Sementara itu, sektor lainnya (sektor 
perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian) tidak menunjukkan 
sumbangan yang besar perekonomian Jawa Timur walaupun secara kumulatif 
masih mendominasi perekonomian di Jawa Timur. 
 Kegiatan konsumsi di Jawa Timur meningkat terutama karena 
peningkatan konsumsi terutama konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat yang 
tercermin dari meningkatnya konsumsi masyarakat pada barang-barang eceran, 
jumlah konsumsi listrik rumah tangga dan penjualan kendaraan baru. Selain itu 
peningkatan konsumsi juga terjadi di konsumsi oleh pemerintah seiring dengan 
membaiknya kinerja belanja modal pemerintah, walaupun belanja pemerintah 
masih didominasi oleh belanja pegaawai. Dari pos investasi, kegiatan ini mampu 
tumbuh sebesar 7,70 persen. Kinerja sektor investasi di Jawa Timur yang relatif 
stabil lebih disebabkan tepat waktunya realisasi penanaman modal dalam negeri 
dan penanaman modal luar negeri yang telah disetujui sebelumnya. Dalam hal 
perdagangan internasional (ekspor dan impor) terus mengalamai perbaikan 
dalam hal kinerja. Untuk ekspor propinsi Jawa Timur mampu mengalami 
pertumbuhan sebesar 21,24 persen. Membaiknya ekspor Jawa Timur ini 
disebabkan membaiknya perekonomian dunia secara global serta naiknya harga 
beberapa komoditas ekspor Jawa Timur. Sama halnya yang terjadi pada impor di 
propinsi Jawa Timur. Impor di Jawa Timur mampu tumbuh sebesar 19,0 persen. 
Tumbuhnya sisi impor lebih banyak didominasi oleh impor barang modal dan 
juga sebagai akiba diberlakukannya perdagangan bebas seperti ACFTA (Asean 
China Free Trade Area). 
 Dari sisi penawaran, perekonomian di Jawa Timur masih didominasi oleh 
tiga sektor utama. Tiga sektor utama tersebut adalah sektor perdagangan hotel 
dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Apabila dilakukan 
kalkulasi, ketiga sektor tersebut mampu untuk menyumbang 75 persen terhadap 
PDRB Jawa Timur. Dari ketiga sektor tersebut, sektor industri pengolahan 
merupakan sektor yang paling tinggi sumbangannya terhadap PDRB Jawa timur. 
Sektor industri pengolahan di Jawa Timur tumbuh sebagai respon atas naiknya 
konsumsi masyarakat dan tercatat mengalami kenaikan sebesar 5,93 persen. 
 Sedangkan untuk sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan 
restoran mengalami penurunan kinerja jika dibandingkan dengan kinerja tahun 
yang telah lalu walaupun tetap menjadi penyumbang terbesar dalam 
pembentukan PDRB Jawa Timur. Kinerja sektor pertanian untuk tahun 2010 
tercatat mengalami penurunan menjadi hanya 1,5 persen dan untuk sektor 
perdagangan hotel dan restoran menurun kontribusinya menjadi hanya 9,74 
persen. Turunnya kinerja pertanian lebih disebabkan karena anomali cuaca yang 
terjadi sedangkan penurunan pada sektor perdagangan hotel dan restoran 
mengalami kemunduran karena berkurangnya transaksi perdagangan yang salah 
satunya dapat diamati dari kegiatan bongkar muat di terminal kontainer 
pelabuhan tanjung perak Surabaya dan kegiatan pariwisata di Jawa Timur. 
 Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur bila dilihat dalam hal penyerapan 
masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor primer ini mampu menyerap 
tenaga kerja di Jawa Timur sebesar 43 persen atau Tercatat 8,3 juta orang 
bekerja di sektor ini. Sektor perdagangan hotel dan restoran mampu menyerap 
tenaga kerja sebesar 20 persen atau mampu menyerap 3,8 juta orang dan sektor 
ini menempati tempat kedua. Tempat ketiga dalam hal penyerapan tenaga kerja 
di propinsi Jawa Timur adalah sektor industri pengolahan yang mampu menyerap 
tenaga kerja sebesar 13 persen atau mampu untuk meyerap tenaga kerja 
sebesar 2,5 juta orang. Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya mampu 
menyerap tenaga kerja kurang dari sepuluh persen. 
 Perekonomian di wilayah Bali tampaknya sedikit berbeda apabila 
dibandingkan dengan perekonomian secara nasional. Perekonomian nasional 
bila ditinjau dari sisi sektoral, banyak di didorong oleh sektor pertanian, namun di 
Bali, andil terbesar adalah sektor perdagangan hotel dan restoran. Sementara 
itu, bila dilihat dari sisi permintaan, konsumsi dan investasi adalah dua komponen 
utama yang mempunyai andil besar dalam pertumbuhan ekonomi di Bali. 
 Dari sisi permintaan, seluruh komponen perekonomian mampu tumbuh 
dengan pertumbuhan tertinggi adalah kompenen konsumsi pemerintah dan 
konsumsi rumah tangga. Konsumsi pemerintah mampu tumbuh 23,25 persen 
dan konsumsi rumah tangga mampu memberikan pertumbuhan sebesar 13,07 
persen. Jika dilihat dari andilnya terhadap pembentukan PDRB dari sisi 
permintaan, komponen konsumsi memiliki andil sebesar 60,52 persen. Selain 
konsumsi, komponen lain yang mampu memberikan andil yang tinggi adalah 
komponen investasi yang mampu memberi andil sebesar tiga persen.  
 Seperti telah diuraikan sebelumnya, sektor perdagangan hotel dan 
restoran adalah sektor yang memiliki share tertinggi yaitu 32 persen pada 
pembentukan PDRB. Hal ini bukanlah hal yang aneh bagi propinsi Bali. Bali 
adalah propinsi yang mengandalkan sektor pariwisata untuk “kelangsungan” 
ekonominya. Sektor kedua yang memiliki bagian terbesar kedua adalah sektor 
pertanian yang memiliki share sebesar 19,57 persen dan sektor terakhir yang 
memiliki share yang reltif tinggi adalah 13,97 persen. 
 Untuk perekonomian propinsi Nusa Tenggara Timur, pertumbuhan 
ekonominya didominasi oleh sektor perdagangan hotel dan restoran dan sektor 
jasa-jasa. Kondisi ini berlangsung sekitar dua sampai tiga tahun terakhir. 
Sebelumnya, sektor pertanian selalu mendominasi perekonomian di Nusa 
Tenggara Timur. Kombinasi kedua sektor tersebut mampu mendominasi 
pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur sebesar 83,44 persen. 
Sementara itu dari sisi penggunaan, perekonomian di Nusa Tenggara Timur 
banyak didominasi oleh kegiatan rumah tangga  
 Secara struktur ekonomi, kondisi ekonomi di Nusa Tenggara Timur 
tidaklah mengalami perubahan yang signifikan, walaupun telah terjadi perubahan 
tren dalam struktur perekonomian di propinsi ini. Dalam sepuluh tahun terakhir, 
perekonomian di Nusa Tenggara Timur lebih banyak bertopang pada tiga sektor 
utama, yaitu pertanian, perdagangan hotel dan restoran dan sektor jasa. Namun, 
bila dicermati lebih dalam, laju sektor pertanian memiliki kecenderungan untuk 
melemah dari tahun ke tahun. Umumnya di daerah atau propinsi lainnya apabila 
terjadi penurunan di sektor pertanian, maka akan diikuti oleh naiknya sektor 
industri pengolahan. Namun yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tidaklah 
demikian, sektor industri masih belum menunjukkan adanya peningkatan kinerja. 
Hal ini menunjukkan bahwa hasil pertanian di Nusa Tenggara Timur masih 
sangat minim mendapatkan sentuhan kreativitas industri dan hanya dijual 
langsung dalam bentuk mentah. 
 Konsumsi menjadi sumber utama penopang pertumbuhan ekonomi. 
Selain kontribusinya sangat dominan, peran komponen konsumsi dalam 
mendukung laju pertumbuhan juga sangat jelas terlihat. Kegiatan konsumsi 
rumah tangga lebih menonjol porsinya apabila dibandingkan dengan konsumsi 
oleh pemerintah. Dari investasi, walaupun belum terjadi peningkatan yang 
berarti, namun di propinsi Nusa Tenggara timur, terus menunjukkan kinerja yang 
positif.  
 Perekonomian regional propinsi Jawa Tengah akan menjadi pembahasan 
berikutnya. Secara umum perekonomian di Jawa Tengah dilihat dari sisi 
penggunaan masih didominasi oleh dua sektor utama. Sektor tersebut adalah 
konsumsi, baik itu konsumsi rumah tangga maupun konsumsi oleh sektor 
pemerintah dan investasi. Sementara itu, sektor industri pengolahan dan sektor 
perdagangan hotel dan restoran merupakan penyumbang utama dalam 
pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah apabila dilihat dari sisi sektoral. 
 Konsumsi rumah tangga di propinsi Jawa Tengah mengalami 
pertumbuhan sebesar enam persen apabila dibandingkan dengan konsumsi 
periode yang sama tahun 2010 yang lalu. Naiknya konsumsi masyarakat salah 
satunya bisa diukur dengan naiknya konsumsi energi. Konsumsi energi listrik dan 
konsumsi bahan bakar minyak terutama bahan bakar minyak jenis solar dan 
bensin mengalami kenaikan. Kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor 
juga menjadi salah satu indikasi naiknya konsumsi masyarakat Jawa Tengah. 
Semtara untuk konsumsi pemerintah, kenaikanya bisa dilihat dari percepatan 
program-program pemerintah dan pelaksanaan proyek-proyek infrastuktur seperti 
perbaikan kondisi jalan raya di wilayah pantura Jawa Tengah serta 
pembangunan jembatan pada beberapa tempat.  
 Dari sektor investasi, terdapat kenaikan jika dibandingkan periode yang 
sama tahun yang lalu. Investasi di Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar tujuh 
persen. Pertumbuhan pada sisi investasi di Jawa Tengah terlebih karena 
pelaksanaan pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh 
swasta. Proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan 
jalan tol semarang-solo, pembangunan jalan lingkar luar selatan (JLLS) Jawa 
Tengah, pembangunan waduk, pembangkit listrik, instalasi air bersih. Sedangkan 
pihak swasta diantaranya adalah pendirian pabrik-pabrik dan gedung-gedung 
perkantoran adalah hal yang membuat sisi investasi di Jawa Tengah tercatat 
mengalami pertumbuhan. Tingginya tingkat investasi yang terjadi di Jawa 
Tengah bisa tercermin dari naiknya konsumsi semen, naiknya jumlah pelanggan 
PLN kategori bisnis dan industri, kenaikan pembelian kendaraan bermotor jenis 
komersial seperti truk dan pick up di propinsi ini.  
  Dilihat dari sisi sektoral, semua sektor perekonomian di Jawa Tengah 
mengalami pertumbuhan yang positif dengan pertumbuhan yang cukup tinggi 
dialami oleh sektor angkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa, sektor industri 
pengolahan, dan sektor perdangan hotel dan restoran. Dari sisi pertumbuhan, 
sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan hotel dan restoran adalah 
sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam struktur PDRB propinsi 
Jawa Tengah.  
 Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. 
Tercatat mengalami pertumbuhan hampir enam persen. Iklim usaha yang 
mendukung, dan kondisi perekonomian yang mendukung, membuat sektor 
industri pengolahan berkembang di propinsi Jawa Tengah. Salah satu hal yang 
dapat dijadikan ukuran berkembangnya sektor industri pengolahan adalah 
naiknya penerimaan cukai rokok dari industri makanan, minuman dan tembakau, 
serta naiknya impor bahan baku industri di Jawa Tengah. 
 Sektor perdagangan hotel dan restoran juga merupakan sektor yang 
mampu memberikan sumbangan pada PDRB Jawa Tengah. Sektor ini mampu 
tumbuh sebsar delapan persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 
sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengatakan naiknya sektor 
pedagangan hotel dan restoran adalah naiknya indeks perdagangan eceran yang 
menunjukkan adanya tren peningkatan perdagangan di wilayah Jawa Tengah. 
Sementara untuk sub sektor hotel, peningkatan bisa terlihat dari naiknya tingkat 
hunian rata-rata hotel di wilayah Jawa Tengah. 
 Walaupun sektor pertanian di Jawa Tengah tidak termasuk dalam sektor 
yang mampu memberikan sumbangan dalam pembentukan PDRB, namun sektor 
pertanian adalah sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbanyak di 
propinsi ini. Sektor pertanian di Jawa Tengah mampu menyerap sekitar 36,05 
persen. Sektor perdangan hotel dan restoran dan sektor industri pengolah 
menempati urutan selanjutnya. Perdagangan, hotel dan restoran di  Jawa tengah 
mampu menyerap 20,92 persen tenaga kerja dan sekitar 18,22 persen tenaga 
kerja di Jawa Tengah bekerja di sektor industri pengolahan. 
 Perekonomian regional Jogjakarta akan menjadi bahasan setelah 
melakukan tinjauan terhadap perekonomian Jawa tengah. Pada sisi permintaan, 
pertumbuhan perekonomian Jogjakarta terutama didorong oleh kegiatan 
konsumsi oleh rumah tangga dan kegiatan investasi.  
 Konsumsi rumah tangga di Jogjakarta tumbuh sebesar 8,05 persen 
apabila dibandingkan dengan jumlah komsumsi pada periode yang sama tahun 
sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi naiknya konsumsi masyarakat di 
Jogjakarta adalah terutama karena naiknya pendapatan masyarakat dan naiknya 
peran perusahaan pembiayaan yang memberikan tingkat bunga yang relatif 
stabil dan dapat diterima oleh masyarakat. Indikator naiknya konsumsi rumah 
tangga di Jogjakarta adalah naiknya jumlah konsumsi masyarakat di hampir 
semua kelompok komoditi. Komoditi yang terutama mengalami kenaikan adalah 
komoditi bahan konstruksi dari logam, alat tulis, bahan konstruksi dari tanah liat, 
dan kelompok makanan minuman.  
 Investasi di Jogjakarta mampu tumbuh sebesar 3,55 persen jika 
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspansi investasi 
di propinsi Jogjakarta terjadi karena pembangunan beberapa proyek infrastuktur 
yang terkait dengan proses rehabilitasi pasca letusan gunung merapi dan 
pembangunan beberapa sarana pariwisata seperti hotel dan sarana lainnya. 
 Dalam hal penyerapan tenaga kerja propinsi Jogjakarta mengandalkan 
sektor pertanian dan sektor perdagangan hotel dan restoran. Sektor pertanian di 
Jogjakarta mampu meenyerap tenaga kerja sebesar 24,3 persen. Sektor 
perdagangan hotel dan restoran adalah sektor yang paling banyak menyerap 
tenaga kerja di Jogjakarta. Perdagangan hotel dan restoran secara kumulatif 
mampu menyerap tenaga kerja sebesar 26 persen pekerja di propinsi ini. 
Sementara itu, sektor lainnya yang kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja di 
Jogjakarta cukup banyak adalah sektor jasa-jasa (sebesar 21,8 persen) dan 
sektor industri pengolahan yang mempu memperkerjakan sebanyak 14,2 persen 
tenaga kerja di Jogjakarta.  
 Untuk propinsi Nusa Tenggara Barat, perekonomian regionalnya akan 
menjadi bahasan berikutnya. Secara umum perekonomian di Nusa Tenggara 
Barat dari sisi penawaran atau dari sisi sektoral banyak dipengaruhi oleh 
perkembangan sektor pertanian dan sektor perdagangan hotel dan restoran. 
Sementara dari sisi permintaan, perekonomian Nusa Tenggara Barat banyak 
didukung sektor konsumsi yang mampu memberikan sumbangan positif terbesar. 
  Kegiatan konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Barat meningkat seiring 
dengan membaiknya tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat 
dengan naiknya pendapatan masyarakat. Naiknya konsumsi masyarakat bisa 
dilihat dari beberapa indikator, salah satunya naiknya konsumsi listrik PLN dan 
naiknya jumlah penjualan kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Barat. 
Konsumsi masyarakat secara umum naik 5,29 persen apabila dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun sebelumnya. 
 Sementara untuk sektor investasi, terjadi perkembangan dibandingkan 
dengan periode sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai 
bahwa investasi mengalami kenaikan adalah meningkatnya konsumsi semen di 
propinsi ini. Kegiatan investasi di Nusa Tenggara Barat secara umum 
menunjukkan kenaikan sebesar 0,69 persen.  
 Dari sisi penawaran, sektor yang mampu menunjukkan kinerja positif dan 
memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara 
Barat adalah sektor pertanian dan sektor perdangan hotel adn restoran. Masing-
masing sektor mampu memberikan sumbangan sebesar 1,63 persen dan 0,70 
persen. Struktur perekenomian di Nusa Tenggara Barat masih belum bergeser 
dan masih didominasi oleh tiga sektor utama yang mampu menguasai 65,64 
persen pangsa dari keseluruhan PDRB di Nusa Tenggara Barat. Ketiga sektor 
tersebut adalah sektor pertambangan (memiliki pangsa 29,24 persen), sektor 
pertanian (memiliki pangsa 20,74 persen) dan sektor perdagangan hotel dan 
restoran yang memiliki pangsa 14,95 persen. 
 Dalam hal ketenagakerjaan terutama dilihat dari sisi penyerapan tenaga 
kerja di Nusa Tenggara Barat, hampir setengah pekerja bekerja di sektor 
pertanian. Sektor ini mampu menyerap 46,93 persen. Posisi kedua dalam hal 
penyerapan tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat adalah sektor perdagangan 
hotel dan restoran yang mampu mempekerjakan sebesar 19,87 persen dan 
sektor terakhir yang mampu menyerap lebih dari sepuluh persen tenaga kerja 
adalah sektor jasa-jasa yang mampu menyerap 13,51 persen tenaga kerja. 
Sebagian besar penduduk bekerja pada lapangan kerja yang bersifat informal 
(sekitar 77,24 persen) sedangkan sisanya atau 22,76 persen bekerja pada 
lapangan kerja yang bersifat formal.  
 Sesudah membahas wilayah regional II, wilayah regional berikutnya yang 
akan dibahas dalam tulisan ini adalah wilayah regional III atau untuk propinsi-
propinsi di pulau kalimantan. Hasil penghitungan dapat disajikan dalam tabel 
berikut 
 Dari tabel 5.6 dapat dilihat, Propinsi Kalimantan Tengah dan propinsi 
Kalimantan Timur adalah propinsi yang dinyatakan signifikan secara statistik 
sedangkan propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan adalah propinsi 
yang tidak signifikan secara statistik.  
 Efek individual dari masing-masing propinsi yang signifikan bisa 
dijelaskan berikut ini: propinsi Kalimantan Tengah memiliki efek individual 
sebesar 9,71 persen pada variabel pengangguran bila terjadi perubahan pada 
variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan, inflasi dan investasi. Propinsi 
Kalimantan Timur memiliki efek individual sebesar 16,03 persen bila terjadi 
perubahan pada variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan, investasi dan 
inflasi. Dampak yang ditimbulkan karena perubahan pada variabel; investasi, 
inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap tingkat 
pengangguran di propinsi-propinsi ini memiliki perbedaan dengan dampak yang 
terjadi pada propinsi yang dijadikan acuan, yaitu propinsi Papua Barat.  
 Sementara itu untuk propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan 
yang tidak signifikan secara statistik, mempunyai efek individual yang sebesar 
11,25 persen pada variabel tingkat pengangguran apabila terjadi perubahan 
pada pertumbuhan ekonomi, pendidikan, inflasi dan investasi. Dampak yang 
ditimbulkan karena perubahan pada variabel; investasi, inflasi, pertumbuhan 
ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di propinsi-
propinsi ini tidak memiliki perbedaan dengan dampak yang terjadi pada propinsi 
yang dijadikan acuan, yaitu propinsi Papua Barat.  
 Karakteristik perekonomian di wilayah pulau Kalimantan yang banyak 
didominasi oleh aktivitas perekonomian di bidang pertanian dan perkebunan 
terutama perkebunan kelapa sawit, pertambangan terutama pertambangan 
minyak dan gas serta pertambangan batu bara. Pada kawasan pulau Kalimantan 
bagian utara, perekonomian juga dipengaruhi oleh aktivitas perbatasan 
Indonesia dengan Malaysia. Pada kawasan perbatasan, umumnya 
perekonomian digerakkan oleh sektor perdagangan. 
  Propinsi Kalimantan Timur yang merupakan propinsi terkaya di 
Indonesia, jika diukur dari Produk Domestik Regional Bruto nominal tahun 2010 
sebesar 105.493,7 milyar rupiah atas dasar harga konstan tahun 2000. Angka ini 
adalah pdrb tertinggi di luar pulau Jawa. Perekonomian Kalimantan Timur, selain 
didorong oleh aktivitas pertambangan, juga didorong oleh peningkatan di sektor 
perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan dan jasa keuangan. 
  Dilihat dari penyerapan tenaga kerja, propinsi Kalimantan Timur banyak 
bergantung pada sektor tersier untuk mengarangi pengangguran di propinsi ini. 
Kelompok terseier yang terdiri dari sektor perdagangan, transportasi, keuangan 
dan jasa ini mampu meyerap tenaga kerja sebesar 23,67 persen. Kelompok 
sekunder yang terdiri dari sektor industri, listrik, gas dan air minum dan bangunan 
mampu untuk menyerap angkatan kerja sebesar 3,97 persen dan kelompok 
primer yang didalamnya termasuk sektor pertanian, pertambangan dan 
penggalian mampu untuk menyerap 1,49 persen.  
 Dalam perekonomian regional Kalimantan Tengah, tampaknya tidak 
terlalu berbeda jauh bila dibandingkan dengan perekonomian nasional. Dari sisi 
penggunaan, perekonomian di Kalimantan Tengah lebih banyak didominasi oleh 
komponen konsumsi terlebih komponen konsumsi rumah tangga dan komponen 
investasi. Dengan demikian, bila dibandingkan dengan komponen-komponen 
lainnya konsumsi rumah tangga masih menjadi motor penggerak. Dari sisi 
penawaran, perekonomian banyak didominasi oleh sektor pertanian dan sektor 
perdagangan hotel dan restoran dan tentu saja sektor pertambangan dan 
penggalian yang mencatatkan diri sebagai sektor mampu melakukan ekspansi 
tertinggi pada tahun kemarin. 
 Dalam laporannya, Bank Indonesia kantor Palangka Raya, menyebutkan 
bahwa komponen konsumsi rumah tangga adalah penyumbang yang cukup 
besar dalam perekonomian propinsi Kalimantan Tengah. Kontribusi konsumsi 
masyarakat terhadap laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,87 persen. 
Komponen investasi di Kalimantan Tengah mampu menyumbang 5,03 persen 
dalam pertumbuhan ekonomi.  
 Dalam hal penyerapan tenaga kerja, di propinsi Kalimantan Tengah, 
sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja terbanyak di propinsi ini. Lebih 
dari setengah pekerja di Kalimantan Tengah atau tepatnya 56,60 persen. 
Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan hotel dan restoran yang mampu 
menyerap 13,67 persen. Sedangkan sektor jasa-jasa kemasyarakatan bisa 
memberikan kontribusi sebesar 12,57 persen dalam hal penyerapan tenaga 
kerja. Sektor-sektor lain hanya mampu menyerap tenaga kerja kurang dari 
sepuluh persen. 
 Berikutnya akan dipaparkan tinjauan ringkas mengenai perekonomian di 
Kalimantan Barat dan juga sekilas konsdidi ketenagakerjaannya yang diwakili 
oleh penyerapan tenaga kerja. Untuk perekonomian propinsi Kalimantan Barat 
bila dilihat dari sisi permintaan, komponen yang dominan dalam pembentukan 
PDRB Kalimantan Barat adalah komponen pengeluaran (konsumsi) rumah 
tangga, ekspor dan investasi. Masing-masing komponen tersebut memiliki 
pangsa sebesar 54,34 persen untuk konsumsi rumah tangga, 32,37 persen untuk 
komponen ekspor dan komponen investasi mampu memberikan sumbangan 
sebesar 27,72 persen. Sementara itu dari sisi sektoral perekonomian Kalimantan 
Barat, perekonomian ditopang oleh sektor pertanian, sektor angkutan dan 
komunikasi, sektor perdagangan hotel dan restoran. Masing-masing sektoral 
tersebut mampu memberikan sumbangan sebesar 1,10 persen, 0,95 persen dan 
0,75 persen secara berturut-turut. 
 Dalam hal penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Barat, sektor pertanian 
masih menjadi andalan untuk mengurangi pengangguran di propinsi tersebut. 
Kondisi ini dikarenakan lebih dari setengah pekerja di Kalimantan Barat bekerja 
pada sektor pertanian. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 63 
persen. Sektor lain yang mampu memberikan kontribusi yang tidak sedikit adalah 
sektor perdagangan hotel dan restoran yang mampu menyerap tenaga kerja 
berkisar 14 pesen. Posisi terakhir dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan 
Barat adalah sektor jasa yang mampu memberikan kontribusi sebesar 11 persen. 
Selebihnya, sektor-sektor lain hanya mampu menyerao tenaga kerja kurang dari 
sepuluh persen.  
 Berikutnya yang akan menjadi bahasan adalah propinsi Kalimantan 
Selatan. Propinsi yang beribu kota di Samarinda ini perekonomian dari sisi 
permintaan terutama didominasi oleh komponen konsumsi terutama untuk 
konsumsi pemerintah. Konsumsi oleh pemerintah meningkat 8,74 persen dan 
konsumsi rumah tangga mampu mencatat kenaikan berkisar enam persen 
apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. 
Menguatnya konsumsi baik itu konsumsi pemerintah ataupun konsumsi rumah 
tangga terindikasi dari naiknya konsumsi masyarakat terutama untuk barang-
barang yang bersifat barang tahan lama seperti kendaran bermotor terutama 
penjualan kendaran jenis sepeda motor. 
 Sementara untuk komponen yang lain seperti investasi dan ekspor impor 
juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi perekonomian Kalimantan 
Selatan. Untuk komponen investasi, mampu mengalami pertumbuhan sebesar 
7,78 persen dan sektor ekspor mengalami kontraksi sebesar 7,99 persen. 
Walaupun sektor ekspor mengalami perlambatan, namun perlambatan ini masih 
lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 
mengalami perlambatan sebesar 37,4 persen. 
 Dari sisi penawaran, perekonomian Kalimantan Selatan masih didominasi 
oleh sektor pertanian, walaupun untuk periode tahun 2010, sektor perdagangan 
hotel dan restoran adalah sektor yang mampu mengalami pertumbuhan tertinggi. 
Perdagangan hotel dan restoran mampu tumbuh sebesar 7,90 persen 
sedangkan untuk sektor pertanian mampu tumbuh sebesar 3,48 persen. 
Sedangkan sektor pertambangan, mengalami perlambatan sebesar empat 
persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.  
 Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan bila ditinjau dari sisi 
penyerapan tenaga kerja lebih banyak didominasi oleh sektor pertanian. Sebesar 
42 persen pekerja di Kalimantan Selatan bekerja pada sektor primer (pertanian, 
perkebunan dan perikanan) ini. Kondisi ini sejalan dengan mendominasinya 
sektor pertanian terutama dari sektor perkebunan kelapa sawit. Untuk tempat 
kedua adalah sektor perdagangan hotel dan restoran yang mampu menyerap 
tenaga kerja sebanyak 20 persen dan sektor jasa-jasa mampu menyerap tenaga 
kerja sebesar 16 persen. Selain ketiga sektor tersebut, hanya mampu menyerap 
tenaga kerja kurang dari sepuluh persen tenaga kerja di Kalimantan Selatan. 
 Dari tabel 5.6 dapat dilihat bahwa dari enam propinsi yang ada di pulau 
Sulawesi, hanya terdapat dua propinsi yang signifikan secara statistik. Kedua 
propinsi tersebut adalah propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat. Sedangkan 
keempat propinsi lainnya di pulau Sulawesi yaitu propinsi Gorontalo, Sulawesi 
tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara tidak signifikan secara statistik. 
 Dari penghitungan, efek individual untuk propinsi Sulawesi Utara adalah 
sebesar 16,42 persen pada variabel pengangguran apabila terjadi perubahan 
pada variabel-variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan, inflasi dan investasi. 
Sementara itu, propinsi Sulawesi Barat memiliki efek individual pada variabel 
pengangguran sebesar 8,96 persen bila terjadi perubahan pada variabel-variabel 
pertumbuhan ekonomi, pendidikan, inflasi dan investasi. Dampak yang 
ditimbulkan karena perubahan pada variabel; investasi, inflasi, pertumbuhan 
ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di propinsi-
propinsi ini memiliki perbedaan dengan dampak yang terjadi pada propinsi yang 
dijadikan acuan, yaitu propinsi Papua Barat.  
 Untuk propinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan 
Sulawesi Tenggara masing-masing memiliki efek sebesar 11,25 persen pada 
variabel pengangguran apabila terjadi perubahan pada pertumbuhan ekonomi, 
pendidikan, inflasi dan investasi. Dampak yang ditimbulkan karena perubahan 
pada variabel; investasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan 
terhadap tingkat pengangguran di propinsi-propinsi ini tidak memiliki perbedaan 
dengan dampak yang terjadi pada propinsi yang dijadikan acuan, yaitu propinsi 
Papua Barat.  
 Dalam pembangunan ekonomi di wilayah Sulawesi, sebagian besar 
disumbangkan oleh sektor pertanian. Dari data BPS menyebutkan dalam kurun 
waktu antara 2000 hingga 2009 sumbangan sektor pertanian terhadap 
perekonomian mencapai angka 34 persen. Sedangkan sektor kedua yang 
menjadi penyumbang kedua terbesar di wilayah ini adalah sektor perdagangan, 
hotel dan restoran yang mampu menyumbang pembangunan ekonomi di wilayah 
Sulawesi sebesar 14,30 persen per tahun. Angka ini dperkirakan akan terus 
mengalami kenaikan di masa-masa mendatang. Selain itu, sektor yang memiliki 
kontribusi dalam pembangunan di Sulawesi adalah sektor jasa yang mampu 
memberikan kontribusi sebesar 13,71 persen dan sektor industri pengolahan 
atau manufaktur memiliki kontribusi sebesar 10,73 persen. Sektor-sektor 
ekonomi lain yang tidak disebutkan memiliki kontribusi kurang dari sepuluh 
persen pada perekonomian wilayah Sulawesi. 
 Apabila dilihat lebih spesifik pada propinsi yang signifikan dalam 
penelitian ini, yaitu propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat, kedua propinsi 
ini bukanlah propinsi “utama” pada pulau Sulawesi ini. Bila dilihat dari pdrb atas 
dasar harga konstan, pdrb Sulawesi Utara sebesar 16.638,9 milyar rupiah dan 
propinsi Sulawesi Barat sebesar 4.106 milyar rupiah. Angka-angka ini jauh lebih 
kecil jika dibandingkan dengan propinsi Sulawesi Selatan yang bisa dikatakan 
sebagai motor di wilayah Sulawesi. PDRB pada periode yang sama untuk 
Sulawesi Selatan sebesar 47.314 milyar rupiah.  
  Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara sebenarnya memiliki 
karakteristik yang sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dilihat dari 
penggunaannya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara banyak didorong oleh 
konsumsi, baik konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah maupun konsumsi 
yang dilakukan oleh rumah tangga. Seperti telah diulas sebelumnya, 
perekonomian Sulawesi banyak ditopang oleh sektor pertanian, demikian halnya 
dengan Sulawesi Utara. Sebagian besar penduduk Sulawesi Utara bekerja pada 
bidang perkebunan terutama perkebunan kelapa, cengkih dan pala yang menjadi 
produk andalan propinsi ini. Khusus untuk tahun 2010, perekonomian Sulawesi 
Utara juga didorong oleh sektor pariwisata yang mulai muncul di propinsi ini. 
Pariwisata Sulawesi Utara mulai mucul sebagai penggerak ekonomi terlebih 
sejak diadakan banyak acara yang terkait dengan pariwisata dan lebih 
dikenalnya kawasan bunaken di Sulawesi Utara (Bank Indonesia, 2011). 
 Dalam hal ekonomi ketenagakerjaan, untuk penyerapan tenaga kerja, 
Sulawesi Utara mengandalkan sektor primer (perkebunan, pertanian, kehutanan, 
perburuan dan perikanan). Angkatan kerja yang terserap di sektor primer ini 
sebanyak 34,93 persen. Sektor lain yang menjadi penyerap tenaga kerja di 
Sulawesi Utara adaah sektor perdagangan (perdagangan, rumah makan, dan 
jasa akomodasi), yaitu sebesar 19,24 persen. Untuk propinsi Sulawesi Barat, 
tidak banyak yang bisa diungkapkan mengingat propinsi ini adalah propinsi baru 
sehingga data-data tidak mencukupi. 
 Berikut akan disajikan kilasan ringkasan  perekonomian regional propinsi 
Sulawesi Selatan. Secara umum perekonomian di propinsi Sulawesi Selatan 
tidak terlalu berbeda dengan perekonomian nasional. Dari sisi permintaan, 
pertumbuhan perekonomian banyak ditopang oleh pertumbuhan pada komponen 
investasi dan konsumsi, baik itu konsumsi pemerintah maupun konsumsi rumah 
tangga atau swasta. Pada sisi sebaliknya, perekonomian Sulawesi Selatan bila 
dilihat dari sisi penawaran atau sektoral, sektor utama yang mendorong 
perekonomian di propinsi Sulawesi Selatan adalah sektor pertanian, 
perdagangan hotel dan restoran, angkutan komunikasi dan yang terakhir adalah 
sektor jasa-jasa. 
 Sektor investasi di Sulawesi Selatan menjadi penopang dalam 
perekonomian di Sulawesi Selatan. Dalam pembentukan PDRB, komponen 
investasi mampu menjadi penyumbang terbesar yaitu sebesar 4,51 persen. 
Sementara itu, walaupun mengalami pertumbuhan yang melambat, komponen 
konsumsi (gabungan antara konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga) 
juga mampu memberikan andil dalam pembentukan PDRB sebesar 3,26 persen. 
Untuk komponen ekspor bersih, justru memberikan andil yang negatif. 
Komponen ini tercatat pada angka negatif 0,72 persen.  
 Perekonomian propinsi Sulawesi Selatan bila dilihat dari sisi penawaran, 
perekonomian Sulawesi Selatan didominasi dengan sektor pertanian. Sektor ini 
mampu memberikan sumbangan pada pertumbuhan PDRB dari sisi penawaran 
sebesar 3,02 persen dan juga mampu memberikan pertumbuhan sebesar 11,52 
persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya 
(2010). Pertumbuhan tertinggi secara sektoral di propinsi Sulawesi Selatan 
dicapai oleh sektor angkutan dan komunikasi. Sektor ini mampu tumbuh sebesar 
13,11 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor ini juga memberikan 
kontribusi terhadap PDRB sebesar 1,14 persen. Walaupun mencatatkan 
pertumbuhan yang tertinggi, namun sektor angkutan komunikasi masih di bawah 
sektor perdagangan hotel dan restoran yang bisa memberikan andil dalam 
perekonomian di Sulawesi Selatan sebesar 1,93 persen. Adapun sektor yang 
justru memberikan sumbangan negatif adalah sektor pertambangan dan galian 
yang tercatat negatif 1,25 persen.  
 Dalam hal penyerapan tenaga kerja di propinsi Sulawesi Selatan, masih 
senada dengan perekonomiannya. Apabila dari sisi penawaran, perekonomian 
Sulawesi Selatan didominasi oleh sektor pertanian, maka dalam hal penyerapan 
tenaga kerja juga didominasi oleh sektor primer ini. Hampir sebagian dari pekerja 
di Sulawesi Selatan bekerja di sektor pertanian ini. Sektor ini mampu menyerap 
47 persen tenaga kerja. Angka ini sebenarnya mengalami penurunan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat di angka 50 persen. 
Penurunan ini disebabkan bergesernya tenaga kerja dari sektor pertanian ke 
sektor lainnya terutama sektor jasa. Sektor jasa sendiri mampu menaikkan 
kontribusinya dari 12 persen di tahun lalu menjadi 18 persen. Sektor lain yang 
mampu menyerap tanaga kerja dengan persentase yang sama dengan sektor 
jasa adalah sektor perdagangan hotel dan restoran. Sedangkan untuk sektor-
sektor lainnya hanya mampu menyerap tenaga kerja kurang dari sepuluh persen. 
 Selanjutnya, perekonomian propinsi Sulawesi Tengah akan dibahas 
sekilas. Perekonomian secara umum di Sulawesi Tengah secara umum banyak 
disumbang oleh komponen konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi 
pemerintahan. Apabila perekonomian dilihat dari sisi penawaran, perekonomian 
banyak didominasi oleh sektor primer atau sektor pertanian. Sektor lainnya yang 
mampu memberikan peran dalam pembangunan di Sulawesi Tengah adalah 
sektor jasa-jasa.  
 Komponen konsumsi masih merupakan pendorong utama perekonomian 
di Sulawesi Tengah bila dilihat dari permintaan. Apabila komponen konsumsi ini 
lebih diperjelas, maka konsumsi dapat dibagi menjadi konsumi yang dilakukan 
oleh lembaga swasta nirlaba dan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah serta 
konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga. Komponen lain yang mampu 
memberikan share pada pertumbuhan di Sulawesi Tengah adalah komponen 
investasi. Jadi bisa disimpulkan, pertumbuhan di Sulawesi Tengah masih 
bersumber dari tiga komponen utama yaitu konsumsi rumah tangga sebesar 
57,09 persen, komponen investasi sebesar 20,44 persen dan komponen 
konsumsi yang  dilakukan oleh pemerintah sebesar 18,19 persen. 
 Dari sisi penawaran atau dari sisi sektoral, perekonomian di Sulawesi 
Tengah didominasi oleh sektor pertanian. Sektor primer ini dalam pembentukan 
PDRB mampu memberikan kontribusi sebesar empat persen. Pada posisi kedua, 
terdapat sektor jasa-jasa yang mampu memberikan andil sebesar 1,41 persen. 
Selanjutnya sektor perdagangan hotel dan restoran dan sektor bangunan. Untuk 
sektor perdagangan hotel dan restoran bisa memberikan sumbangan sebesar 
1,19 persen dan sektor bangunan mampu memberikan andil dalam 
pembentukan PDRB Sulawesi Tengah sebesar 1,08 persen. Sektor-sektor 
lainnya hanya mampu memberikan kontribusi kurang dari satu persen dalam 
pembentukan PDRB. 
 Perekonomian Sulawesi Tengah yang didominasi oleh sektor pertanian 
juga nampak dalam hal penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tengah. Sektor 
pertanian mampu menyerap lebih dari setengah angkatan kerja di Sulawesi 
Tengah. Sektor primer ini bisa menyerap 50,3 persen tenaga kerja. Walaupun 
angka yang tercatat sangat tinggi, namun ini sebenarnya mengalami penurunan. 
Di periode yang sama tahun 2010, penyerapan tenaga kerja di sektor primer atau 
pertanian sebesar 57 persen. Terdapat indikasi bahwa sebagian tenaga kerja di 
sektor pertanian itu beralih ke sektor jasa-jasa. Sektor jasa-jasa mampu 
menyerap tenaga kerja sebesar 18,7 persen dan mengalami kenaikan dari tahun 
sebelumnya yang mampu menyerap tanaga kerja sebesar 15 persen. Sementara 
itu, sektor perdagangan hotel dan restoran mampu menyerap tenaga kerja 
sebesar 13,2 persen. Sama halnya dengan sektor pertanian, sektor ini juga 
mengalami penurunan dalam hal penyerapan tenaga kerja. Pada periode yang 
sama tahun sebelumnya, perdagangan hotel dan restoran mampu menyerap 
tenaga kerja sebesar 14,1 persen. Untuk sektor-sektor lainnya hanya mampu 
menyerap tenaga kerja kurang dari sepuluh persen.  
 Perekonomian selanjutnya yang akan dibahas adalah perekonomian 
propinsi Sulawesi Tenggara. Secara umum perekonomian di Sulawesi Tenggara 
dari sisi penggunaan didominasi oleh dua komponen utama. Kedua komponen 
utama tersebut adalah komponen konsumsi dan komponen investasi. Pada sisi 
lainnya, perekonomian Sulawesi Tenggara banyak didominasi oleh sektor 
pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan hotel dan restoran dan 
sektor bangunan. Sektor-sektor ini yang mencatatkan pertumbuhan terbesar di 
propinsi Sulawesi Tenggara. 
 Dilihat dari penggunaan, perekonomian di Sulawesi Tenggara banyak 
ditopang oleh pertumbuhan pada komponen investasi dan konsumsi. Komponen 
investasi mampu memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB di Sulawesi 
Tenggara sebesar 4,63 persen dan mampu untuk tumbuh sebesar 15,74 persen 
bila dibandingkan dengan periode yang sama setahun yang lalu. Komponen 
investasi ini mampu menggeser dominasi komponen konsumsi yang selama ini 
menjadi motor penggerak perekonomian di Sulawesi Tenggara. Adapun 
komponen konsumsi mampu memberikan kontribusi sebesar 3,61 persen. 
Sedangkan kedua komponen lainnya yatiu pemerintah dan ekspor netto justru 
memberikan kontribusi negatif terhadap perekonomian Sulawesi Tenggara. 
Komponen pemerintah tercatat negatif 0,01 persen dan komponen ekspor netto 
negatif 0,85 persen.  
 Dari sisi sektoral, perekonomian di sektor yang memiliki pertumbuhan 
tertinggi adalah sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan sektor 
bangunan. Sementara apabila dilihat dari kontribusinya pada pembentukan 
PDRB, kontribusi terbesar pada sektor pertambangan sebesar 1,72 persen, 
sektor perdagangan hotel dan restoran yang mampu memberikan sumbangan 
sebesar 1,63 dan sektor bangunan mampu memberikan andil pada 
pembentukan PDRB sebesar 1,27 persen. 
 Kondisi yang berbeda bila perekonomian Sulawesi Tenggara dilihat 
dalam hal ketenagakerjaan. Bila dalam sektoral, perekonomian Sulawesi 
Tenggara banyak ditopang dari sektor pertambangan, maka dalam hal 
penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian adalah sektor yang menjadi andalan 
di propinsi Sulawesi Tenggara ini. Sektor primer ini mampu menyerap tenaga 
kerja terbanyak di Sulawesi Tenggara atau berkisar 49,2 persen. Penyerap 
tenaga kerja selanjutnya adalah sektor jasa-jasa yang mampu menampung 17 
persen tenaga kerja. Sektor perdagangan hotel dan restoran mampu 
memberikan kontribusi sebesar 15,88 persen dalam hal penyerapan tenaga kerja 
di Sulawesi Tenggara. 
 Masih di pulau Sulawesi, perekonomian selanjutnya yang akan dibahas 
adalah propinsi Gorontalo. Propinsi ini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda 
dengan karakteristik propinsi-propinsi lainnya di Indonesia. Pertumbuhan 
ekonomi bila dilihat dari sisi permintaan, masih didominasi oleh komponen 
konsumsi terutama komponen konsumsi rumah tangga. Sementara itu apabila 
dari sisi penawaran, perekonomian propinsi Gorontalo banyak didorong oleh 
sektor pertanian dengan komoditas unggulan propinsi ini berupa pertanian 
tanaman pangan, terutama jagung dan padi.  
 Konsumsi rumah tangga di propinsi gorontalo mampu memberikan 
sumbangan positif pada perekonomian disaat komponen lainnya mengalami 
kemunduran atau kontraksi. Komponen yang mengalami kontraksi pada 
perekonomian di propinsi Gorontalo adalah komponen perdagangan 
internasional yang tercermin dari aktivitas ekspor dan impor. Merosotnya kinerja 
ekdpor terutama didorong oleh menurunna aktivitas ekspor kopra ke luar negeri. 
Turunnya harga kopra di pasaran internasional menyebabkan para pelaku usaha 
kopra di Gorontalo menghentikan penjualan kopra ke luar negeri. Komoditas 
ekspor lainnya yang mengalami kinerja negatif adalah komoditas ikan. Ekspor 
ikan menurun karena kurangnya pasokan ikan karena cuaca yang buruk, serta 
adanya persaingan dari luar negeri seperti China dan Vietnam.  
 Kondisi perekonomian di propinsi Gorontalo bila dilihat dari sisi 
penawaran lebih banyak didominasi oleh sektor primer terutama sektor pertanian 
tanaman pangan berupa tanaman jagung dan padi. Walaupun sektor ini masih 
mendominasi perekonomian di Gorontalo, namun persentasenya terus 
mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain 
karena; rusaknya bendungan yang menyebabkan turunnya produksi pertanian 
pangan hingga 75 persen, kondisi alam yang tidak bersahabat sepanjang tahun 
yang menyebabkan luapan air sunga dan banjir bandang yang meyebabkan 
pertanian padi gagal panen.  
 Kondisi ketenagakerjaan di propinsi Gorontalo tidak jauh berbeda dengan 
melihat perekonomian Gorontalo dari sisi penawaran. Penyerapan tenaga kerja 
di propinsi Gorontalo didominasi oleh penyerapan tenaga kerja pada sektor 
pertanian. Di sektor ini hampir setengah penduduk Gorontalo (41 persen). 
Sementara sektor jasa-jasa kemasyarakatan mampu menyerap tenaga kerja 
sebesar 19 persen. Sektor perdagangan hotel dan restoran adalah sektor lainnya 
yang mampu menyerap tenaga kerja lebih dari sepuluh persen penduduk di 
Gorontalo. Pada sektor ini, tercatat 14 persen penduduk di propinsi ini bekerja 
pada sektor perdagangan hotel dan restoran. 
 Melihat data yang disajikan dalam tabel 5.6, untuk wilayah timur 
Indonesia, terdapat dua propinsi yang signifikan secara statistik dan dua propinsi 
yang tidak signifikan. Dua propinsi yang dimaksud adalah Maluku dan Papua 
Barat. Sedangkan propinsi Maluku Utara dan Papua tidak signifikan secara 
statistik. 
 Berdasarkan penghitungan yang ada di tabel 5.6 di atas, dapat diketahui 
efek individual dari masing-masing propinsi yang signifikan. Untuk propinsi 
Maluku, efek individual adalah sebesar 16,97 persen pada variabel tingkat 
pengangguran apabila terjadi perubahan pada variabel pertumbuhan ekonomi, 
pendidikan, inflasi dan investasi. Untuk propinsi Maluku, dapat juga diartikan 
bahwa terdapat perbedaan dalam hal efek atau dampak yang ditimbulkan pada 
tingkat pengangguran bila terjadi perubahan pada variabel investasi, inflasi, 
pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan, dengan efek yang terjadi pada 
propinsi acuan atau propinsi Papua Barat. Sementara untuk propinsi Papua 
Barat yang dalam penelitian ini dijadikan acuan, memiliki efek individual yang 
sama dengan angka konstanta yang dihasilkan dari persamaan 4.4. Efek 
individual untuk propinsi Papua Barat adalah sebesar 11,25 persen pada variabel 
pengangguran apabila terjadi perubahan pada variabel pertumbuhan ekonomi, 
pendidikan, inflasi, dan investasi.  
 Propinsi Maluku Utara dan Papua yang tidak signifikan secara statistik, 
akan memiliki efek individual yang sama dengan efek individual yang terjadi di 
Papua Barat dan propinsi-propinsi lainnya yang tidak signifikan, yaitu sebesar 
11,25 persen. 
 Karakter ekonomi nasional, dimana sektor konsumsi rumah tangga dan 
konsumsi pemerintah menjadi motor penggerak, juga terjadi di propinsi Maluku. 
Menurut data yang disampaikan oleh BPS, konsumsi pemerintah mampu 
memberikan kontribusi sebesar 10,42 persen dan konsumsi pemerintah mampu 
memberikan kontribusi sebesar 8,46 persen. Apabila PDRB propinsi Maluku 
dilihat dari sisi penawaran (PDRB sektoral), perekonomian di propinsi Maluku 
banyak ditopang oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, 
serta sektor jasa. Sektor-sektor inilah yang menjadi penggerak utama 
perekonomian di Maluku. Secara perekonomian memang bisa dikatakan bahwa 
wilayah regional ini masih tertinggal dibandingkan dengan kawasan Indonesia 
bagian timur lainnya (Bank Indonesia, 2011). 
 Dalam hal penyerapan tenaga kerja, propinsi Maluku masih sama dengan 
sebagian besar propinsi-propinsi lainnya di Indonesia, yaitu mengandalka sektor 
primer dan sektor tersier. Sektor pertanian mampu untuk menyerap angkatan 
kerja dengan proporsi sebesar 50,43 persen. Sementara itu sektor tersier yang 
terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, mampu untuk menyerap 
angkatan kerja sebesar 14,26 persen. Sektor sekunder yang terdiri dari sektor 
industri manufaktur, sektor listrik, gas, dan air bersih, dan sektor bangunan hanya 
mampu memberikan kontribusi kurang dari 15 persen dalam hal penyerapan 
tenaga kerja di propinsi Maluku. 
 Sama halnya dengan propinsi Sulawesi Barat, propinsi Papua Barat 
adalah propinsi hasil pemekaran dari Papua sejak adanya otonomi khusus 
Papua tahun 2000-an. Tidak banyak yang bisa diulas dari Papua Barat 
mengingat keterbatasan data yang ada. Namun, apabila keadaan umum Papua 
Barat dipersamakan dengan kondisi di propinsi Papua, maka perekonomian 
Papua Barat akan tergantung dari sektor pertambangan. Dari data BPS, hal 
menarik tentang Papua adalah sangat berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi di 
wilayah ini. Dari kurun waktu 2000 hingga tahun 2010, rata-rata pertumbuhan 
ekonomi Papua sebesar 2,01 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi 
dicapai pada tahun 2005 yaitu sebesar 26,40 persen dan pertumbuhan ekonomi 
terendah terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar minus 22,53 persen. Apabila 
penghitungan pertumbuhan ekonomi mengeluarkan sektor pertambangan, maka 
hasil yang didapat rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu yang 
sama sebesar 6,82 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada tahun 
2006 sebesar 8,71 persen dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada 
tahun 2004 sebesar 4,39 persen.   
 Melihat dari paparan masing-masing propinsi, maka bisa dilihat bahwa 
perekonomian di Indonesia bila dilihat masing-masing propinsi, sebagian besar 
propinsi di Indonesia digerakkan dari komponen konsumsi rumah tangga dan bila 
dilihat dari sisi penawaran lebih didominasi oleh sektor pertanian. Pada 
penyerapan tenaga kerja, umumnya mengikuti setor yang dominan pada propinsi 
tersebut. Untuk lebih ringkasnya, mengenai sektor perekonomian dan 
penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 5.7 
Struktur Ekonomi Dan Penyerapan Kerja Propinsi Di Indonesia 
No Propinsi Tumpuan Sektor Perekonomian Struktur Penyerapan 
Tenaga Kerja 
1 Aceh Pertanian  Pertanian, jasa sosial 
2 Sumatra Utara Pertanian   Pertanian, perdagangan, 
jasa masyarakat 
3 Sumatra Barat Pertanian Pertanian  
4 Riau Industri Pengolahan, PHR Industri, konstruksi 
5 Kepulauan Riau Industri pengolahan  Industri manufaktur  





Pertanian, PHR, jasa 
8 Kepulauan 
Babel 
Pertanian, Listrik gas dan air, 
bangunan 
Pertanian, PHR, industri  
9 Bengkulu Pertanian, perdagangan hotel 
restoran dan jasa-jasa 
Pertanian 
10 Lampung Pertanian, industri pengolahan, 
pengakutan dan telekomunikasi 
Pertanian, PHR, jasa  
11 Jakarta Industri pengolahan, bangunan, 
keuangan 
PHR, industri pengolahan, 
pertanian 
12 Jawa Barat Industri pengolahan, PHR Industri pengolahan, PHR 
13 Banten Industri pengolahan, PHR Industri pengolahan, PHR 
14 Jawa Tengah Industri pengolahan, PHR Pertanian, PHR, industri  
15 Jogjakarta Pertanian, PHR, jasa-jasa, 
pengangkutan dan komunikasi 
PHR, pertanian, jasa-jasa 
16 Jawa Timur PHR, industri, pertanian Pertanian, PHR, industri  
17 Bali PHR, pertanian PHR, jasa-jasa, pertanian 
18 NTB Pertambangan, pertanian, PHR Pertanian, PHR 
19 NTT Pertanian, PHR, jasa-jasa Pertanian 
20 Kalbar Pertanian, angkutan dan 
komunikasi, PHR 
Pertanian, PHR 
21 Kalteng Pertanian, PHR Pertanian, PHR, jasa-jasa 
22 Kalsel Pertanian, PHR, pertambangan Pertanian, PHR, jasa-jasa 
23 Kaltim Pertambangan, PHR PHR, industri, pertanian 
24 Sulut Pertanian, PHR, jasa-jasa Pertanian, PHR 
25 Gorontalo  Pertanian Pertanian, Jasa, PHR 
26 Sulteng Pertanian, PHR, bangunan Pertanian, jasa-jasa, PHR 
27 Sulsel Pertanian, PHR, angkutan 
komunikasi, jasa-jasa 
Pertanian,  
28 Sulbar Pertanian, PHR Pertanian  
29 Sultengg Pertambangan penggalian, PHR Pertanian, jasa-jasa, PHR 
30 Maluku Pertanian, PHR, jasa-jasa Pertanian, PHR, industri  
31 Maluku Utara Pertanian, PHR Pertanian 
32 Papua  Pertambangan  Pertanian, jasa-jasa, PHR 
33 Papua Barat Pertanian, PHR  Pertanian 
 
Sumber: Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia, diolah  
 Melihat dari tabel yang disajikan sebelumnya, satu hal yag dapat 
dikatakan adalah sebagian besar perekonomian propinsi-propinsi di Indonesia 
masih didorong dari sektor pertanian. Bila dilihat lebih jauh, masing-masing 
propinsi memliki karakter yang berbeda dalam sektor pertaniannya. Badan Pusat 
Statistik sendiri menggolongkan sektor pertanian ke dalam pertanian tanaman 
pangan dan pertanian tanaman non pangan. Untuk pertanian tanaman pangan, 
diisi oleh beberapa komoditas, antara lain: padi, jagung, ketela dan umbu-umbian 
lainnya. Sedangkan komoditas tanaman non pangan antara lain: kelapa sawit, 
karet, teh, dan kopi. Untuk kategorisasi tanaman non pangan, biasanya 
dikatakan sebagai komoditas perkebunan. 
 Berikut akan disampaikan karakter pertanian dari masing-masing propinsi 
yang diteliti dalam tulisan ini. Propinsi-propinsi di kepulauan Sumatra umumnya 
bervariasi antara tanaman pangan dan perkebunan. Propinsi Sumatra Barat, 
sektor pertanian di propinsi ini didominasi oleh pertanian pangan dengan 
komoditas utama berupa padi dan pertanian perkebunan dengan komoditas 
tanaman kelapa sawit. Karakter yang sama dengan propinsi Sumatra Barat 
adalah propinsi Sumatra Selatan dan Jambi. Untuk propinsi Sumatra Utara, 
pertnaian di daerah ini didominasi oleh pertanian tanaman pangan dengan 
komoditas utama adalah; padi, jagung dan kedelai. Propinsi-propinsi lainnya 
seperti propinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung 
adalah propinsi-propinsi yang perekonomiannya didominasi oleh sektor 
perkebunan, namun dengan komoditas yang berbeda-beda. Riau dan Kepulauan 
Bangka Belitung mengandalkan komoditas kelapa sawit sedangkan propinsi 
Lampung mengandalkan pada perkebunan teh, kopi, rempah-rempah dan kakao. 
 Beralih pada propinsi-propinsi di pulau Jawa Bali dan Nusa Tenggara. 
Pada propinsi-propinsi ini sektor pertanian didominasi oleh pertanian tanaman 
pangan berupa padi. Hanya propinsi Jawa Barat yang sektor perkebunannya 
mampu memberikan pengaruh pada perekonomian regional dengan produk 
berupa kopi dan teh. Selain komoditas padi, beberapa komoditas laiinya yang 
menjadi andalan adalah; Jagung (Jawa Timur dan Jogjakarta), tembakau (Jawa 
Timur), Kedelai (Banten dan Jogjakarta), kacang tanah (Banten), palawija (Jawa 
Tengah).  
 Melihat paparan di propinsi-propinsi pulau Sumatra dan Jawa, yang 
cukup beragam dalam sektor pertanian, maka di propinsi Kalimantan Barat, 
Kalimantam Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, umumnya 
didominasi oleh perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. Selain tanaman 
kelapa sawit, beberapa komoditas lain yang menjadi produk utama yaitu; karet 
(Kalimantan Barat). Untuk tanaman padi, hanya terdapat di Kalimantan Timur 
dan Kalimantan Selatan. 
 Kondisi yang sangat berbeda dengan propinsi Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur terjadi di 
propinsi-propinsi di pulau Sulawesi. Propinsi-propinsi di pulau ini hampir mirip 
dengan propinsi-propinsi di pulau Jawa, dimana sektor pertanian lebih banyak 
didominasi oleh sektor pertanian tanaman pangan. Hampir seluruhnya 
merupakan propinsi penghasil; padi (Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, 
Sulawesi Selatan), jagung (Gorontalo), tebu (Sulawesi Selatan), palawija 
(Sulawesi Tenggara). Sedangkan komoditas perkebunan yang cukup menonjol 












 Dari uraian yang telah dipaparkan dalam hasil dan pembahasan 
sebelumnya, maka akan disampaikan beberapa simpulan dan temuan dalam 
penelitian ini. Di akhir bagian tulisan, akan disampaikan beberapa saran yang 
terkait dengan penelitian ini. 
6.1 Simpulan 
1. Variabel  investasi mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. 
Dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, investasi berpengaruh 
negatif terhadap pengangguran. Artinya di sini, pemerintah bisa 
menggunakan instrumen investasi untuk menurunkan tingkat 
pengangguran di Indonesia. Pemerintah bisa meningkatkan investasi, 
baik itu investasi dalam negeri maupun luar negeri dengan harapan 
investasi maka akan menambah tenaga kerja baru. Untuk melakukan hal 
ini, pemerintah bisa meniadakan beberapa peraturan-peraturan yang 
dianggap bisa menghambat masuknya investasi. Peraturan-peraturan 
yang saling bertentangan antara peraturan pemerintah pusat dengan 
peraturan pemerintah daerah juga harus ditiadakan. Selain itu, investasi 
pada sektor-sektor yang menjadi sektor penyerap tenaga kerja seperti 
investasi pada sektor pertanian atau industri yang bersifat padat karya 
akan lebih baik karena akan meyerap lebih banyak tenaga kerja. Hal ini 
mengingat sebagian besar propinsi di Indonesia masih menggantungkan 
perekonomiannya pada sektor primer ini. Hanya sebagian kecil saja 
propinsi yang menggantungkan perekonomian pada sektor non primer.  
2. Dengan meningkatkan tingkat pendidikan maka dapat mengurangi 
tingkat pengangguran yang ada. Dengan tingkat pendidikan yang 
semakin tinggi akan mampu untuk meningkatkan kemampuan seseorang 
yang secara otomatis dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja 
bagi dirinya sendiri. 
Pendidikan di sini bisa diartikan dalam dua hal. Pertama, pendidikan 
dalam arti formal, yaitu pendidikan yang ditempuh oleh seseorang dalam 
jenjang pendidikan yang jelas. Misalnya pendidikan dasar (setingkat 
sekolah dasar atau sederajat hingga sekolah menengah pertama), 
pendidikan menengah (setingkat sekolah menengah umum atau sekolah 
menengah kejuruan) dan pendidikan tinggi (diploma, sarjana, magister 
hingga doktoral). Pendidikan juga bisa diartikan sebagai pelatihan atau 
dalam masyarakat biasa disebut dengan pendidikan luar sekolah atau 
pendidikan informal.  
3. Dalam paparan kajian teoritis, pertumbuhan ekonomi mampu 
mempengaruhi tingkat pengangguran dan keduanya mempunyai 
pengaruh yang berlawanan. Namun dalam penelitian ini, pengangguran 
tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Apabila melihat data yang 
disampaikan oleh BPS, maka hal ini bisa dimaklumi karena pertumbuhan 
ekonomi Indonesia sebagian besar didorong oleh sektor konsumsi, baik 
itu konsumsi rumah tangga, atau konsumsi pemerintahan sehingga tidak 
menimbulkan efek atau dampak yang cukup kuat pada penyerapan 
tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi akan lebih baik jika dengan 
pertumbuhan ekonomi tersebut mampu menyerap lebih banyak lagi 
tenaga kerja dan hal ini bisa terjadi apabila pertumbuhan ekonomi 
didorong oleh sektor investasi. 
4. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hubungan antara inflasi dan 
tingkat pengangguran bukanlah hubungan yang bersifat linear seperti 
yang dipaparkan pada bagian kajian pustaka. Antara inflasi dan 
pengangguran terdapat hubungan yang bersifat non linear. Hubungan 
antara kedua hal ini bisa negatif dan bisa juga berubah menjadi positif.  
Apabila hubungan yang terjadi antara inflasi dan tingkat pengangguran, 
maka bisa disimpulkan bahwa inflasi dalam perekonomian tersebut 
masih bisa dianggap sebagai stimulus atau penggerak roda 
perekonomian. Kenaikan harga-harga justru menjadi semacam 
rangsangan bagi investor untuk menambah investasinya sehingga akan 
menimbulkan investasi baru yang dapat meyerap tenaga kerja baru. 
Akan berbeda cerita bila hubungan yang tercipta antara inflasi dan 
tingkat pengangguran adalah hubungan yang bersifat negatif. Jikalau 
kondisi ini yang terjadi, maka inflasi adalah hal yang harus dihilangkan 




 Dari pembahasan dan kesimpulan yang ada, berikut adalah saran yang 
dapat diberikan oleh penulis; 
1. Dalam kaitan antara pengangguran dan investasi, saran yang bisa 
diberikan oleh penulis kepada pemerintah adalah pemerintah harus bisa 
menciptakan kondisi yang mampu memberikan rangsangan bagi 
masuknya investasi di daerah tersebut. Kebijakan tersebut antara lain 
kebijakan yang berkaitan dengan tingkat suku bunga yang dapat 
merangsang datangnya investasi. Dengan memainkan tingkat suku 
bunga yang tepat maka diharapkan akan dapat mendatangkan investasi 
yang akhirnya dapat membuka lapangan pekerjaan baru, namun yang 
perlu diperhatikanm tingkat suku bunga harus pada level atau tingkat 
yang tepat, karena jika tidak maka akan mengakibatkan efek larinya 
modal ke luar negeri atau lebih dikenal dengan capital outflow.  
2. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pendidikan merupakan salah 
satu unsur yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat 
pengangguran. Dalam kaitan dengan pengangguran dan pendidikan, hal 
yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendirikan balai 
latihan kerja yang reprenstatif. Dengan mendirikan balai latihan kerja 
diharapkan akan memberikan ketrampilan sehingga tidak perlu 
mengandalkan pekerjaan formal saja. Pendirian balai latihan kerja akan 
lebih baik lagi jika dilengkapi dengan peralatan yang memenuhi tuntutan 
pada jaman ini. Memasukkan unsur kewirausahaan pada kurikulum 
sekolah juga merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan untuk dapat 
merangsang jiwa wiausaha bagi pelajar.  
3. Mengenai temuan penelitian ini yang mengatakan bahwa adanya 
hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi yang bersifat positif, 
maka inflasi (dalam kaitannya dengan pengangguran) bukanlah sesuatu 
hal ditakuti. Hal yang perlu dilakukan pemerintah bersama dengan 
otoritas moneter adalah menjaga tingkat inflasi pada level yang “ramah” 
terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan tingkat inflasi 
yang tepat dan tidak menganggu perekonomian secara agregat, maka 
pemerintah juga bisa mengendalikan dua hal makroekonomi sekaligus 
yaitu permasalahan inflasi dan permasalahan pengangguran. 
4. Persoalan pengangguran di Indonesia adalah masalah klasik yang telah 
ada sejak dulu. Problema klasik ini lebih disebabkan karena berlebihnya 
penawaran tenaga kerja di Indonesia sebagai imbas dari pertumbuhan 
penduduk Indonesia. Maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh 
pemerintah adalah menangani pertumbuhan penduduk. Pengaktifan 
kembali program keluarga berenca adalah langkah yang bisa diambil 
oleh pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk 
Indonesia. Kebijakan ini tidak bisa langsung dirasakan dampaknya, 
karena lebih bersifat kebijakan jangka panjang yang membutuhkan waktu 
untuk yang tidak pendek.  
Sementara untuk jangka pendek, pemerintah bisa memasukkan 
pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan pada kurikulum pendidikan, 
sehingga lulusan dari sekolah tidak harus bergantung pada pekerjaan 
formal. Pemerintah juga harus berani untuk menghentikan pengiriman 
tenaga kerja Indonesia ke luar negeri terutama bagi tenaga kerja yang 
tidak terdidik, mengingat banyaknya cerita negatif mengenai tenaga kerja 
















Aliman, 2000, Modul Ekonometrika Terapan, PAU Studi Ekonomi, Universitas 
Gadjah Mada, Jogjakarta 
 
Annonymous, Jawa Timur Dalam Angka, Berbagai Edisi, Badan Pusat Statistik 
Propinsi Jawa Timur, Surabaya  
 
----------------, 2009, Data Strategis BPS, Badan Pusat Statistik Jakarta. 
 
----------------, 2010, Data Strategis BPS, Badan Pusat Statistik Jakarta. 
 
----------------, 2011, Kajian Ekonomi Regional, Berbagai Edisi, Bank Indonesia, 
Jakarta 
 
----------------, Key Indicators for Asia and Pacific, Berbagai Edisi, Asian 
Development Bank 
 
----------------, 2009, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi 
Indonesia, Badan Pusat Statistik, Indonesia 
 
----------------, 2011, Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menurut Propinsi Tahun 
2010, Kementrian Pendidikan Nasional, Jakarta 
 
----------------, 2008, Persepsi Lulusan Pendidikan Akuntansi Terhadap 
Kesesuaian Kurikulum Pendidikan Akuntansi Terhadap Kebutuhan Dunia 
Kerja, Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta  
 
Aktar, Ismail dan Latif Ozturk, 2009, Can Unemployment be Cured by Economic 
Growth and Foreign Direct Investment in Turkey?, International Journal of 
Finance and Economics, Euro Journal Publishing Inc 
 
Biagi, Frederico dan Claudio Lucifora, 2007, Demographic and Education Effect 
on Unemployment in Europe, Elsevier Labour Economics Journal 
 
Boediono, 1985, Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Jogjakarta 
 
Borjas, George J, 1999, Labor Economics Second Edition, Mc Graw Hill  
 
Case, Karl E, Ray C Fair, Sharon M Oster, 2009, Principles of Macroeconomics 
Ninth Edition, Pearson International Edition 
 
Dornbusch, Rudriger dan Stanley Ficher, 1992, Makro Ekonomi Edisi Keempat, 
Alih Bahasa oleh: Julius A Mulyadi, Penerbit Erlangga, Jakarta 
 
Emalisa, 2003, Pola dan Arus Migrasi di Indonesia, Jurusan Sosial Ekonomi 
Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatra Utara 
 
Fawzi, Samiha, 2002, Investment Policies and the Unemployment Problem in 
Egypt, The Egyptian Centre for Economics Studies, Working Paper no 68, 
September 2002  
 
Francesconi, Marco, Et all, Education and The Natural Rate of Unemployment, 
Institute for Social and Economic Research, University of Essex, Wivenhoe 
Park 
 
Garauste, Christelle ; et al, 2010, Education and Long-Term Unemployment, 
Paper prepared for the third edition of the workshop “Geographical 
Localisation, Intersectoral Reallocation of Labour and Unemployment 
Differential” (GLUNLAB3), RCEF June 10, 2010  
 
Gujarati, Damodar, 2004, Basic Econometrics Fourth Edition, The Mc Graw – Hill 
Companies 
 
Hussain, T ; W Siddiqi ; A Iqbal, 2010, A Coherent Relationship Between 
Economic Growth and Unemployment: An Empirical Evidance From 
Pakistan, International Journal of Human and Social Sciences 5:5, 2010  
 
Hun Myoung Park, 2009, linear Regression Model for Panel Data Using SAS, 
Stata, LIMDEP, and SPSS, University Information Technology Services 
Center for Statistical and Mathematical Computing, Indiana University 
 
Hwang. A.R dan B. Y. Aw, 1995, Productivity and The Export Market: A Firm 
Level Analysis, Journal of Development Economics Vol 47 (1995) 313-312 
I Putu Yoga Permana, Penanggulangan Permasalahan Ketenagakerjaan di 
Indonesia, diunduh dari: 
http://poetoegaul.multiply.com/journal/item/50/Penanggulangan_Permasala
han_Ketenagakerjaan_Di_Indonesia. Diunduh tanggal 20 Juni 2011 
 
Irdham Ahmad, 2007, Hubungan Antara Inflasi Dengan Tingkat Pengangguran; 
Pengujian Kurva Phillips Dengan data Indonesia 1976 – 2006, Jurnal 
Ekubank Volume Edisi 1 Maret 2007, Universitas Pancasila Jakarta  
 
Jamzani Sodik, 2007, Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi 
Regional: Studi Kasus Data Panel Indonesia, Jurnal Ekonomi 
Pembangunan Vol 12 No 1 April 2007, Universitas Pembangunan 
“Veteran”, Jogjakarta  
 
Karanassou, Marika dan Hector Sala, 2010, The US Inflation-Unemployment 
trade-off revisited: New Evidance for Policy Making, Journal of Policy 
Modelling 32 (2010) 758-777 
 
Kuester, Keith et al, 2007, Is The New Keynesian Phillips Curve Flat? Working 
Paper Series No 809 / Sepetember 2007, European Central Bank  
 
Mankiw, Gregory N, 2003, Teori Makroekonomi Edisi Kelima,  Alih bahasa oleh: 
Imam Nurmawan, SE, Erlangga, Jakarta 
 
Nachrowi dan Hardian Usman, 2006, Pendekatan Populer dan Praktis: 
Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, Lembaga Penerbit 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta 
 
Palis, Dimitrios, 2006, The Trade Off Between Inflation And Unemployment In 
The New European Union Member States, International Research Jurnal of 
Finance and Economics, Euro Journal Publishing Inc 
 
Reichel, Richard, On The Death Of The Phillips Curve: Further Evidence Diunduh 
dari: http://www.cato.org/pubs/journal/cj24n3/cj24n3-9.pdf Diunduh pada: 6 
Juli 2011 
 
Sadono Sukirno, 1999, Makroekonomi Modern, Penerbit Raja Grafindo Persada, 
Jakarta 
 
Sanjoyo, 2007, Analisis Data Panel, situs resmi: http://sanjoyo55.wordpress.com 
 
-----------, 2007, Struktur Model II (Fixed and Random Effect), situs resmi: 
http://sanjoyo55.wordpress.com 
 
-----------, 2007, Model III (Hetrogenity Coeficient), situs resmi: 
http://sanjoyo55.wordpress.com 
 
Solikin, 2004, Kurva Phillips dan Perubahan Struktural di Indonesia; Keberadaan, 
Pola Pembentukan Ekspektasi dan Linearitas, Buletin Ekonomi Moneter 
dan Perbankan, Edisi Maret 2004, Bank Indonesia  
 
Wing Wahyu Winarno, 2009, Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan 





























Dependent Variable: Y?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 07/03/11   Time: 20:52   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
Cross-sections included: 33   
Total pool (balanced) observations: 198  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 11.25473 1.282720 8.774117 0.0000 
INV? -0.000107 6.63E-05 -1.620500 0.0971 
P? -0.095198 0.020501 -4.643542 0.0000 
PE? 0.028378 0.052635 0.539147 0.5905 
INF? 0.053337 0.023918 2.230038 0.0271 
D2? 3.954479 1.321100 2.993322 0.0032 
D3? 3.398579 1.161357 2.926387 0.0039 
D4? 3.310776 1.178080 2.810315 0.0056 
D5? 3.056015 1.128803 2.707307 0.0075 
D6? 1.477536 1.179680 1.252489 0.2122 
D7? -0.837715 1.122549 -0.746261 0.4566 
D8? -0.294681 1.133927 -0.259876 0.7953 
D9? -1.330229 1.145521 -1.161244 0.2473 
D10? -1.020221 1.163318 -0.876992 0.3818 
D11? 0.751413 1.132430 0.663540 0.5079 
D12? 7.364921 1.209485 6.089306 0.0000 
D13? 5.679769 1.176839 4.826293 0.0000 
D14? 5.308272 1.110718 4.779137 0.0000 
D15? -0.629312 1.132947 -0.555465 0.5793 
D16? 1.014948 1.197260 0.847726 0.3978 
D17? 2.711508 1.118472 2.424296 0.0164 
D18? -2.195304 1.183548 -1.854850 0.0654 
D19? -0.253500 1.143106 -0.221764 0.8248 
D20? -4.475544 1.150994 -3.888416 0.0001 
D21? -1.539945 1.137896 -1.353327 0.1778 
D22? -2.700296 1.129727 -2.390220 0.0180 
D23? -1.279892 1.131068 -1.131578 0.2595 
D24? 4.779787 1.147219 4.166412 0.0001 
D25? 5.172435 1.158081 4.466384 0.0000 
D26? -0.865078 1.124045 -0.769611 0.4427 
D27? 0.761152 1.127623 0.675006 0.5006 
D28? 1.620811 1.136141 1.426593 0.1556 
D29? -2.290454 1.122144 -2.041141 0.0429 
D30? -1.441945 1.140944 -1.263817 0.2081 
D31? 5.718441 1.193654 4.790701 0.0000 
D32? 0.100759 1.144071 0.088070 0.9299 
D33? -1.465787 1.113796 -1.316028 0.1900 
     
     R-squared 0.683676    Mean dependent var 8.122677 
Adjusted R-squared 0.612945    S.D. dependent var 3.069268 
S.E. of regression 1.909506    Akaike info criterion 4.298441 
Sum squared resid 587.0406    Schwarz criterion 4.912916 
Log likelihood -388.5457    Hannan-Quinn criter. 4.547160 
F-statistic 9.665878    Durbin-Watson stat 1.301411 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     




Dependent Variable: Y?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 07/03/11   Time: 20:53   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
Cross-sections included: 33   
Total pool (balanced) observations: 198  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12.27175 1.054004 11.64298 0.0000 
INV? -0.000107 6.63E-05 -1.620500 0.0971 
P? -0.095198 0.020501 -4.643542 0.0000 
PE? 0.028378 0.052635 0.539147 0.5905 
INF? 0.053337 0.023918 2.230038 0.0271 
Fixed Effects (Cross)     
_ACEH--C 2.937458    
_SUMUT--C 2.381558    
_SUMBAR--C 2.293755    
_RIAU--C 2.038994    
_KEPRI--C 0.460515    
_JAMBI--C -1.854736    
_SUMSEL--C -1.311702    
_BABEL--C -2.347250    
_BENGKULU--C -2.037242    
_LAMPUNG--C -0.265608    
_JAKARTA--C 6.347900    
_JABAR--C 4.662747    
_BANTEN--C 4.291251    
_JATENG--C -1.646333    
_YOGYAKARTA--C -0.002073    
_JATIM--C 1.694487    
_BALI--C -3.212325    
_NTB--C -1.270522    
_NTT--C -5.492565    
_KALBAR--C -2.556966    
_KALTENG--C -3.717317    
_KALSEL--C -2.296913    
_KALTIM--C 3.762766    
_SULUT--C 4.155413    
_GORONTALO--C -1.882099    
_SULTENG--C -0.255869    
_SULSEL--C 0.603789    
_SULBAR--C -3.307475    
_SULTENGG--C -2.458966    
_MALUKU--C 4.701420    
_MALUT--C -0.916263    
_PAPUA--C -2.482808    
_PABAR--C -1.017021    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.683676    Mean dependent var 8.122677 
Adjusted R-squared 0.612945    S.D. dependent var 3.069268 
S.E. of regression 1.909506    Akaike info criterion 4.298441 
Sum squared resid 587.0406    Schwarz criterion 4.912916 
Log likelihood -388.5457    Hannan-Quinn criter. 4.547160 
F-statistic 9.665878    Durbin-Watson stat 1.301411 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      
Dependent Variable: Y?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 07/04/11   Time: 18:57   
Sample: 1 6    
Included observations: 6   
Cross-sections included: 33   
Total pool (balanced) observations: 198  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12.35081 1.037051 11.90955 0.0000 
INV? -9.17E-05 6.55E-05 -1.400560 0.1633 
P? -0.090099 0.020262 -4.446684 0.0000 
PE? 0.059437 0.053189 1.117476 0.2655 
INF? -0.077673 0.056671 -1.370614 0.1724 
INF2? 0.005484 0.002158 2.541027 0.0120 
Fixed Effects (Cross)     
_ACEH--C 2.445165    
_SUMUT--C 2.255431    
_SUMBAR--C 2.264535    
_RIAU--C 2.009516    
_KEPRI--C 0.421534    
_JAMBI--C -1.805358    
_SUMSEL--C -1.298595    
_BABEL--C -2.363696    
_BENGKULU--C -2.162913    
_LAMPUNG--C -0.279107    
_JAKARTA--C 6.132510    
_JABAR--C 4.495483    
_BANTEN--C 4.322154    
_JATENG--C -1.575941    
_YOGYAKARTA--C -0.016283    
_JATIM--C 1.678522    
_BALI--C -3.188048    
_NTB--C -1.238380    
_NTT--C -5.259452    
_KALBAR--C -2.387506    
_KALTENG--C -3.569362    
_KALSEL--C -2.103262    
_KALTIM--C 3.766137    
_SULUT--C 4.165289    
_GORONTALO--C -1.901167    
_SULTENG--C -0.165066    
_SULSEL--C 0.655884    
_SULBAR--C -3.242860    
_SULTENGG--C -2.465225    
_MALUKU--C 4.731389    
_MALUT--C -0.910408    
_PAPUA--C -2.439261    
_PABAR--C -0.971658    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     
R-squared 0.695946    Mean dependent var 8.122677 
Adjusted R-squared 0.625634    S.D. dependent var 3.069268 
S.E. of regression 1.877947    Akaike info criterion 4.268980 
Sum squared resid 564.2694    Schwarz criterion 4.900062 
Log likelihood -384.6290    Hannan-Quinn criter. 4.524421 
F-statistic 9.897901    Durbin-Watson stat 1.260022 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
 
